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EDITORIAL 
 

 
 Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) Volume 22 No. 1 Juni 

2020 terbit di tengah masa-masa persiapan New Normal karena pandemi Covid-19 yang melanda 

Indonesia di awal Maret 2020. Ini adalah kali pertama Tim Editorial menjalankan proses editorial dari 

rumah atau Work From Home. Meski demikian, semangat untuk berproduktivitas, mempublikasikan 

khasanah ilmiah, tidaklah surut. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

anugerah kesehatan dan kemampuan hingga edisi ini dapat terbit. CTidak lupa pula Tim Editorial 

mengucapkan terima kasih dan selamat menjalani masa purna bakti kepada Bapak Drs. Nur Zaini, MA 

(Chief in Editor periode 2018-2019). Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Komunikasi) di masa kepemimpinan beliau mengalami banyak kemajuan yang layak untuk terus 

diperjuangkan oleh para penerusnya. 

 Kali ini, Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) menerbitkan 8 

(delapan) artikel yang berfokus pada ruang lingkup New Media. Artikel pembuka berjudul “E-

Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia” oleh 

Rossi Adi Nugroho dan Yuyun Purbokusumo. Artikel ini membedah kesiapan Kementerian Komunikasi 

dan Informatika sebagai unggulan dalam penerapan e-Government di Indonesia. Keresahan terhadap 

hasil yang kurang optimal dalam penerapan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional merupakan muasal penelitian ini dilakukan. Senada dengan artikel pertama, 

artikel kedua juga mengusung problematika e-Government. Dengan judul “Factors Influencing e-
Government Adoption (A Case Study of Information System Adoption in PPATK)” Syarifah Hanum dan 

kawan-kawan mengupas faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi berdasarkan kerangka kerja 

organisasi dan lingkungan. Penulis memandang bahwa sistem informasi yang dibuat dan 

diimplementasikan belum mampu mendorong e-Government sehingga perlu ditilik lebih lanjut 

permasalahan dalam proses adopsinya. 

 Ines Dwi Andini dan rekan menulis tentang kualitas data profil pelanggan fixed broadband 

dalam proses pengambilan keputusan perusahan. Dalam artikel yang berjudul “Penilaian Kualitas Data 

Broadband Customer Profiling (BCP) Pelanggan Fixed Broadband PT Telekomunikasi Indonesia Tbk” 

ini terpapar bagaimana sebuah big data tentang profil data pelanggan memiliki peran penting untuk 

menetapkan keputusan manajemen yang lebih baik. Maha-nya data yang tersedia menuntut 

terjaminnya kualitas data yang menggiring pada akurasi  dan kualitas data.  

 Artikel keempat dan kelima sekiranya relevan dengan kondisi pandemi. Melalui eksplanasinya 

terhadap tinjauan literatur tentang Mobile Learning, Choirunnisak Fauziati dan Irwansyah 

menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan layanan Mobile Learning 
Applications. Seperti kita ketahui, pandemi memaksa kita melakukan proses pembelajaran secara 

daring. Ini adalah sebuah adopsi yang berbasis pada keterpaksaan keadaan tetapi memberi faedah 

bagi banyak pihak. Dengan judul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan Mobile Learning 
Applications”, ia menyebutkan individu, pedagogi, teknologi, sosial, dan manajemen adalah faktor 

yang dapat memengaruhi. Masih relevan dengan pandemi, Rendro Prasetyo melalui artikelnya 

berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Akselerasi Transformasi Digital Industri Kecil dan 

Menengah” menganalisis secara deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif tentang tindakan yang 

perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan literasi digital di kalangan IKM.  

 Di artikel keenam berjudul “Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial 

pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia,” Mufti Nurlatifah menguraikan bagaimana 
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implementasi kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pada UU ITE. Media digital memiliki 

kemampuan hipertekstualitas dan interaktivitas yang menjadi kegamangan apakah ekspresi ini 

melanggar norma-norma sosial. Titik temu dalam sebuah persimpangan adalah suatu asa untuk 

menadirkan gejolak yang mungkin timbul.  

Artikel ketujuh dan kedelapan merupakan pamungkas dalam edisi yang sama-sama 

mengangkat penggunaan media sosial untuk kepentingan bisnis. Instagram dan Youtube adalah 

media yang dikupas di kedua tulisan. Melalui judul “Measuring the Digital Marketing Strategies 
Effectiveness through Social Media in Purchasing Halal Make Up Brands: A Comparative Study,” 

Yulianita dan rekan mengeksploratori antara iklan, celebrity endorsement, dan influencer marketing 

dalam memasarkan sebuah brand. Serupa tetapi berbeda platform dan kemasan, Stara Asrita dan 

Deani Prionazvi Rhizky mengupas pendekatan soft-selling dengan menempatkan produk sebagai 

pengganti iklan pada sebuah mini series. Artikel berjudul “Wacana Product Placement Tropicana Slim 

dalam Branded Web Series” kembali mengingatkan kita tentang kemampuan dunia digital dalam 

mentransformasi proses marketing yang konvensional. New Media  telah menghadirkan bentuk baru 

dari proses beriklan yang menarik minat untuk ditelaah, dikaji, dan dipahami lebih dalam oleh siapa 

pun.  
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E-Government telah terbukti dapat 
meningkatkan akuntabilitas, transparansi 
dan keadilan dalam penyediaan layanan 
publik. Sistem ini juga menciptakan birokrasi 
yang efektif dan efisien serta mendorong 
partisipasi pemangku kepentingan dalam 
perumusan kebijakan publik. Indonesia telah 
menerapkan e-Government selama hampir 
dua dekade, sejak diberlakukannya Instruksi 
Presiden No. 3 Tahun 2003  tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional. Akan tetapi, 
penerapan e-Government belum 
menunjukkan hasil yang optimal karena 
belum dilakukan secara merata dan levelnya 
berada di bawah rata-rata regional Asia 
Tenggara. Kegagalan penerapan e-
Government disebabkan oleh 
ketidakpahaman pemerintah tentang e-
readiness dan pengambilan keputusan tanpa 
mempertimbangkan bukti yang memadai.  
Penelitian ini menilai tingkat kesiapan 
Kementerian Kominfo sebagai aktor utama 
penerapan e-Government dengan 
mengadopsi dan memodifikasi framework 
STOPE. Hasilnya menunjukkan bahwa 
Kementerian Kominfo berada dalam kondisi 
cukup siap. Akan tetapi, terdapat beberapa 
permasalahan yang perlu diatasi, seperti 

keterbatasan anggaran, SDM, regulasi, 
teknologi dan infrastruktur serta kurangnya 
lingkungan yang mendukung. 
Kata Kunci: e-government, e-readiness, 
pemerintah, penilaian, framework STOPE 
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Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
telah mendorong implementasi e-
Government untuk meningkatkan kinerja 
lembaga pemerintah di masyarakat, bisnis, 
dan sesama lembaga pemerintah. Banyak 
Sistem Informasi (SI) dibuat dan digunakan, 
tetapi tidak semuanya dapat dikatakan 
berhasil. Hal ini bertentangan dengan 
harapan yang disebutkan sebelumnya. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 
menemukan faktor-faktor yang 
memengaruhi adopsi e-Government. 
Penelitian ini merupakan studi kasus adopsi 
sistem informasi di salah satu lembaga 
pemerintah. Penelitian dilakukan dengan 
metode TOE. Data dikumpulkan melalui 
metode kualitatif. Kemudian, data diproses 
dengan bantuan aplikasi Analisis Data 
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Kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa semua faktor yang dianalisis 
menggunakan kerangka TOE memiliki 
pengaruh dalam adopsi IS. Namun, belum 
semua faktor terlaksana dengan baik 
sehingga perlu ditingkatkan untuk mengatasi 
kesulitan dalam adopsi IS, guna memenuhi 
harapan implementasi e-Government. 
Kata kunci: metode TOE, sistem informasi, e-
Government, adopsi e-Government 
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Kesuksesan perusahaan dalam 
meningkatkan pendapatan dan mengelola 
risiko terjadinya kerugian bergantung pada 
data. Kualitas data yang bagus menghasilkan 
pengambilan keputusan yang berkualitas 
pula di tingkat manajemen. Telkom 
merupakan perusahaan telekomunikasi 
terbesar di Indonesia dengan fixed 
broadband sebagai portofolio utamanya. 
Data BCP berisi riwayat akses pelanggan yang 
sangat potensial dianalisis untuk 
menghasilkan profil pengguna. Bagus 
tidaknya hasil profil pengguna bergantung 
pada kualitas data BCP. Tujuan penelitian ini 
adalah menilai, mengetahui penyebab 
utama permasalahan, serta memberikan 
rekomendasi untuk meningkatkan kualitas 
data BCP. Kerangka kerja yang digunakan 
adalah Total Data Quality Management 
(TDQM). Hasil penilaian kualitas data 
menunjukkan adanya empat penyebab 
utama permasalahan kualitas data BCP serta 
lima rekomendasi aksi preventif dan korektif 
yang perlu dilakukan. Dengan perbaikan 
pada lima hal tersebut, diharapkan kualitas 

data BCP dapat meningkat sehingga 
informasi yang dihasilkan dari pengolahan 
data BCP semakin akurat dan berkualitas. 
Kata kunci: kualitas data, penilaian kualitas 
data, total data quality management, fixed 
broadband. 
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Mobile learning merupakan proses 
pembelajaran dengan menggunakan media 
bergerak berbasis aplikasi. Dalam perspektif 
komunikasi, mobile learning bukan hanya 
dilihat sebagai teknologi komunikasi yang 
digunakan dalam dunia pendidikan 
melainkan juga teknologi komunikasi yang 
memperhatikan proses penerimaan 
pengguna. Dengan menggunakan konsep 
dari model penerimaan teknologi, mobile 
learning diteliti melalui kajian literatur. 
Melalui analisis meta-sintesis, penelitian ini 
berhasil mengeksplorasi dan 
mengelompokkan aspek-aspek penerimaan 
pengguna terhadap teknologi komunikasi 
berbasis mobile learning applications ke 
dalam lima kategori, yakni kategori individu, 
pedagogi, teknologi, sosial, dan manajemen 
yang perlu didiskusikan lebih lanjut.  
Kata Kunci: mobile apps, mobile learning, 
mobile learning apps, penerimaan 
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Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah 
dp(IKM) meyakini bahwa digitalisasi akan 
memberikan banyak manfaat. Namun, 
belum semua pelaku usaha IKM menerapkan 
digitalisasi karena adanya hambatan dalam 
tahap implementasinya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis  
peran pemerintah daerah dalam akselerasi 
transformasi digital bagi pelaku usaha IKM 
serta mengidentifikasi Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang terlibat. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
explanatory research dengan teknik analisis 
menggunakan Gartner Analytic Ascendancy 
Model yang meliputi 4 tahapan, yaitu 
deskriptif, diagnostik, prediktif, dan 
preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Pemerintah Daerah DIY perlu 
melakukan kegiatan untuk menghilangkan 
hambatan yang muncul dalam implementasi 
digitalisasi, yang meliputi edukasi literasi 
digital bagi IKM, pelatihan dan 
pendampingan e-commerce bagi IKM, 
optimalisasi peran UPL-IKM, perbaikan 
aplikasi Jogjaplaza, promosi aplikasi 
Jogjaplaza, dan memperluas jaringan 
internet sampai ke seluruh kelurahan. 
Kegiatan tersebut melibatkan OPD Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan DIY serta 
Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. 
Kata kunci: peran pemerintah daerah, 
transformasi digital, digitalisasi, industri kecil 
dan menengah, Gartner Analytic Ascendancy 
Model 
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Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan 
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Kebebasan berekspresi dan tanggung jawab 
sosial merupakan elemen penting dalam 
praktik jurnalisme, baik dalam platform 
media konvensional maupun media digital. 
Karakteristik media digital, seperti 
hipertekstualitats, multimedia, dan 
interaktivitas, membuat kebebasan 
berekspresi juga berkaitan dengan 
kebebasan berjejaring, kebebasan berelasi, 
dan kebebasan konektivitas. Implikasinya, 
kebebasan berekspresi dan tanggung jawab 
sosial pada jurnalisme digital juga perlu 
diartikulasikan dalam kerangka yang 
berbeda. Dilema yang terjadi di Indonesia, 
spirit kebebasan berekspresi pada jurnalisme 
digital ini tidak berjalan beriringan dengan 
regulasi media, salah satunya Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE). Penelitian ini bermaksud 
menguraikan bagaimana implementasi 
kebebasan berekspresi dan tanggung jawab 
sosial pada UU ITE. Penelitian ini 
menggunakan desk study  untuk 
menganalisis transformasi kebebasan 
berekspresi yang terjadi di media digital dan 
bagaimana perubahan tersebut 
termanifestasi dalam regulasi media di 
Indonesia.  
Kata kunci: kebebasan berekspresi; 
tanggung jawab sosial; regulasi media; 
jurnalisme digital  
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Dewasa ini, kanal online dimanfaatkan oleh 
para pemasar untuk menjangkau target 
market. Ada berbagai taktik yang dapat 
dijalankan, seperti iklan, celebrity 
endorsement, dan influencer marketing. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
membandingkan keefektifan taktik yang 
telah disebutkan dalam memengaruhi minat 
beli merk kosmetik halal. Wardah 
merupakan subjek dalam penelitian ini. 
Penelitian ini dilakukan dengan sequential 
exploratory mixed method yang terdiri dari 
dua fase. Pertama, peneliti mewawancarai 
25 informan untuk menemukan indikator 
dari variabel yang diajukan. Berdasarkan 
hasil fase pertama, instrumen untuk fase 
kedua dikembangkan. Pada fase kedua, 
peneliti mengumpulkan data untuk 154 
responden. Temuan penelitian menyatakan 
bahwa iklan, celebrity endorsement, dan 
influencer marketing memiliki pengaruh 
simultan yang signifikan terhadap minat beli. 
Dibandingkan ketiganya, influencer 
marketing memiliki pengaruh paling kuat.  
Kata Kunci: iklan, celebrity endorsement, 
influencer marketing, dan minat beli 
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Youtube menjadi media sosial yang paling 
populer bagi masyarakat Indonesia. Brand 
Tropicana Slim memanfaatkan peluang itu 
dengan membuat iklan digital kreatif agar 
dapat beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi. Strategi pemasaran yang 
digunakan adalah product placement untuk 
mengikuti perilaku konsumen yang lebih 
banyak mengakses internet. Pendekatan soft 
selling dipilih Tropicana Slim dalam 
membangun citra diri dengan menciptakan 
branded web series.  Audiens disuguhkan 
cerita yang eksklusif dan dekat dengan 
kehidupan sehari-hari agar tidak merasa 
sedang menonton iklan. Riset ini 
menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif untuk mengetahui wacana product 
placement Tropicana Slim yang muncul 
dalam web series “Sore” (2017) dan “Janji” 
(2019).Wdal Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, 
dokumentasi dan studi pustaka. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa wacana 
product placement yang digunakan 
Tropicana Slim adalah Implicit Brand dengan 
dimensi plot connection dimension.  
Kata Kunci: product placement, wacana, 
branded web series
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E-Government has been found to contribute 
to improve accountability, verification and 
fairness in the provision of public services. It 
also promotes efficient and effective 
bureaucracy and encourages stakeholders 
participation in public policy formulation. 
Indonesia has implemented e-government 
for nearly 2 decades, since the enactment of 
Presidential Instruction No. 3 of 2003 on 
National Policies and Strategies. However, 
the application of e-Government has not 
shown optimal results as it has not been 
evenly distributed and is below the 
Southeast Asian regional average. The failure 
to implement e-government is caused by 
government’s lack of understanding of its 
readiness and lack of evidence-based 
decisions. This study measured e-
government readiness at the Ministry of 
Communication and Information as the main 
actor of e-government implementation, by 
adopting and modifying STOPE framework. 
Results indicated that the Ministry of 
Communication and Information is ready. 
However, there are some challenges that 
need to be addressed, i.e., lack of budget, 
human resources, regulation and 
infrastructure, technology, infrastructure 
and supportive environment . 
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government, assessment, STOPE framework 
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Information Communication Technology 
(ICT) has encouraged e-government 
implementation to improve government 
institution performance in society, business 
and fellow government institutions. Many 
Information Systems (IS) are created and 
used, but not all of them are successful. This 
is contrary to the expectations that were 
mentioned earlier. Therefore, it is necessary 
to conduct research to identify factors that 
influence e-government adoption. This 
paper presents a case study of information 
system adoption in a government 
institution. The study was conducted using 
TOE methods. Data were collected using 
qualitative method and subsequently 
processed using Qualitative Data Analysis 
tools. Results indicated that all factors 
analyzed in TOE framework influenced IS 
adoption. However, not all factors were 
properly conducted. Therefore, they need to 
be developed to address difficulties in IS 
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adoption so it will meet the e-government 
implementation expectation. 
Keywords: TOE method, information 
systems, e-government, e-government 
adoption 
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A company’s success in increasing revenue 
and managing risk of loss depends on data.  
High quality data results in good quality 
decision making at top management level. 
Telkom is the largest telecommunications 
company in Indonesia with fixed broadband 
as its main portfolio. BCP data contains 
customer access history that can be analyzed 
to produce user profiling. The results of 
profiling rely upon the quality of BCP data. 
The purpose of this study was to assess, 
identify the main causes of the problem, and 
provide recommendations to improve the 
quality of BCP data. The framework used was 
Total Data Quality Management (TDQM). 
Results of data quality assessment indicated 
four main causes of BCP data quality 
problems and five preventive and corrective 
recommendations. With these 
improvements, the quality of BCP data is 
expected to improve, so that insights 
generated from processing BCP data are 
more accurate. 
Keywords: data quality, data quality 
assessment, total data quality management, 
fixed broadband. 
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Mobile learning is a learning process using 
application-based mobile media. From the 
perspective of communication, it is not 
merely a communication technology used in 
education but also takes into account the 
process of user acceptance. Using the 
concept of technology acceptance model, 
mobile learning was examined by conducting 
literature review. Through meta-synthesis 
analysis, this research explored and 
classified aspects of user acceptance of 
communication technology based on mobile 
learning applications in five categories, i.e. 
individuals, pedagogy, technology, social, 
and management, which needs further 
discussion. 
Keywords: mobile apps, mobile learning, 
mobile learning apps, acceptance 
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Small and Medium Industry (SMI) owners 
believe that digitalization will provide many 
benefits. However, not all of them 
implement digitalization due to barrier in the 
implementation. The purpose of this study is 
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to analyze local government role in 
accelerating digital transformation for SMI 
and identify the local government agencies 
involved. The method used in this research 
was explanatory research with analytical 
techniques using Gartner Analytic 
Ascendancy Model, which consisted of 4 
stages: descriptive, diagnostic, predictive, 
and prescriptive. The results of this study 
indicated that the local government of 
Yogyakarta Special Region needed to take 
some actions to overcome the barriers that 
arise in implementing the digitalization, 
including SMI digital literacy education, e-
commerce training and assistance, 
optimizing the role of UPL-IKM, improving 
Jogjaplaza applications, promoting 
Jogjaplaza, and expanding the internet 
network to all villages. These activities will 
involve the Industry and Trade Agency and 
the Communication and Information Agency 
of Yogyakarta Special Region. 
Keywords: local government role, digital 
transformation, digitalization, small and 
medium industries, Gartner Analytic 
Ascendancy Model 
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Freedom of expression and social 
responsibility are essential elements on 
journalism practice. Inherent characteristics 
of digital media such as hypertextuality, 
multimediality, and interactivity have made 
freedom of expression inseparable from 
freedom of networking, freedom of 
association, and also freedom of connection. 
Consequently,  freedom of expression and 
social responsibility in digital journalism 

should be understood from different 
perspective. In Indonesian case, media 
regulation and freedom of expression are 
disharmonious, as manifested in the 
Indonesian Law on Information and 
Electronic Transaction (UU ITE). This 
research used desk study method to 
describe the implementation of freedom of 
expression and social responsibility in UU 
ITE. Additionally, it seeked to examine the 
transformation of freedom of expression 
undergone in digital media and the way the 
alteration has been incorporated in 
Indonesian media regulations.  
Keywords: freedom of expression; social 
responsibility; media regulation; digital 
journalism 
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Nowadays, marketers utilize online channels 
to reach for the target market. There are 
plenty of tactics that can be used, such as 
advertisement, celebrity endorsement, and 
influencer marketing. This research aimed to 
compare the effectiveness of each tactic to 
influence purchase intention towards halal 
make-up brand. Wardah is the research 
subject. The researcher used the mixed 
method sequential exploratory that 
consisted of two phases. The first phase was 
qualitative and the second phase was 
quantitative. During the first phase, the 
researcher interviewed 25 informants to 
explore indicators for proposed variables. 
Based on the first phase finding, the 
instrument for the second phase was 
developed. During the second phase, the 
researcher collected data from 154 
respondents. The findings indicated that the 
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advertisement, celebrity endorsement, and 
influencer marketing simultaneously and 
partially had significant influence on 
purchase intention. Comparing all three 
tactics, influencer marketing had the most 
significant influence on purchase intention. 
Keywords: Advertisement, Celebrity 
Endorsement, Influencer Marketing, and 
Purchase Intention 
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Youtube has become the most popular social 
media for Indonesian’s society. Tropicana 
Slim brand embraces the opportunity by 

creating digital creative advertisement in 
keeping up with technological 
advancements. Product placement was used 
as a marketing strategy to adapt to 
consumers who are Internet heavy users. 
Soft selling approach was chosen by 
Tropicana Slim in building its self image by 
creating branded web series. Audiences are 
presented with an exclusive and intimate 
story that relates with everyday life so they 
do not feel like they are watching an 
advertisement. This study used a descriptive 
qualitative approach to identify the 
discourse of Tropicana Slim product 
placement advertisement in “Sore” (2017) 
and “Janji” (2019) web series. Data were 
collected using observation, documentation 
and literature study. Results indicated that 
Tropicana Slim used Implicit Brand discourse 
with plot connection dimension in the 
advertisement. 
Keywords: product placement, discourse, 
branded web series 
 

 

 
 



IPTEK-KOM, Vol. 22 No. 1, Juni 2020: 1-17 eISSN 2527-4902 
 

| 1 

 
E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan  

Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia 
 

E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-
Government Application in Indonesia 

 
Rossi Adi Nugroho1, Yuyun Purbokusumo2 

1Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
2Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL - UGM  

 
1ross001@kominfo.go.id, 2yuyun.map@gmail.com 

 
Naskah diterima: 21 Februari 2020, direvisi: 18 Maret 2020, disetujui: 29 April 2020 

 
 

Abstract 
E-Government has been found to contribute to improve accountability, verification and 
fairness in the provision of public services. It also promotes efficient and effective 
bureaucracy and encourages stakeholders participation in public policy formulation. 
Indonesia has implemented e-government for nearly 2 decades, since the enactment of 
Presidential Instruction No. 3 of 2003 on National Policies and Strategies. However, the 
application of e-Government has not shown optimal results as it has not been evenly 
distributed and is below the Southeast Asian regional average. The failure to implement e-
government is caused by government͛s lack of understanding of its readiness and lack of 
evidence-based decisions. This study measured e-government readiness at the Ministry of 
Communication and Information as the main actor of e-government implementation, by 
adopting and modifying STOPE framework. Results indicated that the Ministry of 
Communication and Information is ready. However, there are some challenges that need 
to be addressed, i.e., lack of budget, human resources, regulation and infrastructure, 
technology, infrastructure and supportive environment . 
 
Keywords: e-government, e-readiness, government, assessment, STOPE Framework 

 
 

Abstrak 
E-Government telah terbukti dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan keadilan 
dalam penyediaan layanan publik. Sistem ini juga menciptakan birokrasi yang efektif dan 
efisien serta mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan 
publik. Indonesia telah menerapkan e-government selama hampir dua dekade, sejak 
diberlakukannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003  tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional. Akan tetapi, penerapan e-Government belum menunjukkan hasil yang optimal 
karena belum dilakukan secara merata dan levelnya berada di bawah rata-rata regional 
Asia Tenggara. Kegagalan penerapan e-government disebabkan oleh ketidakpahaman 
pemerintah tentang e-readiness dan pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan 
bukti yang memadai.  Penelitian ini menilai tingkat kesiapan Kementerian Kominfo sebagai 
aktor utama penerapan e-government dengan mengadopsi dan memodifikasi framework 
STOPE. Hasilnya menunjukkan bahwa Kementerian Kominfo berada dalam kondisi cukup 
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siap. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi, seperti 
keterbatasan anggaran, SDM, regulasi, teknologi dan infrastruktur serta kurangnya 
lingkungan yang mendukung. 
 
Kata Kunci: e-government, e-readiness, pemerintah, penilaian, framework STOPE 
 
 

PENDAHULUAN 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, pemerintah harus memanfaatkannya dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menyebutkan 
bahwa pemerintah harus memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda, tetapi 
berkaitan erat:  1.) Masyarakat menuntut pelayanan publik yang dapat diandalkan, dipercaya dan 
mudah dijangkau secara interaktif; 2.) Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar, 
sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan 
kebijakan. Untuk mengakomodir dan merespon kepentingan publik tersebut perlu adanya inovasi 
dari pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna  memberikan 
pelayanan publik yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di 
pemerintahan atau yang dikenal dengan e-Government sebaiknya bukan sekedar mengikuti tren 
global, melainkan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan, 
meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas 
birokrasi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
United Nations e-Government Survei, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) 
mendefinisikan e-Government  sebagai bentuk inovasi dari pemerintah dalam pemberian 
pelayanan kepada publik, partisipasi dan tata kelola pemerintahan melalui hubungan eksternal 
dan internal dengan menggunakan teknologi informasi khususnya internet (UNDESA 2018).  

Dengan memanfaatkan internet dan world wide dalam memberikan informasi dan layanan 
pemerintah kepada warga negara, e-government telah menjadi paradigma baru dalam pelayanan 
publik. Penerapan e-government tidak hanya bertujuan untuk membangun hubungan yang baik 
antarpemerintah dengan masyarakatnya (G2C), pemerintah dengan pelaku bisnis (G2B), 
antarinstansi pemerintah (G2G), pemerintah dengan karyawan (G2E), tetapi dalam 
memperbaharui peran pemerintah itu sendiri (Lee et al. 2008). Manfaat e-Government dapat 
dirasakan oleh pemerintah yang menggunakan aplikasi e-Government dalam rangka untuk 
menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu:  
dimensi ekonomi, sosial dan tata kelola pemerintahan (Misuraca 2007). Bhatnagar & Singh (2010), 
dalam penelitiannya mengenai penilaian dampak e-government di India menemukan bahwa 
pemanfaatan TIK di pemerintahan dapat meningkatkan tata kelola daripada penggunaan sistem 
manual, yaitu karena faktor peningkatan transparansi dan keadilan dalam pemberian layanan.  

Dalam praktiknya tingkat kesiapan e-government bervariasi antarnegara (UNDESA 2018; 
Elbahnasawi 2014). Berdasarkan Survei dari Perserikatan BangsaʹBangsa (PBB) dalam publikasi 
EGDI (e-Government Development Index) tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia berada dalam 
posisi 107 di dunia dan peringkat ke-7 di ASEAN dan berada jauh di bawah negaraʹnegara ASEAN 
lain seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darusalam, Thailand, Philiphines dan Vietnam. Nilai rata-
rata EGDI Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata regional Asia Tenggara dengan nilai 
0,5555 sedangkan Indonesia hanya memiliki nilai 0,5258 (UNDESA 2018). Negara yang memiliki 
tingkat e-readiness yang tinggi dapat meningkatkan layanan dan menciptakan peluang baru dan 
memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki tingkat e-
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readiness yang rendah (Mutula and Brakel 2006). Selain itu, berdasarkan hasil Pemeringkatan e-
Government Indonesia (PeGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 
tingkat kesiapan pemerintah di daerah dalam mengimplementasikan e-government juga masih 
belum merata, masih banyak daerah belum optimal dalam mengimplementasikan e-government  
dengan rata-rata hasil penilaian PeGI nasional masih berada dalam kategori kurang (skor indeks < 
2.6).  

Tingkat kecanggihan penerapan e-Government sangat beragam di seluruh dunia karena 
perbedaan tingkat kesiapan dalam memanfaatkan TIK seperti infrastruktur dan teknologi (Carter 
& Weerakkody 2008). Salah satu penyebabnya adalah pembangunan TIK yang tidak merata, 
berdasarkan survei yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017 tentang Indeks 
Pembangunan Teknologi dan Informatika (IP-TIK) yang terdiri atas sub indeks akses dan 
infrastruktur, sub indeks penggunaan dan sub indeks keahlian menunjukkan terjadi adanya 
ketidakmerataan dalam pembangunan TIK menyebutkan bahwa IP-TIK dengan kategori tinggi 
ditempati oleh 9 (sembilan) provinsi, yaitu: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, 
Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Banten, Sulawesi Utara dan Jawa Barat sedangkan 50% masih 
berada dalam kondisi rendah dan sangat rendah. Hal ini menunjukkan terjadi adanya 
ketidakmerataan dalam pembangunan TIK. Selain itu, kondisi penetrasi internet di Indonesia juga 
belum merata. Berdasarkan data survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia tahun 
2017 ditemukan bahwa pengguna internet masih terbatas pada wilayah Jawa, Sumatera dan 
Kalimantan seperti terlihat di Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Pengguna Internet Berdasarkan Wilayah di Indonesia Tahun 2017 (APJII 2017) 

Tingkat kesiapan atau e-readiness memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan 
e-government, karena tingkat kesiapan yang berbeda ditemukan hasil yang berbeda dalam 
penerapan e-government (Elbahnasawi 2014). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli e-
readiness merupakan tingkat kesiapan organisasi, individu, ataupun negara dalam mengadopsi 
dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan hasil yang optimal 
(Sergey 2004; Potnis & Pardo 2010; Bowles 2011; Peters 2005). Adapun kesiapan e-government 
suatu negara tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya ekonomi, manusia, 
teknologi, kesediaan atau minat pemerintah dalam memahami dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat, kecukupan infrastruktur dan penyediaan layanan, aksesbilitas konten, kegunaan dan 
keakuratan informasi digital dan e-service, bahasa, kepercayaan dan kerahasiaan (Khalil 2011). 
Selain itu, ketepatan kesiapan infrastruktur, budaya nasional dan partisipasi masyarakat 
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memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan e-government sehingga teknologi 
dapat diterapkan dengan sukses (Chen et al. 2006;  Sharifi & Manian 2010), sedangkan menurut  
Tucker (2012) untuk menilai kesiapan e-government, tahap yang paling penting adalah tingkat 
strategis atau perencanaan  

Kajian dan riset Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2006), mengatakan 
bahwa untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik diperlukan 3 (tiga) 
elemen sukses yang harus ada, yaitu: Pertama adalah Support,  yaitu keinginan dari berbagai 
kalangan pejabat publik dan politik untuk benarʹbenar menerapkan konsep pelayanan melalui 
pemanfaatan TIK, bukan hanya mengikuti tren global atau menentang inisiatif yang berkaitan 
dengan prinsip-prinsip e-government; Kedua, Capacity: merujuk pada adanya unsur kemampuan 
atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-government terkait 
menjadi kenyataan yang terdiri atas minimum 3 (tiga) elemen, yaitu: sumber daya keuangan, 
infrastuktur teknologi dan sumber daya manusia.; Ketiga, Value: Elemen kedua dan ketiga 
merupakan dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). 
Berbagai inisiatif e-government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa 
diuntungkan dengan adanya konsep tersebut, dan dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya 
manfaat dengan adanya e-government bukanlah pemerintah itu sendiri melainkan masyarakat 
yang berkepentingan (demand side). Menurut Heeks (2001), kesiapan e-government menuju 
keberhasilan e-governance (tata kelola pemerintahan berbasis digital) meliputi 6 (enam) 
pertanyaan yang harus dijawab: Pertama, apakah infrastruktur sistem data sudah siap?; Kedua, 
apakah infrastruktur legal sudah siap?; Ketiga, apakah infrastruktur kelembagaan sudah siap?; 
Keempat, apakah infrastruktur SDM sudah siap?; Kelima, apakah infrastruktur teknologi sudah 
siap? meskipun ada kemajuan besar dalam teknologi informasi dan komunikasi; Keenam, apakah 
kepemimpinan dan Pemikiran strategis sudah siap? 

Penelitian mengenai e-readiness sudah dilakukan di tingkat negara, organisasi privat, 
masyarakat dan pegawai atau karyawan. Dukic et al. (2016) meneliti tingkat kesiapan e-
government pegawai pemerintah di Kroasia dengan fokus pada kompetensi dan tingkat literasi 
TIK. Dalam penelitiannya, Park et al. (2013) mengevaluasi e-readiness situs web e-government 
dengan menggunakan 4 (empat) indeks e-readiness yang meliputi: accessibility, e-information, e-
petition, and e-participation. Sebastian (2013), yang meneliti e-governance readiness di India, 
Indeks kesiapan e-governemnt yang diukur hanya berfokus pada 3 (tiga) pengukuran, yaitu 
pengukuran web, infrastruktur telekomunikasi dan sumberdaya manusia. Shalini (2009), yang 
meneliti tentang e-readiness di mana penelitian hanya berfokus pada kesiapan warga negara atau 
masyarakat sebagai pengguna layanan e-government dengan menggunakan indikator akses 
layanan web, infrastruktur telekomunikasi dan literasi TIK. Wahed et al. (2015), yang meneliti 
tentang penilaian kesiapan e-government dari perspektif pembangunan negara yang lebih 
berfokus pada kesiapan kepentingan lokal dan kolaborasi di antara para aktor dalam memberikan 
layanan kepada pemerintah dengan menggunakan indikator strategi, sistem dan data. Koh et al. 
(2008), pengukuran e-readiness yang dilakukan lebih berfokus pada penilaian kesiapan 
pemerintah China di tingkat lokal dengan hanya menilai situs web.  Di Indonesia penilaian sejenis 
juga sudah dilakukan melalui Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI), tetapi sejak tahun 
2016 penilaian tersebut sudah tidak dilakukan lagi dan digantikan oleh indeks SPBE yang lebih 
berfokus untuk mengukur tingkat kematangan pada 3 (tiga) domain, yaitu kebijakan internal SPBE, 
tata kelola SPBE dan layanan SPBE (SPBE 2020). 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk mengukur e-
readiness di tingkat pemerintah pusat lebih khusus lagi pada aktor utama yang bertanggung jawab 
terhadap penerapan e-government nasional, yaitu di Kementerian Komunikasi dan Informatika 
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sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan e-Government yang menjadi awal dari adanya penerapan e-government di 
Indonesia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan 
bahwa pengelolaan dan pengkoordinasian e-government nasional diserahkan pada Menteri yang 
membidangi urusan Komunikasi dan Informatika RI sub urusan Aplikasi Informatika. Dengan 
menilai tingkat kesiapan maka pemerintah dapat  mengidentifikasi isu atau permasalahan untuk 
merumuskan alternatif kebijakan yang tepat dan mencapai keberhasilan kebijakan dalam 
penerapan e-government sesuai dengan tingkat kesiapannya dan berdasarkan pada bukti-bukti 
yang memadai karena organisasi merupakan faktor kesiapan yang paling mempengaruhi dalam 
keberhasilan penerapan e-government (Keramati et al. 2018).  Tingkat kesiapan pemerintah dalam 
penerapan e-government sangat penting dilakukan dan perlu ditekankan bahwa kesiapan 
organisasi publik atau pemerintah di suatu negara merupakan hal yang penting dan merupakan 
bagian integral dari kesiapan elektronik di negara tersebut (Al-Oasimi et al. 2008). Bagaimanapun 
pemerintah adalah pelaku utama dan pemegang kunci berhasilnya atau gagalnya suatu negara 
dalam penerapan e-government (Kovavic 2005). Tanpa kesiapan yang memadai, penerapan 
kebijakan e-government tidak akan optimal, karena bagaimanapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pengembangan e-government banyak dan beragam (Boemo-
Mokhawa et al. 2014).  

Keberhasilan penerapan e-government bukan hanya soal teknologi, tetapi juga melibatkan 
faktor lain yang sangat komplek seperti aspek sosial politik, organisasi, ekonomi, budaya, 
kelembagaan lingkungan (Dukic et al. 2016), sehingga  framework STOPE dipilih karena merupakan 
pendekatan yang paling komprehensif dan integrasi dari berbagai penelitian e-readiness yang 
telah dilakukan sebelumnya. Framework STOPE ini juga dilakukan modifikasi dengan penambahan 
domain anggaran sebagai domain utama. Hal ini dilakukan karena dalam penerapan e-
government diperlukan pengganggaran yang besar di semua tahap. Selain itu, Pemerintah di 
dalam mengimplementasikan  kebijakan publiknya tidak terlepas dari anggaran dan negara 
berkembang seperti Indonesia menghadapi kendala yang cukup besar, antara lain ketiadaan dan 
kurangnya ketersediaan dana. Moon (2002) & Feng (2003), mengatakan bahwa kendala utama 
penerapan e-government adalah kurangnya dukungan keuangan dan anggaran. Adapun  
ƉĞƌƚĂŶǇĂĂŶ ǇĂŶŐ ŝŶŐŝŶ ĚŝũĂǁĂď ĚĂůĂŵ ƉĞŶĞůŝƚŝĂŶ ĂĚĂůĂŚ ͞BĂŐĂŝŵĂŶĂ Ğ-readiness Kementerian 
Kominfo dalam penerapan e-government͘͟  
 

METODE  

Tahapan penelitian ini secara garis besar meliputi studi literatur, penyusunan alat 
penelitian yang berupa kuisioner, uji validitas & reliabilitas, survei dan pengumpulan data, analisis 
dan pengolahan data serta penilaian dan identifikasi kesiapan obyek penelitian dengan 
menggunakan framework STOPE  yang dimodifikasi. Framework STOPE dipilih karena merupakan 
kerangka kerja yang komprehensif dan integrasi dari berbagai faktor yang pernah dipakai dalam 
mengukur e-readiness serta kesesuaian dengan tujuan penelitian dan dapat digunakan dalam 
berbagai organisasi yang berbeda seperti  pemerintahan, perbankan dan swasta; dapat 
menambahkan dan mengintegrasikan faktor-faktor potensial lainnya sesuai dengan karakteristik 
obyek penelitian; mengevaluasi berbagai permasalahan penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi seperti perencanaan e-government, e-bussines dan manajemen keamanan informasi; 
memiliki pengembangan model analisa matematis yang memungkinkan dilakukan penilaian e-
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readiness dan pembandingan tingkat pengaruhnya terhadap nilai e-readiness sekaligus pada tiga 
level yang berbeda meliputi : domain, subdomain dan sub-sub domain ( Al-Oasimi et al. 2008; 
Bakry 2004). Framework STOPE terdiri atas 5 (lima) domain sepert pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Framework STOPE (Al-Oasimi et al, 2008) 

Meskipun dalam  framework STOPE  telah memasukan indikator sumber daya dan ekonomi 
sebagai subdomain dalam menilai e-readiness yang  meliputi sumber daya alam, pendapatan dan 
profitabilitas, perdagangan seperti eksport dan import, pendapatan dan standar hidup 
masyarakat, tetapi kerangka e-readiness tersebut lebih tepat untuk menilai e-readiness di tingkat 
negara sehingga penelitian ini mengusulkan adanya model atau kerangka baru dengan 
menambahkan anggaran sebagai domain utama. Hal ini dilakukan karena pemerintah di dalam 
mengimplementasikan kebijakan tidak terlepas dari anggaran. Kurangnya dukungan keuangan 
dianggap sebagai hambatan yang signifikan terhadap penerapan e-government di banyak negara 
(Moon 2002). Mahalnya biaya implementasi dan pemeliharaan sistem komputer, mengakibatkan 
banyak negara dilema dalam pendanaan program e-government (Carvin et al. 2004). Feng (2003), 
hambatan utama penerapan e-government adalah kurangnya pembiayaan untuk investasi modal 
dan teknologi baru. Schwester (2009), mengatakan bahwa pemerintah kota dengan anggaran yang 
tingi cenderung memiliki  tingkat kematangan e-government  yang lebih tinggi. Dengan menilai 
tingkat e-readiness anggaran maka pemerintah dapat memastikan ketersediaan sumber daya 
anggaran yang ada dan mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan. 

Tabel 1. Grade Evaluasi Faktor Kesiapan 

0 1 2 3 4 
None Poor Average Good Excellent 

 
Penelitian dilakukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, pada Direktorat 

Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dan Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika 
subdirektorat Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan yang sebelumnya merupakan Direktorat 
e-Government yang bertanggung jawab terhadap penerapan e-government  sesuai dengan 
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amanat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan e-Government dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Kominfo 2018). Penilaian e-readiness dalam framework STOPE dilakukan dengan 
mengevaluasi masing-masing item pada setiap level domain maupun subdomain atau isu. Item-
item pada level domain maupun subdomain diukur berdasarkan skala 5 (five) nilai yang ditunjukan 
pada Tabel 1. 

Tabel 2. Pembobotan Domain Utama Framework STOPE dan Anggaran 

No. Domain Pembobotan 
1. Strategi 15% 
2. Teknologi 20% 
3. Organisasi 15% 
4. People/ SDM 15% 
5. Lingkungan 15% 
6. Anggaran 20% 

 

Setiap item pada domain utama dapat dievaluasi secara independen berdasarkan nilai 
subdomain di dalamnya untuk mengetahui kesiapan masing-masing isu. Dalam penelitian ini 
domain anggaran dan teknologi diberikan bobot yang lebih besar untuk menilai keseluruhan 
kesiapan kementerian pemerintah. Hal ini didasarkan atas pertimbangan berdasarkan temuan 
penelitian yang dilakukan oleh Das et al, (2017) yang meneliti pengaruh kematangan e-
government di 191 negara dengan menggunakan data panel 2002-2008 dan model regresi efek 
campuran menemukan bahwa  tingkat  kematangan e-government dipengaruhi oleh peningkatan 
investasi atau anggaran dan infrastruktur TIK. Adapun rincian lengkap dapat dilihat pada Tabel 2. 

Setelah pembobotan dan evaluasi kemudian dilalukan penilaian dan pemeringkatan yang 
mengacu pada pemeringkatan e-readiness yang dikeluarkan oleh Centre for International 
Development/ CID (Harvard Cyber Law). Pemeringkatan kesiapan CID Harvard dipilih untuk 
memudahkan peneliti menganalisis kesiapan pemerintah dan memberikan kategorisasi  yang 
masih perlu dilakukan perbaikan atau merupakan critical issue. 

Tabel 3. Pemeringkatan Kesiapan CID Harvard 

Skala 1 
( Belum Siap) 

Skala 2  
(Cukup Siap) 

Skala 3 
(Siap) 

Skala 4  
(Sangat Siap) 

0-36% 37-61% 62-86% 87-100% 
 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif yang menjelaskan hasil kuisioner. 
Jawaban penelitian ini dianalisis berdasarkan indikator dan dibuat tabel sebagai perbandingan di 
semua level sub domain. Tabel ini memberikan penjelasan yang cukup dimengerti oleh pembaca. 
Setiap jawaban dari indikator yang masih kurang dianalis berdasarkan hasil data dari jawaban 
pertanyaan terbuka, data sekunder maupun studi literatur. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penilaian e-Readiness Domain Utama Framework STOPE + Anggaran di Kementerian Kominfo 

Dalam penerapan e-government penilaian e-readiness memberikan dasar yang kuat dalam 
membangun proses perencanaan, yang dengan sendirinya merupakan langkah integral dalam 
membuat kebijakan  dan keputusan investasi yang baik (CID 2019). Adapun hasil penilaian dan 
pemeringkatan e-readiness domain utama framework STOPE + Anggaran di Kementerian Kominfo, 
yaitu pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dan Direktorat Tata Kelola 
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Aplikasi Informatika subdirektorat Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan dapat dilihat Tabel 
4.  

Tabel 4. Penilaian e-Readiness Domain Utama Framework STOPE & Anggaran di Kementerian Kominfo 

No Domain (%) Keterangan Nilai Relative  
Wight (%) 

Bobot (%) Skor 
Akhir 

1 Strategy 43,70 Cukup Siap 16 15 6,56 
2 Technology 53,14 Cukup Siap 19 20 10,63 
3 Organization 50,54 Cukup Siap 18 15 7,58 
4 People 45,98 Cukup Siap 16 15 6,90 
5 Environment 51,71 Cukup Siap 18 15 7,76 
6 Budget 35,49 Belum Siap 12 20 7,10 
 STOPE - Cukup Siap 100 100 46,52 

 

Tabel 4 menunjukkan nilai relative weight dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu Domain 
Technology, Organization, Environment, Strategy, people dan menunjukan tingkat e-readiness 
berada dalam kondisi cukup siap dan hanya satu domain yang berada dalam kondisi belum siap. 
Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan ada beberapa catatan yang menjadi kelemahan atau 
critical issue yang harus diperhatikan dan fokus perbaikan Kementerian Kominfo dalam rangka 
meningkatkan kesiapan penerapan e-government dapat dilihat pada penjabaran sub-sub bab 
pembahasan masing-masing domain berikut ini.  

E-Readiness Strategi 

Hasil penilaian dan pemeringkatan e-readiness pada level sub domain strategi kondisi 
cukup siap dengan nilai masing-masing dapat dilihat tabel 5.  

 

Tabel 5: Penilaian e-Readiness Level Sub Dimain Strategi 

 

 
 
 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesiapan strateginya agar 
implementasi e-government dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Kesiapan strategi 
memainkan hal yang sangat penting bagi kesiapan keseluruhan dan keberhasilan impelementasi 
e-government (Koh et al. 2008).  Adapun catatan yang menjadi kelemahan atau critical issue 
strategi di Kementerian Kominfo dalam rangka penerapan e-government disebabkan: Pertama, 
kurangnya e-Leadership  dan komitmen pemerintah dalam mendukung penerapan e-government 
nasional  maupun belum adanya penunjukan atau kelembagaan Government CIO nasional (GCIO) 
menyebabkan implementasi e-government berjalan sendiri-sendiri dan tidak dapat dilaksanakan 
secara terintegrasi. Kesiapan kepemimpinan dan pemikiran strategis merupakan hal yang mutlak 
dan perlu dalam mewujudkan visi yang menempatkan e-government dalam agenda dan 
kebijakannya sehingga hambatan operasional dapat diminimalisir (Heeks 2001). Dalam 
menciptakan interoperabilitas dibutuhkan peran pimpinan untuk mengambil tanggung jawab 
dalam mengelola kemampuan lembaga untuk secara efektif bermitra dengan organisasi eksternal 
(Pardo & Burke 2012).  

Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya komitmen untuk menjalankan RPJMN 
dan arahan kebijakan pimpinan yang belum memandang e-government sebagai isu utama, 
program kerja kurang sesuai padahal di dalam RPJM sudah direncanakan untuk melengkapi 
aturan-aturan pelaksanaannya seperti ketentuan dalam menetapkan masterplan e-government 
nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-government bagi seluruh instansi pemerintah  dan 

No. Sub Domain Nilai % Keteragan 
1 ICT Leadership 1,82 45,53 Cukup Siap 
2 ICT Future Development 1,67 41,87 Cukup Siap 
 Strategi 1,75 43,7 Cukup Siap 
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ditetapkannya target indeks e-government nasional. Selain itu, dalam sasaran kesembilan RPJMN 
2015-2019, yaitu tersedianya layanan e-government dan dikelolanya data sebagai aset strategis 
nasional melalui indeks e-government mencapai sebesar 3,4 (skala 4,0) pada sub agenda 
membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan sejak tahun 
2016 juga sudah tidak dilakukan lagi oleh Kementerian Kominfo (Nugroho 2019). 

Kedua, tidak adanya strategi  dan kerangka acuan yang jelas  seperti arsitektur e-
government nasional atau masterplan. Dalam penerapan e-government dibutuhkan strategi yang 
direncanakan dengan cermat, selaras dengan tujuan bisnis (Koh et al. 2006). Hal ini menyebabkan 
masing-masing K/L/Pemda berjalan sendiri-sendiri dan menyebabkan penerapan e-government 
menjadi tidak optimal.  Kurangnya interoperabilitas arsitektur misalnya merupakan kendala 
teknologi yang menghambat kemajuan menuju tahap e-government yang lebih maju (Pardo & 
Burke 2012). Padahal di dalam RPJMN dijelaskan bahwa penerapan e-government dilakukan 
melalui strategi dan menetapkan masterplan e-government nasional sebagai rujukan 
pengembangan e-government bagi seluruh instansi pemerintah. Hal ini selaras seperti yang 
dikemukakan oleh Lee (2009), yang menemukan banyak kegagalan penerapan e-government 
terutama di negara berkembang disebabkan karena kurangnya rencana dan strategi  sehingga 
penerapan e-government yang di tidak dilakukan secara sistematik dan tidak optimal.  

Ketiga, ketersediaan regulasi e-government yang masih sangat terbatas karena sejak tahun 
2003 pedoman pelaksanaan e-government di Indonesia hanya berpedoman pada Inpres 03 Tahun 
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Adapun Perpres No. 
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik baru disahkan bulan Oktober 
2018 sehingga untuk mengimplementasinya perlu dilakukan penjabaran yang lebih luas dalam 
peraturan menteri yang lebih teknis.  

E-Readiness Teknologi 

Hasil penilaian dan pemeringkatan e-readiness pada level sub domain Teknologi 
menunjukan bahwa kesiapan pemerintah berada dalam kondisi cukup siap dengan nilai masing-
masing dapat dilihat Tabel 6. 

Tabel 6. Penilaian e-Readiness Level Sub Domain Teknologi 

No.  Sub Domain Nilai % Keterangan 
1 ICT Basic Infrastructure 2,12 53,05 Cukup Siap 
2 ICT e-Service Infrastructure 2,26 56,40 Cukup Siap 
3 ICT Provisioning 1,56 39,02 Cukup Siap 
4 ICT Support 2,28 57,01 Cukup Siap 
 Teknologi 2,13 53,14 Cukup Siap 

 

Tabel 6 menunjukkan permasalahan pertama pada subdomain ICT Provisioning yang 
ditunjukan dengan indikator: ketersediaan Hardware dan Sofware, keamanan data; telah 
dilakukan pengecekan, upgrade dan update berkala pada sistem perangkat keras, perangkat 
lunak, serta perlindungan keamanan jaringan/data menunjukan nilai yang paling rendah dengan 
nilai 1,56 atau sebesar 39,02% hal ini diakibatkan karena belum adanya upaya terstruktur yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan 
dan Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika subdirektorat Tata Kelola Sistem Elektronik 
Pemerintahan untuk melakukan pengecekan, update dan upgrade berkala sistem perangkat keras, 
lunak dan keamanan data.  

Pengecekan, update dan upgrade berkala sistem perangkat keras, lunak dan keamanan 
data merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pemerintah karena salah 
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satu tantangan utama pemerintah dalam meningkatkan penyediaan layanan adalah keandalan 
dan keamanan (Pardo & Burke 2012). Selain itu, permasalahan kedua yang menjadi catatan 
kelemahan atau critical issue adalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur dasar seperti 
kapasitas data center yang disiapkan masih terbatas. Hal tersebut menyebabkan banyak 
pemerintah daerah atau kementerian melakukan hosting pada pihak di luar pemerintah, data 
menunjukan terjadi 1200 hosting instansi pemerintah pada swasta dan luar negeri (Nugroho 
2019). Padahal di dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggaraan infrastruktur dilakukan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika sehingga perlu dilakukan 
peningkatan bagi segi kualitas dan kuantitas infrastruktur seperti pusat data, jaringan intra 
pemerintah dan sistem penghubung layanan. Selain itu pemerintah perlu memperkuat 
infrastruktur data penting dengan menegakkan privacy dan mencegah data yang disimpan di 
negara asing (Kominfo 2018).  

Ketiga, permasalahan lain yang muncul, yaitu tidak adanya standarisasi yang jelas yaitu 
keseragaman aspek teknis dan pengoperasion infrastruktur SPBE sebagai amanat dari Perpres 95 
Tahun 2018 tentang SPBE sehingga implementasi e-government tidak dapat diintegrasikan. Hal 
tersebut menyebabkan sering terjadinya duplikasi teknologi padahal penerapan e-government 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Skifteness (2006) dalam Pardo et al. (2012), tidak adanya 
standarisasi interoperabilitas menjadi penghalang pengembangan  government to government 
(G2G). Ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan integrasi disebabkan oleh tidak adanya 
masterplan yang menjadi acuan dalam pengembangan e-government nasional. Pardo et al. 
(2012), penentu utama  keberhasilan inisiatif e-government adalah kemampuan berbagai 
organisasi pemerintah yang beragam untuk berbagi dan mengintegrasikan berbagai informasi 
atau interoperabilitas. Kurangnya interoperasibilitas telah menjadi tantangan utama untuk 
kematangan e-government (Pardo et al. 2012). 

Keempat, layanan aplikasi e-government belum sepenuhnya online atau masih adanya 
proses manual seperti melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang memakan waktu seperti 
dalam aplikasi SiMaya yang di mana disposisi dilakukan melalui online, tetapi  ketika para pegawai 
ingin mengajukan surat  tugas atas disposisi tersebut perlu melampirkan surat disposisi tersebut. 
Dalam keberhasilan e-government otomatisasi keseluruhan proses yang ada, keterhubungan 
berbagai lembaga melalui jaringan dan pemberian layanan elektronik sangat penting untuk 
keberhasilan e-government (Dukic et al. 2016). 

Kelima, ketersediaan aplikasi atau layanan G2G, G2B, G2C, G2E masih sangat terbatas. 
Selain itu, pengembangan aplikasi juga banyak dilakukan oleh pihak ketiga atau vendor. Adapun 
aplikasi yang tersedia saat ini SiCantik atau Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Publik, SiMaya atau 
sistem informasi perkantoran maya dan lain-lain (Nugroho 2019) . 

Keenam, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memiliki unit khusus yang 
melakukan operasi dan pemeliharaan infrastruktur e-government  di bawah Subdirektorat 
Infrastrukur dan Teknologi Interoperabilitas Pemerintahan Direktorat Layanan Aplikasi Informatika 
Pemerintahan, tetapi  terhambat oleh personel atau SDM yang sangat terbatas. Berdasarkan data 
sekunder yang dikumpulkan di lapangan jumlah pegawai hanya berjumlah PNS sebanyak 3 orang, 
non PNS sebanyak 4 orang, dengan background pendidikan TIK hanya berjumlah 3 orang sisanya 
berlatar belakang non TIK (Nugroho 2019). Kesiapan teknologi menjadi hal yang mutlak karena 
keberhasilan penerapan e-government sangat bergantung pada ketersediaan teknologi menurut 
Harvard JFK School of Government.  Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai 
merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government. Untuk itu, Kementerian 
Kominfo perlu mengoptimalisasikan dan mengembangkan kapasitas teknologi dan infrastruktur 
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e-government seperti data center; melakukan standarisasi data dan teknologi sehingga 
memudahkan integrasi, meningkatkan layanan dan ketersediaan aplikasi 

E-Readiness Organisasi 

Hasil penilaian dan pemeringkatan e-readiness pada level domain Organisasi menunjukan 
bahwa kesiapan pemerintah berada dalam kondisi cukup siap dengan nilai masing-masing dapat 
dilihat tabel 7.  

Tabel 7. Penilaian e-Readiness Level Sub Domain Organisasi 

No. Sub Domain Nilai % Keteragan 
1 ICT Regulation : government 1,70 42,48 Cukup Siap 
2 ICT Cooperation 2,00 50,00 Cukup Siap 
3 ICT Management 2,20 55,49 Cukup Siap 
 Organisasi 2,02 50,54 Cukup Siap 

 

Tabel 7 menunjukan bahwa keseluruhan level sub domain organisasi yang meliputi: ICT 
regulation: pemerintah, ICT Cooperation dan ICT Management berada dalam kondisi cukup siap 
dengan niai terendah pada subdomain ICT regulation: pemerintah dengan nilai 1,70 sebesar 
42,28%. catatan yang menjadi kelemahan atau critical issue tersebut disebabkan karena: Pertama, 
ketersediaan regulasi dan NSPK tata kelola e-government terutama yang mengacu pada standar 
teknis internasional masih sangat terbatas karena Perpres tentang SPBE baru di tetapkan bulan 
Oktober tahun 2018 sehingga turunan-turunan peraturan teknis masih dalam proses.  

Adapun regulasi saat ini yang sedang disusun seperti: interoperabilitas, keamanan sistem 
informasi, antarmuka dan akses; tata cara berbagi pakai data dan informasi; jabatan fungsional, 
standar kompetensi dan peningkatan kompetensi SDM bidang e-government; tata cara 
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem elektronik pada badan pemerintahan dll 
(Kominfo 2019). Kedua, penilaian berkala untuk tujuan evaluasi baik dilingkup internal sudah 
dilakukan, tetapi  tindak lanjut dari masalah tersebut kurang ditangani dengan baik sedangkan di 
lingkup eksternal seperti Pemeringkatan e-Government Indonesia sudah tidak dilaksanakan 
semenjak tahun 2016 (Nugroho 2019). Kominfo sebagai leading sektor e-government perlu 
melakukan evaluasi pelaksanaan e-government sehingga langkah staretegis bisa diambil agar 
implementasi e-government berjalan selaras sesuai dengan RPJMN. 

Ketiga, kurangnya kerja sama dengan berbagai stakeholder menyebabkan kesiapan 
organisasi kurang maksimal, kerja sama yang dilakukan selama ini kurang terstruktur dan masih 
terbatas pada rapat-rapat atau bertukar pikiran dan hanya bersifat manajerial atau non teknis. 
Keberhasilan penerapan e-government tidak terlepas dari dukungan stakeholder terkait sehingga 
kerja sama dalam bentuk kolaborasi sangat diperlukan untuk mengurangi adanya ego sektoral 
antarinstansi dan mencegah adanya duplikasi anggaran yang dapat dilakukan melalui 
interoperabilitas. Melalui interoperabilitas maka pemerintah dapat meningktakan operasi 
pemerintah dalam memberikan layanan kepada warga negara dan memungkinkan integrasi 
sistem, berbagi informasi dan kolaborasi lintas batas serta mempercepat respon di berbagai 
lembaga (Pardo et al. 2012). Wahed et al. (2015) Kesiapan membangun e-government tergantung 
pada kegiatan kolaboratif di antara para pemangku kepentingan dalam pemberian layanan publik 
karena dengan melakukan kolaborasi maka tidak hanya menekankan kebutuhan untuk 
memahami, tetapi juga kebutuhan untuk bekerja sama untuk memenuhi konten e-government.  

Keempat, Layanan atau kebijakan yang dihasilkan masih dapat dikatakan kurang ideal 
karena adanya keterbatasan anggaran dan SDM sedangkan tanggung jawab yang dimiliki meliputi 
seluruh instansi pemerintahan baik pusat dan daerah terutama dalam penyediaan infrastruktur 
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dan aplikasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan SDM baik secara 

kualitas maupun kuantitas agar layanan dan kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi 

kebutuhan stakeholders. Dengan demikian, untuk mengatasi critical issue pada domain organisasi 

perlu ditetapkan regulasi dan NSPK pelaksanaan e-government dengan mengadaptasi standar 

teknis internasional; meningkatkan kolaborasi antaraktor terkait dan sharing pengetahuan dengan 

pendidikan tinggi maupun dengan pusat pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningktakan 

inovasi layanan serta melakukan evaluasi penerapan e-government secara berkelanjutan. 

E-Readiness Sumber Daya Manusia 
Keberhasilan tranformasi layanan publik sangat bergantung pada pengetahuan, 

keterampilan, motivasi dan kemauan sumber daya manusia menerima perubahan (Dukic et al. 

2016), sehingga dengan melakukan penilaian e-readiness SDM pemerintah khususnya 

Kementerian Kominfo, dapat dilakukan isu-isu yang menjadi penyebab kekurangsiapan dan 

menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan. Adapun hasil penilaian dan pemeringkatan e-
readiness pada level domain sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Penilaian e-Readiness Level Sub Domain Sumber Daya Manusia 

No. Sub Domain Nilai % keteragan 
1 ICT Awareness 1,66 41,46 Cukup Siap 
2 ICT Education & Training 1,83 45,73 Cukup Siap 
3 ICT Qualification and Jobs 1,72 42,99 Cukup Siap 
4 Management of ICT Skilled 2,27 56,71 Cukup Siap 
 People/ SDM 1,84 45,98 Cukup Siap 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesiapan sumber daya 

manusia dalam rangka penerapan e-government karena bagaimanapun pegawai pada instansi 

pemerintah atau Aparatur Sipil Negara adalah salah satu pemangku kepentingan proyek utama 

dan mengetahui sebagian besar fungsi dan kegiatan organisasi (Azab et al. 2009). Adapun yang 

menjadi catatan kelemahan atau critical issue adalah: Pertama, kemampuan SDM dalam 

memanfaatkan dan mengoptimalisasi infrastruktur dan aplikasi TIK masih sangat terbatas. Data di 

lapangan ditemukan bahwa dari keseluruhan pegawai yang terdiri atas 27 Pegawai Direktorat 

Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, 5 pegawai subdirektorat Tata Kelola Sistem Elektronik 

Pemerintahan Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika dan pegawai pemerintah non pegawai 

negeri sipil (PPNPN) sebanyak 17 orang hanya 3 orang yang sudah memiliki sertifikasi TIK (Nugroho 

2019). Mengingat TIK merupakan teknologi yang cepat berkembang, sehingga butuh perhatian 

Instansi untuk melakukan upgrade pengetahuan dan kompetensi SDM secara berkala, baik melalui 

seminar, training, maupun sertifikasi. Menurut Dukic et al. (2016), kemampuan untuk 

memanfaatkan kekuatan tranformasional teknologi yang berdampak pada keberhasilan inisitaif e-
government sangat bergantung pada pengetahaun dan keterampilan TIK pegawai negeri.  

Kedua, jumlah ketersediaan SDM sangat terbatas karena lingkup layanan yang diberikan 

meliputi semua instansi pemerintahan. Proses rekruitmen yang terkadang tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan dilakukan secara terpusat menjadi penyebab suatu organisasi mengalami 

kekurangan SDM baik kuantitas maupun kualitas sehingga perlu dilakukan rekrutmen berdasarkan 

kompetensi. Data menunjukkan masih ada pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 14% 

dan pegawai dengan latar belakang non TIK seperti perikanan, sastra inggris (Nugroho 2019). 
Ketiga, belum ada program terstruktur untuk meningkatkan literasi TI pegawai, kompetensi 

dan pelatihan pegawai dilakukan oleh satuan kerja lain, tetapi kuota sangat terbatas dan 

terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemerintah perlu melakukan peningkatan 
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literasi TI dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai yang dilakukan secara terstruktur dan 
di evaluasi secara bertahap. Selain itu, satuan kerja yang mempunyai fungsi pendidikan dan 
pelatihan agar berfokus pada pelatihan yang bersifat teknis atau sesuai dengan kebutuhan 
direktorat. Tanpa keterampilan manusia yang dikembangkan secara strategis untuk 
memanfaatkan dan mememlihara TIK, dalam jangka yang lebih luas akan berdampak pada 
kesenjangan digital (UNDESA 2018).  

Keempat, penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya, selain itu banyak 
pegawai yang lebih banyak dibebankan pekerjaan yang bersifat administrasi seperti menyusun 
dokumen keuangan, surat dsb. Akibatnya kompentensi yang dimiliki pegawai tidak dapat 
dikembangkan secara optimal, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi pegawai dan penempatan 
pegawai berdasarkan kompetensinya dan sebaiknya pekerjaan yang bersifat administrasi 
diserahkan kepada pegawai non PNS sehingga pegawai dapat berfokus untuk melakukan 
pekerjaan utama tanpa terganggu dengan pekerjaan yang bersifat administrasi (Nugroho 2019). 

E-Readiness Lingkungan 

Hasil penilaian dan pemeringkatan e-readiness pada level domain menunjukkan bahwa 
kesiapan pada level sub domain  lingkungan dapat dilihat pada Tabel 9.  

Tabel 9. Penilaian e-Readiness Level Sub Domain Lingkungan 

No. Sub Domain Nilai % Keteragan 
1 Knowledge 1,61 40,24 Cukup Siap 
2 Organization 2,09 52,24 Cukup Siap 
3 General Infrastructure 2,46 61,59 Siap 
 Lingkungan 2,07 51,71 Cukup Siap 

 
Adapun catatan yang menjadi kelemahan atau critical issue karena: Pertama, keterbatasan 

program penelitian dan pengembangan e-government oleh satuan kerja lain seperti Badan 
Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo. Pusat penelitian dan pengembangan 
sebaiknya dilibatkan dalam pembuatan atau perumusan kebijakan terutama pada saat pra 
implementasi kebijakan dengan melakukan penelitian sehingga fakta di lapangan dapat diketahui 
dan dilakukan solusi kebijakan yang tepat sasaran. 

Kedua, kurangnya koordinasi dan kerja sama antarsatker, membuat penerapan e-
government berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi. Oleh karena itu kerja sama dan 
kolaborasi sangat penting dilakukan, dalam contoh kasus di atas sebaiknya kewenangan 
pembinaan dan pengembangan pegawai bidang e-government dilakukan oleh badan penelitian 
dan pengembangan, tetapi dengan melibatkan direktorat teknis terkait e-government sehingga 
pelatihan yang diberikan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Ketiga,  Adanya pusdiklat 
kementerian kominfo, tetapi lebih banyak memberikan pelatihan  yang bersifat manajerial. 
Perlunya dilakukan perbaikan dan peningkatan diklat yang berkaitan dengan kompetensi teknis 
TIK untuk mendorong profesionalisme pegawai.  

E-Readiness Anggaran 

Hasil penilaian dan pemeringkatan e-readiness pada level domain anggaran menunjukan 
bahwa kesiapan pada level sub domain  anggaran, dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Penilaian e-Readiness Level Sub Domain Anggaran 

No. Sub Domain Nilai % keteragan 
1 Strategi atau regulasi 1,78 44,51 Cukup Siap 
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2 Teknologi dan Infrastruktur 1,34 33,54 Belum Siap 
3 SDM 1,20 29,88 Belum Siap 
4 Alokasi Proporsi 1,34 33,54 Belum Siap 
5 Dukungan Lain 1,44 35,98 Belum Siap 
 Anggaran 3,20 35,49 Belum Siap 

 
Tabel 10 menunjukan bahwa keseluruhan level sub domain anggaran berada dalam kondisi 

belum siap kecuali dalam level sub domain pengembangan strategi dan regulasi yang berada 
dalam kondisi cukup siap. E-readiness anggaran menjadi domain yang paling lemah dari 
keseluruhan domain dalam penelitian ini. Padahal e-readiness anggaran memegang peranan yang 
sangat penting dalam keseluruhan e-readiness pemerintah dalam peneraapan e-government. 
Kurangnya dukungan keuangan ini menjadi faktor utama yang menghalangi pengembangan e-
government karena penerapan e-government membutuhkan dana yang cukup besar. 
Bagaimanapun sumber daya keuangan mempunyai pengaruh penting dalam pengembangan 
kapasitas manusia, investasi dan inovasi. Pendanaan pemerintah yang kurang memadai telah 
berkontribusi pada kurangnya kemajuan di banyak bidang yang terkait dengan TIK (Moon 2002).  

Adapun yang menjadi catatan kelemahan atau critical issue adalah pertama anggaran 
untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur e-government maupun dalam rangka 
pengembangan SDM e-government masih sangat terbatas. Hal ini  disebabkan karena pemerintah 
lebih fokus pada pembuatan strategi dan regulasi daripada melakukan optimalisasi pemanfaatan 
teknologi dan pengembangan SDM.  

Kedua Alokasi anggaran dalam rangka implementasi e-government di Direktorat Jenderal 
Aplikasi Informatika dibandingan sektor lain memiliki proporsi alokasi yang paling kecil (Nugroho 
2019). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penerapan e-government bukan merupakan 
prioritas. Dalam penerapan e-government, e-readiness anggaran menjadi hal utama yang sangat 
penting karena faktor penghambat pengembangan e-government adalah biaya seperti biaya 
untuk implementasi dan pemeliharaan sistem komputer (Carvin et al. 2004). Bagaimanapun 
tingkat kematangan e-government sangat dipengaruhi oleh kesiapan angggaran melalui investasi 
infrastruktur TIK (Das et al. 2017). Dengan demikian Kementerian Kominfo sebagai salah satau 
aktor utama penerapan e-government sebaiknya dapat lebih berfokus pada kebijakan e-
government dengan meningkatkan alokasi anggaran sehingga direktorat terkait dapat 
mempercepat implementasi e-government sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 
2018.  

 

KESIMPULAN 

Hasil penilaian e-readiness yang dilakukan di Kementerian Kominfo pada Direktorat 
Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dan Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika 
subdirektorat Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan dengan menggunakan pendekatan e-
readiness framework STOPE dan anggaran, menunjukan  bahwa e-readiness pemerintah berada 
dalam kondisi cukup siap dengan nilai sebesar 46,52. Hasil analisis secara keseluruhan pada level 
domain, sub domain dan isu menunjukan bahwa kurangnya kesiapan tersebut disebabkan karena 
keterbatasan alokasi anggaran terutama anggaran untuk pengembangan SDM dan teknologi; 
kurangnya komitmen pimpinan dalam penerapan e-government dan stakeholder terkait; 
keterbatasan regulasi dan NSPK e-government; keterbatasan hardware dan software serta 
keamanan data seperti data center dan tidak adanya prosedur pengecekan, upgrade dan update 
berkala; keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas; kurangnya dukungan atau 



IPTEK-KOM, Vol. 22 No. 1, Juni 2020: 1-17 eISSN 2527-4902 
 

| 15 

literasi dari instansi terkait seperti lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan. Temuan lain 

menunjukan bahwa isu kelembagaan menjadi isu yang harus diperhatikan karena lingkup dan 

tanggung jawab direktorat terkait yang meliputi keseluruhan pemerintah. Hal inilah yang 

menyebabkan penerapan e-government di Indonesia belum optimal dan berada di bawah rata-

rata regional asia tenggara. Bagaimanapun tingkat e-readiness suatu negara sangat bergantung 

pada pemerintah dan organisasinya. Dengan meningkatkan kelembagaan yang berfokus pada 

kebijakan e-government maka kebijakan dan program dapat dilakukan selaras dan terintegrasi 

dalam satu kelembagaan. Adapun poin penting dan upaya perbaikan yang harus dilakukan 

pemerintah dari tingkat critical issue yang paling lemah adalah pada domain anggaran. Dalam 

domain 1) Anggaran: Kementerian Kominfo perlu untuk meningkatkan anggaran pengembangan 

SDM serta teknologi dan infrastruktur e-government sehingga Kominfo sebagai leading sector e-
government dapat melakukan percepatan pelaksaaan e-government sebagai amanat dari Perpres 

95 tahun 2018, 2) Strategi: Membentuk  dan menetapkan Government – CIO, masterplan, 

roadmap dan regulasi turunan atau teknis yang mempunyai kekuatan hukum sebagai kerangka 

acuan yang jelas, 3) SDM: Pendidikan dan pelatihan pegawai dilakukan secara terstruktur, berkala 

dan dilakukan evaluasi; rekrutmen dan penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi 

dan syarat jabatan yang telah di tentukan, 4) Organisasi: Menetapkan regulasi dan NSPK 

pelaksanaan e-government dengan mengadaptasi standar teknis internasional; meningkatkan 

kolaborasi antar aktor terkait dan sharing pengetahuan dengan pendidikan tinggi maupun dengan 

pusat pendidikan dan pelatihan dalm rangka meningktakan inovasi layanan serta melakukan 

evaluasi penerapan e-government secara berkelanjutan, 5) Lingkungan: Mendorong  lembaga 

penelitian maupun perguruan tinggi mengembangkan penelitian-penelitian terkait dengan e-

government  dan inovasi-inovasi baru dalam layanan publik untuk memetakan kebutuhan 

pengguna layanan atau masyarakat, 6) Teknologi: Mengoptimalisasikan dan mengembangkan 

kapasitas teknologi dan infrastruktur e-government seperti data center; melakukan standarisasi 

data dan teknologi sehingga memudahkan integrasi, meningkatkan layanan dan ketersediaan 

aplikasi. Penelitian ini hanya menilai e-readiness terbatas pada  salah satu aktor utama yaitu di 

kementerian kominfo sehingga perlu dilakukan penelitian pada aktor lain sesuai dengan 

peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 seperti Kementerian-PANRB dan Kementerian  PPN 

atau bappenas. 
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Abstract 

Information Communication Technology (ICT) has encouraged e-government 
implementation to improve government institution performance in society, business and 
fellow government institutions. Many Information Systems (IS) are created and used, but 
not all of them are successful. This is contrary to the expectations that were mentioned 
earlier. Therefore, it is necessary to conduct research to identify factors that influence e-
government adoption. This paper presents a case study of information system adoption in 
a government institution. The study was conducted using TOE methods. Data were 
collected using qualitative method and subsequently processed using Qualitative Data 
Analysis tools. Results indicated that all factors analyzed in TOE framework influenced IS 
adoption. However, not all factors were properly conducted. Therefore, they need to be 
developed to address difficulties in IS adoption so it will meet the e-government 
implementation expectation. 
 
Keywords: TOE method, e-government adaption, information systems, e-government 

 
Abstrak 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendorong implementasi e-government 
untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah di masyarakat, bisnis, dan sesama 
lembaga pemerintah. Banyak Sistem Informasi (SI) dibuat dan digunakan, tetapi tidak 
semuanya dapat dikatakan berhasil. Hal ini bertentangan dengan harapan yang disebutkan 
sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menemukan faktor-faktor 
yang memengaruhi adopsi e-government. Penelitian ini merupakan studi kasus adopsi 
sistem informasi di salah satu lembaga pemerintah. Penelitian dilakukan dengan metode 
TOE. Data dikumpulkan melalui metode kualitatif. Kemudian, data diproses dengan 
bantuan aplikasi Analisis Data Kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semua 
faktor yang dianalisis menggunakan kerangka TOE memiliki pengaruh dalam adopsi IS. 
Namun, belum semua faktor terlaksana dengan baik sehingga perlu ditingkatkan untuk 
mengatasi kesulitan dalam adopsi IS, guna memenuhi harapan implementasi e-
government. 
 
Kata kunci: metode TOE, sistem informasi, e-government, adopsi e-government 
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INTRODUCTION 

Developments in Information Communication Technology (ICT) have encouraged various 
organizations to adopt technology to enhance their competitive advantages. In recent years, ICT, 
especially Information System (IS), has played a vital role in the global economy, as ICT products 
and services are increasingly incorporated into the daily operations of public and private sector 
enterprises worldwide (Al-Sharafi, Arshah, and Abu-Shanab 2017; Panda et al. 2014). 

Laudon and Laudon (2016) explained that Information System is a set of interconnected 
elements that collect, process, store and distribute the information to support decision making 
and supervision in an organization. Information system contains information about people, places, 
and important things in the organization and surroundings. Information means data that has been 
formed into a meaningful and useful thing for humans. Data are a set of raw facts representing 
events that occur in an organization or the physical environment of an organization. Data are 
usually not arranged into a form that can be understood by humans (Irawan et al. 2017). 

Ward and Peppard (2005) argued that the concept of Information Systems in every 
organization has appeared before the development of Information Technology. Information 
Technology is related to hardware, software, and telecommunications networks. Information 
System is defined as a person or organization using technology to collect, process, store, use, and 
disseminate the information. Today, the information system has been fully automated with 
Information Technology so that the use of terms of Information Systems and Information 
Technology is often used together or used interchangeably to describe the same purpose (Irawan 
et al. 2017). 

In public sector, many government institutions also take part in the adoption of this 
technology. E-government is the process of converting government transactions that previously 
were done traditionally into electronically using modern information communication technology 
to provide easy access to government services for all beneficiaries such as citizens, businesses, 
and government agencies. Some benefits of e-government to citizens are cost savings, time 
savings, different multichannel accessibility, and transparency. Some benefits of e-government 
adoption for businesses include more business opportunities with the government, enhanced 
quality of services for government and business sectors, and simplified marketing process and 
supply chain management. E-government benefits for government itself comprise enhanced 
efficiency and effectiveness or better use and management of information, increased accuracy 
and power of service delivery, improved government organization’s performance and information 
sharing (Kurdi et al. 2016). Furthermore, e-government is one of the components of smart cities 
development. In other words, a smart city will be well established if the government consistently 
implements the principles of e-government (Widiyastuti 2019). 

E-government can be categorized into 8 types: (1) Government-to-Citizen (G2C), it 
provides online public services with electronic services to provide information and 
communication. (2) Citizen-to-Government (C2G), it provides online public services with 
electronic services for information and communication exchanges. (3) Government-to-Business 
(G2B), it improves e-transaction initiatives, such as e-procurement and the development of 
electronic marketplaces for purchasing government needs and conducting government 
procurement tenders electronically. (4) Business-to-Government (B2G), it improves e-transaction 
initiatives, such as e-procurement and the development of electronic marketplaces for purchasing 
government needs and conducting government procurement tenders electronically for the sale 
of goods and services. (5) Government-to-Employee (G2E), it starts initiatives to facilitate civil 
service management and internal communication with government employees by developing e-
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career applications and services by reducing the use of paper with e-office systems. (6) 
Government-to-Government (G2G), it provides online communication and collaboration between 
other departments in government to increase efficiency and effectiveness. (7) Government-to-
Non-profit (G2N), the government provides information and communication to non-profit 
organizations, such as political parties, social organizations, and others. (8) Nonprofit-to-
Government (N2G), it exchanges information and communication between government and non-
profit organizations, such as political parties, social organizations, and others (Al-Balushi, Bahari, 
and Rahman 2016; Yanqing 2010). 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) or Indonesian Financial 
Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) is a focal point that coordinates the 
implementation of efforts to prevent and eradicate money laundering in Indonesia. 
Internationally, PPATK is a Financial Intelligence Unit (FIU), whose duty and authority are to receive 
financial transaction reports, to conduct analysis of financial transaction reports, and to forward 
the results of the analysis to law enforcement agencies. The legal basis for PPATK is Law No. 8 of 
2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The law reinforces the 
existence of PPATK as an independent institution that is free from interference and influence from 
any power. In this case, everyone is prohibited from doing any forms of interference towards 
PPATK's duties and authorities. In addition, PPATK must refuse and/or ignore any interferences 
from any parties when performing its duties and authorities. PPATK is directly responsible to the 
President of the Republic of Indonesia. As a form of accountability, PPATK prepares and submits 
reports on the implementation of its duties, functions and authorities periodically every 6 (six) 
months to the President and the House of Representatives. In carrying out its duties, PPATK uses 
the Anti-Money Laundering Approach, which complements the conventional approach that has 
been carried out in the fight against crime. This approach has several strengths and breakthroughs 
in exposing crime, pursuing crime proceeds and proving it in court. The existence of PPATK and 
the Anti Money Laundering Regime has helped maintain financial stability and integrity and 
support law enforcement efforts to reduce crime rates. 

PPATK also adopts e-government in carrying out its duties and functions. As an institution 
responsible for preventing and eradicating money laundering, PPATK becomes a reference for 
other institutions in resolving cases related to money laundering. This makes PPATK often provide 
expert statements related to the settlement of money laundering cases. PPATK has an Advocacy 
Information System that aims to simplify the process of making expert statements and speed up 
the process of delivering expert statements in court. Advocacy Information System is used by the 
Directorate of Law, who is responsible to compile expert statements requested by other 
institutions. 

However, the application of this information system sometimes even hinders the business 
process of PPATK, especially the Advocacy Group of the Directorate of Law as the direct user, due 
to several problems such as system downtime, double data, and the lack of users’ smoothness in 
operating the system. In fact, there a lot of failure in e-government adoption (Choi  et al.  2019). 
This certainly contradicts the expected results of ICT adoption in an organization. 

Therefore, the purpose of this study is to investigate factors that influence the ICT adoption 
in PPATK, specifically those related to the adoption of IS. Advocacy Information System is selected 
to measure these factors because Advocacy Information System is one of the critical IS in PPATK. 
By understanding factors affecting the adoption of IS in PPATK, it is expected that some 
recommendations can be made. Thus, in the future PPATK can optimize the role of  IS in carrying 
out its duties so that it becomes more effective and efficient. 

 Given the above explanation, this paper aims to answer the following questions: (1) What 
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are factors influencing the adoption of ICT, especially IS, in PPATK? (2) What are recommendations 
that can be provided to help PPATK optimize the role of IS in carrying out its duties in the future? 

There are various frameworks to measure factors influencing ICT adoption, for example 
Technology Acceptance Model (TAM), Diffusion of Innovation (DoI), Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology (UTAUT), Technological Organizational Environmental (TOE), etc (Omer 
Khater 2018). TOE framework structure was introduced in 1990 by Tornatzky and Fleischer  to 
explain technology adoption (Ali et al., 2015). Many studies have successfully applied TOE 
framework in diverse domains, such as Radio Frequency Identification (RFID), tele-care, e-
signature, and e-health services. This framework has also been applied to investigate the adoption 
of IT innovations at the country level (Larosiliere, Meske, and Carter 2015; Sulaiman and 
Magaireah 2015). TOE framework consists of three contexts, i.e. technological, organizational and 
environmental. Technological context describes the attributes of innovation. This context refers to 
the technologies applications, whether internal or external, to the organization. Organizational 
context describes the attributes of an organization, for example (but not limited to) top 
management support, size, the degree of organizational structure complexity, centralization, and 
human resources. Environmental context refers to issues surrounding the organization such as 
competition, government intention or policy, and the nature of the industry (Ali et al. 2015; 
Sulaiman and Magaireah 2015). 

Research related to the adoption of e-government has been widely undertaken. One of 
them is a study by Kurfali et al. (2017), which examined the adoption of e-government services in 
Turkey. In this research, they investigated factors behind citizen's decision to use e-government 
services. They adopted Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) framework 
and quantitative approach through survey to conduct the research. The results were then 
processed with Structural Equation Modeling (SEM) technique. The findings demonstrated that 
performance expectancy, social influence, facilitating conditions and trust of internet have a 
positive effect on behavioral intention to use e-government services. On the other hand, effect of 
effort expectancy and trust of government were insignificant on behavioral intention (Kurfalı et al. 
2017). 

Other research related to e-government adoption was carried out by Lallmahomed et al. 
(2017), who studied factors that influence the adoption of e-government services in Mauritius. In 
this study, they discussed the antecedents of e-government adoption in a small island developing 
country, using Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2) combined with 
e-Government Adoption Model (GAM) framework and collected quantitative data through survey. 
The results showed that performance expectations, facilitating conditions, and perceived values 
have positive relation to behavioral intention. Computer self-efficacy is proven to have a 
significant negative relationship with behavioral intention and resistance to change. The results 
further indicated that trust can be inversely associated with resistance to change (Lallmahomed 
et al. 2017). 

Verkijika and De Wet (2018) also conducted a research about e-government adoption in a 
sub-Saharan Africa country. In this research, they attempted to find factors that influenced the 
adoption of e-government services using Unified Model of Electronic Government Adoption 
(UMEGA) and an extended version of UMEGA using data from quantitative research through 
survey. The results showed that performance expectancy, social influence, perceived risk and 
computer self-efficacy significantly influenced attitudes, while attitudes, facilitating conditions, 
trust in government and trust in the Internet had a direct significant influence on behavioral 
intention (Verkijika dan De Wet 2018). 

Successful adoption of e-government is often measured by the public or the user as the 
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research object. Public satisfaction usually signals successful implementation of e-government. 
Therefore, unlike the other studies that previously mentioned, this research focuses on e-
government implementation in a government agency. It attempts to identify factors influencing 
e-government success from a different point of view. By understanding what factors affecting e-
government adoption from divergent perspective, it is expected that the failure of e-government 
adoption can be reduced. 

 

METHOD 

As explained in the introduction section, the first research question of this study is what 
are factors influencing the adoption of IS in PPATK. Thus, this study attempts to identify factors 
affecting e-government adoption in PPATK, especially on Advocacy Information System, using TOE 
framework. TOE was chosen because it provides a strong analytical tool not only from the 
technical perspective, but also  distinguishes between the inherent qualities of an innovation and 
the motivations, capabilities, and broader environmental context of the adopting organization 
(Sulaiman dan Magaireah 2015). 

This study adopted qualitative method research to gain a deep understanding in IS 
adoption. Document observation and interview technique were used to collect data. Document 
observation was conducted by investigating policies, regulations, SOPs and e-government related 
documents. The interview was conducted verbally with Advocacy Group Leader, Project Manager 
and Administrator. The three informants were selected based on their thorough understanding of 
Advocacy Information System. It began with an explanation of the purpose of the interview, 
followed by open-ended questions regarding research model. Previous research conducted by 
Sulaiman and Magaireah (2015) and Nugroho et al. (2017) also used qualitative research to 
measure the level of readiness in ICT adoption. 

 

Privacy
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Government Policy

EnvironmentalLegal Environment
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Figure 1. Research Model (Source: Research Analysis 2019) 

From three contexts in TOE framework, several factors were compiled and then measured 
to determine what factors influencing the adoption of Advocacy Information System. This study 
adopted factors found in similar studies (Ali et. al. 2015 and Sulaiman and Magaireah, 2015) and 



IPTEK-KOM, Vol. 22 No. 1, Juni 2020: 19 - 30 eISSN 2527 - 4902 
 

| 24 

then used them as a reference for interview questions and document observations (for factors 
contained in official PPATK documents). 

Information obtained from this study was subsequently processed using Qualitative Data 
Analysis software called QDA Miner Lite. QDA Miner Lite is an open source software to process 
qualitative data. This software processed research data (interview transcript) by mapping and 
filtering research data based on the contexts and factors developed earlier to gain information or 
evidence related to TOE factors. 

 

DISCUSSION 

This section will provide detailed explanation about each context and its factors based on 
the concept found in the methodology section, using TOE framework. To facilitate elaboration, 
this section will be composed of technological, organizational and environmental sub-sections. In 
each sub-section, each factor will be discussed by examining the interview results and observing 
the documents. Then, the adoption of Information Systems will be analysed based on the 
elaborated factors. 

Interview data were processed and analyzed by means of QDA Miner Lite software. Firstly, 
the codes generated from transcripts were written using TOE framework. Subsequently, data 
display was developed to allow the researcher to draw conclusions. A similar approach has been 
applied by Ali et al. (2015) using Leximancer software and Widiyastuti (2019) using NVivo 
software. From the results of the analysis using QDA Miner Lite, we provide the following 
explanation. 

Technology 

Based on the concept elaborated in the methodology section, technology context has 
three factors, i.e., privacy, security and reliability. To find the result of each factor, this study 
conducted interview with Project Manager of Advocacy Information System and document 
observation. 

The interview stated that privacy is a crucial issue to consider before adopting Advocacy 
Information System, which then resulted in the use of user authentication and authorization. User 
must log in to the Advocacy Information System and he can only carry out activities according to 
his role. Privacy issue has brought up data security concern, which becomes the responsibility of 
confidential experts. Opening confidential information is a violation of the code of ethics for 
experts. Document observation also found concerns over confidentiality, as can be seen in user 
requirement document, suggesting that users can only see activities and documents related to 
him. Security factor has also been considered when adopting Advocacy Information System as can 
be seen from network access limitation. Not all PPATK employees can access Advocacy 
Information System. Only certain users, especially advocacy members, are allowed to access 
Advocacy Information System via their Personal Computers (PCs). Based on interview, reliability 
factor was measured by some sub-factors. These sub-factors are server, server configuration, 
application, database and network. 

Server is regarded important and has been considered before adopting Advocacy 
Information System. Server is prepared during development process. After the Advocacy 
Information System has been developed using development server, Information System is 
subsequently tested by tester and user to determine its feasibility. After the system is considered 
acceptable or feasible, the production server gets prepared for live production. 
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Application is important and has been considered when adopting Advocacy Information 
System. Advocacy information systems have been developed in accordance with the principles of 
application systems in PPATK, i.e., user requirements, system design, programming, testing and 
implementation. 

Database is also important and has been considered when adopting Advocacy Information 
System. This can be seen from the Relational Database Management System (RDBMS), which is 
installed on the development and the production server and is ready to use. The developer only 
need to export Advocacy Information System Database into the RDBMS. 

The drawback of Advocacy Information System is lack of measurements related to non-
functional requirements, especially those related to infrastructure (server configurations and 
network sub-factors). The server and network configuration, which are used for the development 
and implementation of Advocacy Information System, is the default form provided to developers, 
whose focus is primarily to develop Advocacy Information System features in accordance with 
user requirements. This might not be a problem if the application is still under development, 
because the number of users accessing the Advocacy Information System are still limited. 
However, when the system has already been adopted by many people, the system often goes 
down. When the system is temporarily broken, users often call IT center to fix the problem. After 
the system is restarted, users will be asked to refresh their web browsers. This causes the system 
executed twice and so do the inserted data. Ultimately, it will result in redundancy. It can be said 
that reliability factor is partially prepared. Measurement result of each sub-factor in reliability 
factor can be seen in Table 1. 

Table 1. Reliability factor 

No Sub-factor Status 

1. Server Yes 

2. Server Configuration Insufficient 

3. Application Yes 

4. Database Yes 

5. Network Insufficient 

                                     (Source: Research Analysis 2019) 
 

Given the above description, it can be concluded that each factor in technology context 
plays an important role and most factors in technology context have been considered prior to the 
adoption of Advocacy Information System. Similar to research conducted by Ali et al. (2015) and 
Sulaiman and Magaireah (2017), technology has  a positive influence on ICT adoption. In this 
study, privacy and security factors have been well considered, but reliability factor seems to lack 
consideration. 

Organizational 

Organizational context has three factors (top management support, size of organization, 
and employee’s knowledge). To obtain the results of each factor, this study used document 
observation and interview with Advocacy Group Leader, Project Manager and Administrator. 

Based on the interview, top management support is an important factor and has been 
considered in developing and implementing Advocacy Information System. The results indicated 
that top management has provided support related to the development of Advocacy Information 
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System. It can be seen from budget allocations and approval for procurement for the development 
of this system. There are two units directly involved, i.e., Information Technology Center and Law 
Directorate. The Head of IT Center has provided IT facilities for this system. The Director of Law is 
responsible to provide directions for using this system in his work environment. 

Based on interview and document observation, the size of organization factor influences 
decisions for ICT adoption. PPATK only has one office in Indonesia with 300 employees, which is 
located in Jakarta for now and no branch offices in other cities. However, PPATK working area is 
nationwide. PPATK often holds international cooperation with fellow FIUs from other countries 
discussing money laundering and cross-border terrorism financing.  If a PPATK expert handles two 
cases that makes him provide his expertise opinion, usually it will take around one week to 
complete the task. If the case handled happens to be a high profile case, it will take a month to 
solve it. This has made PPATK employees take on heavy workload, especially those in the Advocacy 
Group. The presence of Information System is significant to manage employee workload. The 
amount of workload handled by Advocacy Groups is explained in a document T.0.1, containing the 
background and reasons to adopt Advocacy Information System. 

Employee’s knowledge factor plays an important role in the adoption of IS. The lack of 
smoothness in user experience in operating Advocacy Information System has lessened successful 
implementation of the Advocacy Information System. This is due to the heavy workload of 
Advocacy Group personnels. Besides Advocacy Information System, there are other Information 
Systems for different business processes that must be used by PPATK’s employee. The presence of 
a new Information System has brought up a fear that it will add employee workload and pose 
more difficulties for them to learn the operation of the Information System. Employees are 
reluctant to memorize lots of usernames and passwords for many information systems. This factor 
is positively correlated with the previous factor (size of organization). Employees of a relatively 
small organization with a broad scope of work will face a great difficulty to understand their work. 

From the description above, it can be concluded that each factor in organizational context 
plays an important role, yet most of it haven’t been considered yet in adopting Advocacy 
Information System. Top management support have been thoroughly thought, but size of 
organization and employee’s knowledge were less considered. Human factor plays a significant 
role in e-government adoption success. In TOE framework, human factor is accommodated in the 
organizational context. This is in line with studies conducted by Kurfali et al. (2017), Lallmahomed 
et al. (2017), and Verkijika and De Wet (2018). 

Environmental 

Environmental context has three factors, i.e., government policy, legal environment, and 
support. To analyze each factor, this study conducted interview with project manager and 
document observation. 

Government policy is an important factor and has been considered when developing and 
implementing Advocacy Information System. Direct observation showed that PPATK  has already 
had procedures and guidance for developing and implementing P3SA (Pedoman Pengajuan, 
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi) or Submission, Development and Maintenance 
Guidelines for Application Systems. 

Based on document observation, legal environment plays an important role in the 
successful development and implementation of Advocacy Information System. Legal environment 
provides guidance, which specifies what is regarded violations in carrying out their duties and 
functions. This was stated in the Decree of the Head of PPATK no KEP 1/1.01/PPATK/01/08 
regarding PPATK Good Government Guidelines. 
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IT support is also an important factor and has been provided by the Information 
Technology Center as the unit responsible for resolving problems found during the 
implementation of Advocacy Information System, such as system downtime, double data and 
heavy employee workload that makes it difficult for them to operate the system. The Information 
Technology Center  has prepared a channel to handle complaints or requests for IT technical 
assistance via helpline email or helpline application, which is related to the Advocacy Information 
System. Some employees in Information Technology Center and Law Directorate have been 
appointed to be persons in charge to troubleshoot Advocacy Information Systems. 
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Figure 2. Detailed TOE Framework (Source: Research Analysis 2019) 

From the description above, it can be concluded that all factors in environmental context 
play an important role, as suggested by Sulaiman and Magaireah (2017), and all factors in 
environmental context have been considered in adopting Advocacy Information System. 
Environmental context is well prepared among others. Environment also plays an important role 
in the successful adoption of ICT. 

Results of the study indicated that each factor in TOE framework has evidence or sub-
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factors explaining these factors. The detailed TOE framework used to analyze the case study of 
Advocacy Information System in PPATK, can be seen in Figure 2. 

Analysis of the results demonstrated that these factors influence the adoption of IS 
(specifically the Advocacy Information System) in PPATK based on TOE framework. The more 
thoughtful these factors are considered, the better the adoption of IS will be. The findings were 
in line with those of Widiyastuti (2019) suggesting that development should not only prioritize 
technology, but also embrace several other aspects to achieve the desired goals. It can be seen 
from e-government adoption in PPATK, where the technological aspects are sufficiently 
considered, but this does not guarantee the successful implementation of e-government. 
Organization and environment also play an important role in the successful adoption of ICT 
(Sulaiman and Magaireah. 2015). In case of Advocacy Information System adoption in PPATK, most 
factors have been considered in adopting IS. However, there are some factors that received less 
attention in the adoption of IS, namely reliability, size of organization and employee’s knowledge. 

Table 2. Summary Result 

Context Factor Evident Considered 

Technology Privacy භ Authentication 
භ Authorization 
භ Confidentiality 

භ Yes 
භ Yes 
භ Yes 

Security භ Network access limitation භ Yes 

Reliability භ Server 
භ Server Configuration 
භ Application 
භ Database 
භ Network 

භ Yes 
භ No 
භ Yes 
භ Yes 
භ No 

Organizational Top Management 
Support 

භ Budget Allocation 
භ IT facilities prepared by head of IT Center 
භ Law director orders his staff to always 

input into IS 

භ Yes 
භ Yes 
භ Yes 

Size of 
Organization 

භ Small organization with extensive work 
coverage 

භ No 

Employee’s 
knowledge 

භ Lack of smoothness in operating IS භ No 

Environmental Government Policy භ Document (Guidelines) for developing and 
Maintaining IS 

භ Yes 

Legal Environment භ Decree of the Head of PPATK භ Yes 

Support භ Helpline team භ Yes 

(Source: Research Analysis 2019) 
 

CONCLUSION 

Results of this study showed that all factors described in TOE framework have influenced 
Advocacy Information System adoption. Factors influencing the adoption of IS in PPATK included 
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privacy, security, reliability, top management support, size of organization, employee’s knowledge, 
government policy, legal environment, and general support. However, some other factors should 
be improved to have a better IS adoption in the future and avoid failure in IS adoption. 

With regard to reliability factor, it is necessary for PPATK to include non-functional 
requirements containing an explanation of server and network requirements when implementing 
ICT or IS. Non-functional requirement measurement was important to avoid the emergence of 
technical issues such as system downtime or data redundancy. 

Concerning size of organization and employee’s knowledge, PPATK also needs to review its 
whole business processes undertaken by each work unit to increase collaboration and reduce 
redundancy at work. By doing this, PPATK might reduce the number of IS or unnecessary 
applications, thus users do not need to operate too many IS. 

This study is limited to the adoption of IS. For further research, it is recommended to 
investigate the application of e-government with a broader scope of ICT, using quantitative and 
mixed methods. 
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Abstract 
A cŽŵƉaŶǇ͛Ɛ ƐƵcceƐƐ iŶ iŶcƌeaƐiŶg ƌeǀeŶƵe aŶd ŵaŶagiŶg ƌiƐŬ Žf ůŽƐƐ deƉeŶdƐ ŽŶ daƚa͘  
High quality data results in good quality decision making at top management level. 
Telkom is the largest telecommunications company in Indonesia with fixed broadband as 
its main portfolio. BCP data contains customer access history that can be analyzed to 
produce user profiling. The results of profiling rely upon the quality of BCP data. The 
purpose of this study was to assess, identify the main causes of the problem, and provide 
recommendations to improve the quality of BCP data. The framework used was Total 
Data Quality Management (TDQM). Results of data quality assessment indicated four 
main causes of BCP data quality problems and five preventive and corrective 
recommendations. With these improvements, the quality of BCP data is expected to 
improve, so that insights generated from processing BCP data are more accurate. 
 

Keywords: data quality, data quality assessment, total data quality management, fixed 
broadband. 

 
Abstrak 

Kesuksesan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dan mengelola risiko terjadinya 
kerugian bergantung pada data. Kualitas data yang bagus menghasilkan pengambilan 
keputusan yang berkualitas pula di tingkat manajemen. Telkom merupakan perusahaan 
telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan fixed broadband sebagai portofolio 
utamanya. Data BCP berisi riwayat akses pelanggan yang sangat potensial dianalisis 
untuk menghasilkan profil pengguna. Bagus tidaknya hasil profil pengguna bergantung 
pada kualitas data BCP. Tujuan penelitian ini adalah menilai, mengetahui penyebab utama 
permasalahan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas data BCP. 
Kerangka kerja yang digunakan adalah Total Data Quality Management (TDQM). Hasil 
penilaian kualitas data menunjukkan adanya empat penyebab utama permasalahan 
kualitas data BCP serta lima rekomendasi aksi preventif dan korektif yang perlu dilakukan. 
Dengan perbaikan pada lima hal tersebut, diharapkan kualitas data BCP dapat meningkat 
sehingga informasi yang dihasilkan dari pengolahan data BCP semakin akurat dan 
berkualitas. 

 
Kata kunci: kualitas data, penilaian kualitas data, total data quality management, fixed 
broadband. 
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 PENDAHULUAN 

Dalam perspektif teknologi informasi, data diartikan sebagai informasi yang tersimpan 
dalam bentuk digital. Data juga diartikan sebagai fakta yang dikumpulkan, baik oleh individu 
maupun organisasi dari suatu kejadian di dunia. Data merupakan aset penting bagi suatu 
perusahaan, karena sangat berperan dalam pengambilan keputusan dan dapat menciptakan 
keunggulan kompetitif (DAMA International 2017). Organisasi di bidang industri menggunakan 
data dalam peningkatan kualitas produk, layanan, laba, efisiensi biaya, serta pengelolaan risiko. 
Sementara itu, organisasi di bidang pemerintahan mengganggap data sebagai sumber daya yang 
dapat memberikan nilai tambah dalam menjalankan misinya (Fleckenstein dan Fellows 2018). 

Istilah kualitas data telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Salah satu diantaranya 
mengidentifikasikan kualitas data sebagai data yang sesuai kebutuhan untuk digunakan oleh 
konsumen data (Bertoni et al. 2009). Kualitas data juga dapat didefinisikan berdasarkan seberapa 
baik data mempresentasikan suatu objek, peristiwa dan konsep diciptakannya data tersebut 
(Wang 1998). Guna memenuhi kesesuaian tersebut dibutuhkan data yang akurat, tepat waktu, 
relevan, lengkap, dapat dipercaya dan juga dapat dipahami dengan baik (Wang, Ziad and Lee 
2002).  

Terdapat tiga tantangan pada kualitas data menurut (Strong, Lee, and Wang 1997). 
Pertama, terdapat banyak tipe sumber data yang membawa tipe data yang berbeda-beda 
dengan struktur yang kompleks, hal ini menyebabkan sulitnya mengintegrasikan data di antara 
sistem yang berbeda. Kedua, jumlah data dalam sistem memiliki volume yang besar, sehingga 
menyebabkan kesulitan dalam menilai kualitas data sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
Ketiga, data berubah dengan cepat, sedangkan ketepatan waktu sangat singkat yang 
menyebabkan data menjadi usang atau informasi yang dihasilkan menjadi tidak valid. 

Dalam meningkatkan kualitas data, strategi yang dapat dilakukan dibedakan menjadi dua, 
yaitu data-driven dan process-driven (DAMA International 2017). Strategi data-driven 
meningkatkan kualitas data dengan cara memodifikasi nilai dari data tersebut secara langsung. 
Adapun strategi process-driven meningkatkan kualitas dengan cara melakukan design ulang 
terhadap proses pembuatan atau pengubahan data (Strong, Lee, and Wang 1997). 

Dimensi kualitas data merupakan sifat kualitas data yang dapat diukur untuk 
merepresentasikan beberapa aspek dari data (Laranjeiro, Soydemir, and Bernardino 2015). 
Untuk mengukur dan menganalisa kualitas data, sebuah perusahaan harus mendefinisikan 
dimensi kualitas data yang dibutuhkan. Dimensi kualitas data merupakan atribut jika diukur 
dengan baik, maka dapat menghasilkan level kualitas data secara keseluruhan (Coleman 2013). 
Kualitas data dapat dianalisis dari beberapa dimensi. (Laranjeiro, Soydemir, and Bernardino 
2015). Enam dimensi inti dari kualitas data menurut DAMA International (2017) adalah:  

 

a. Kelengkapan (Completeness), yaitu berapa proporsi atau jumlah data yang disimpan bila 
dibandingkan dengan potensi dari keseluruhan data yang dapat direkam. 

b. Keunikan (Uniqueness), yaitu tidak ada data yang direkam lebih dari satu kali berdasarkan 
pada identitas yang membedakan data ini. 

c. Ketepatan Waktu (Timeliness), yaitu sejauh mana data mewakili keadaaan pada waktu 
data tersebut diperlukan. 

d. Validitas (Validity), yaitu data hanya valid jika sesuai dengan sintaks (format, jenis, 
rentang) dari definisinya. 

e. Keakuratan (Accuracy), yaitu sejauh mana data dengan benar menggambarkan objek atau 
peristiwa pada "dunia nyata". 
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f. Konsistensi (Consistency), yaitu tidak adanya perbedaan, ketika membandingkan dua atau 
lebih representasi dari suatu data yang sama. 
Data Quality Management (DQM) menjadi isu yang sedang berkembang di dunia 

akademis dan profesional. Saat ini, perusahaan mulai menaruh perhatian besar pada kualitas 
datanya. Data menjadi aset berharga bagi suatu perusahaan yang dapat memberi manfaat tidak 
hanya di sisi operasional, tetapi juga di sisi strategis. Data dengan kualitas buruk menghasilkan 
informasi yang tidak akurat, di mana dapat menimbulkan pemborosan sumber daya serta 
merugikan perusahaan secara eksternal, misalnya hubungan perusahaan dengan pelanggannya 
(Lucas 2010). Pada dasarnya, sebuah organisasi sudah menyadari bahwa insight dari data yang 
mereka miliki sebagian besar dapat menguntungkan kinerja bisnis mereka melalui teknik, salah 
satunya adalah business intelligence (Jorge et al. 2016). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh 
IBM pada tahun 2016 di Amerika Serikat menyebutkan bahwa kualitas data yang buruk pada 
suatu perusahaan dapat menyebabkan biaya tahunan mencapai lebih dari tiga triliun Dollar 
Amerika (Redman 2016). Kesadaran akan kualitas data yang meningkat dalam beberapa tahun 
terakhir, ternyata tidak diikuti dengan banyaknya jumlah penelitian tentang tingkat kualitas data 
dalam suatu organisasi (Nagle, Redman, and Sammon 2020). Penelitian (Nagle, Redman, and 
Sammon 2020) menunjukkan rata-rata 47% data yang ada dalam suatu organisasi memiliki 
setidaknya satu kesalahan.  

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) merupakan perusahaan telekomunikasi 
terbesar di Indonesia͕ Ǉang memiliki visi ͞the King of Digital in the Region͘͟  Untuk mendukung 
visi tersebut, maka Telkom merumuskan Strategic Initiative 5, yaitu transform into smart enabler 
͚ŚƵb͛ ƉůaƚfŽƌŵ fŽƌ ƚŚe dŝgŝƚaů ecŽƐǇƐƚeŵ, di mana implementasinya memerlukan tata kelola 
mekanisme pemanfaatan data dan informasi di lingkungan Telkom Group. Oleh karena itu, untuk 
mendukung strategi dan bisnis Telkom tersebut dibutuhkan data dan informasi yang berkualitas 
tinggi sebagai komitmen Telkom untuk memenangkan kompetisi dalam dinamika ekosistem 
bisnis yang selalu berubah (Direktur Network IT and Solution 2016). Menurut Menteri Badan 
Usaha Milik Negara Republik Indonesia (2018), data dan informasi yang berkualitas tinggi harus 
dapat menjamin kelengkapan (completeness), akurasi (accuracy), validitas (validity), dan 
autorisasi (authorization) data.   

Fixed broadband merupakan salah satu portofolio utama Telkom dengan jumlah 
pelanggan mencapai delapan juta di seluruh Indonesia. Produk fixed broadband atau biasa 
dikenal dengan Indihome merupakan layanan yang menyediakan internet rumah, telepon 
rumah, dan televisi interaktif (PT Telekomunikasi Indonesia 2019). Data history akses pelanggan 
fixed broadband disimpan sebagai data Broadband Customer Profiling (BCP). Setiap harinya data 
history akses pelanggan yang masuk mencapai empat hingga delapan milyar baris data dan rata-
rata kenaikan data setiap harinya mencapai 33%. Dengan jumlah data yang sangat besar 
tersebut, investasi storage yang dibutuhkan juga sangat besar dan dapat terus bertambah seiring 
dengan bertambahnya data history akses pelanggan setiap harinya. Di sisi lain, data BCP 
merupakan data yang sangat potensial untuk diolah dan dianalisis menjadi insight yang 
bermanfaat, misalnya untuk segmentasi pelanggan, profil pelanggan, analisa jaringan, usage, 
dan masih banyak lagi. Kualitas data BCP yang bagus menghasilkan insight yang akurat yang 
dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis Telkom. Namun, berdasarkan hasil wawan-
cara dengan unit Big Data Management Telkom, diperoleh fakta bahwa belum pernah dilakukan 
pengukuran kualitas data BCP serta untuk menganalisis data BCP diperlukan tahap pre-
processing yang memakan waktu cukup lama dikarenakan kualitas data yang kurang baik dan 
kuantitas data yang sangat besar. Selanjutnya, dilakukan observasi data BCP secara langsung dan 
ditemukan beberapa data dan informasi yang tidak lengkap, tidak valid, dan tidak akurat. Hal ini 
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yang mendorong dilakukannya penelitian untuk menilai dan mengevaluasi kualitas data BCP 
Telkom.  

Terdapat banyak jenis metode penilaian kualitas data. Perbandingan tiga metode 
penilaian kualitas data, yaitu Total Data Quality Management (TDQM), Data Quality Assessment 
(DQA), dan Complete Data Quality (CDQ) (Dama Internasional 2017; Batini et al. 2009; Wang 
1998) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan Metode Penilaian Kualitas Data 
Kriteria TDQM DQA CDQ 
Akronim Total Data Quality 

Management 
Data Quality Assessment Complete Data Quality 

Komponen Utama Tahapan:  
x Pendefinisian 
x Pengukuran 
x Analisis 
x Peningkatan 

*tahapan proses yang 
kontinu (berkelanjutan) 
Fokus: 
Informasi produk 

x Penilaian secara 
subjektif dan objektif  

x Analisis 
perbandingan 

x Analisis sebab akibat 
x Peningkatan 

Tahapan: 
• State reconstruction 
• Pengukuran 
• Peningkatan  
*tahapan proses yang 
tidak kontinyu (tidak 
berlanjut) 

Tipe Data x Data terstruktur 
x Data semi terstruktur 

Data terstruktur x Data terstruktur 
x Data semi terstruktur 

Assessment & 
Improvement 

Komprehensif, dilihat juga 
dari perspektif 
implementasi 

Membuat perbedaan 
antara metrik kualitas 
data subyektif dan 
obyektif 

Pemilihan proses 
peningkatan kualitas data 
dilakukan melalui cost-
benefit analysis 

Sumber: Batini et al. (2009); Wang (1998) 
Dalam melakukan penilaian kualitas data, kerangka kerja yang digunakan adalah Total 

Data Quality Management (TDQM). TDQM menyediakan kerangka kerja umum yang melakukan 
peningkatan kualitas data dengan menggunakan pendekatan DQM. TDQM mendefinisikan 
empat area yang menjadi tantangan dalam kualitas data, yaitu sistem, proses, prosedur, dan 
kebijakan (DAMA International 2017). TDQM merupakan pendekatan yang terstruktur dan 
komprehensif untuk manajemen suatu perusahaan dalam meningkatkan kualitas data (Batini et 
al. 2009; Wijayanti et al. 2018).  

Terdapat dua pendekatan untuk menghasilkan data dengan kualitas yang baik, yaitu aksi 
preventif dan aksi korektif (DAMA International 2017). Aksi preventif dilakukan dengan cara 
mencegah data yang berkualitas buruk masuk. Tindakan pencegahan ini dapat menghentikan 
terjadinya kesalahan. Aksi preventif terdiri dari enam jenis, yaitu: 

1. Establish data entry controls, membuat aturan untuk memasukkan data ke dalam sistem 
yang dapat mencegah data tidak valid dan tidak akurat. 

2. Train data producers, memastikan semua karyawan memahami dampak dengan adanya 
data yang kualitasnya buruk dan memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan 
keakuratan dan kelengkapan data yang dimasukkan ke dalam sistem. 

3. Define and enforce rules, membuat aturan mengenai kualitas data terhadap bisnis serta 
menginformasikan kepada tim analyst  jika data memiliki kualitas yang di bawah standar. 

4. Demand high quality data from data suppliers, memeriksa proses yang terjadi pada 
penyedia data eksternal terkait struktur, definisi, data sumber datanya, kemudian 
melakukan penilaian mengenai seberapa baik data tersebut dapat diintegrasikan, 
sehingga dapat mencegah penggunaan data yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. 

5. Implement data governance and stewardship, memastikan peran dan tanggung jawab 
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telah mendeskripsikan dan melaksanakan aturan untuk pengelolaan aset data dan 
informasi secara efektif. 

6. Institute formal change control, memastikan semua perubahan pada data yang tersimpan 
telah didefinisikan dan diuji sebelum diimplementasikan. 

Aksi korektif merupakan tindakan yang diimplementasikan setelah permasalahan kualitas 
data terjadi dan dapat dideteksi. Menyelesaikan permasalahan ketika permasalahan tersebut 
terjadi merupakan best practice dalam DQM. Dalam aksi korektif secara tidak langsung juga 
dilakukan aksi preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama pada kualitas data. 
Aksi korektif terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

1. Automated correction, meliputi standardisasi, normalisasi, dan koreksi berbasis aturan. 
Nilai yang dimodifikasi dihasilkan tanpa adanya intervensi secara manual. 

2. Manually-directed correction, menggunakan tools yang secara otomatis dapat 
memulihkan dan memperbaiki data, namun tetap membutuhkan tinjauan manual 
sebelum melakukan koreksi ke dalam penyimpanan tetap. 

3. Manual correction,  merupakan metode yang tidak dianjurkan. Namun, ketika tidak ada 
pilihan lain yang bisa diambil atau perubahan hanya bisa dilakukan secara manual oleh 
manusia, maka metode ini bisa dilakukan.  

Pertanyaan penelitian yang dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Seberapa baik 
kualitas data BCP Telkom? (2) Apa saja penyebab utama permasalahan kualitas data BCP Telkom? 
dan (3) Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas data BCP Telkom? 

Penelitian ini disusun sebagai berikut: pada bagian pendahuluan dijabarkan latar 
belakang penelitian, tujuan, review dari studi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, 
serta sistematika penulisan hasil penelitian. Pada bagian metode dijabarkan instrumen 
penelitian yang digunakan, prosedur pengumpulan data, serta metode untuk menilai kualitas 
data. Pada bagian hasil dan pembahasan dijabarkan hasil yang diperoleh setelah penilaian 
kualitas data dilakukan, diskusi dan implikasi hasil penilaian kualitas data, serta rekomendasi 
yang bisa diberikan untuk meningkatkan kualitas data. Pada bagian akhir, diberikan simpulan 
dari hasil penelitian yang dilakukan. 
 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni proses penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang 
diamati. Alur metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: studi literatur dilakukan 
dari berbagai sumber akademik dan dokumen-dokumen perusahaan. Pengumpulan data yang 
sifatnya wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara. Wawancara 
dilakukan dengan Manager Big Data & Analytics Development dan stafnya, yang berada di 
bawah Divisi Information Technology (DIT), serta dengan Head of Big Data Management, 
Manager Data Quality Management, Manager Datamart dan Data Mining beserta staf, yang 
berada di bawah Divisi Digital Service (DDS). Adapun observasi dilakukan dengan query secara 
langsung ke dalam Hive-Hadoop, tempat di mana data BCP disimpan. Dengan demikian, proses 
pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode triangulasi, di mana dengan 
metode tersebut dapat mengumpulkan data sekaligus menguji dan mengecek kredibilitas data 
dengan teknik pengumpulan yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 
sama (Sugiyono 2013). 
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Gambar 1. Bagan Metode Penelitian 

Penilaian kualitas data dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja TDQM yang 
diadopsi dari penelitian sebelumnya (Jiang and Zhao 2012). Menurut Strong, Lee dan Wang 
(1997) metode TDQM adalah metode umum pertama yang diterbitkan dalam literatur kualitas 
data (Batini et al. 2009). TDQM adalah hasil penelitian akademik yang banyak digunakan sebagai 
panduan untuk reenginering data organisasi. Tujuan mendasar dari TDQM adalah untuk 
memperluas kualitas data, yang merupakan prinsip dari Total Quality Management (TQM) 
(Wijayanti, et al. 2018). 

Dikutip dari Cichy and Rass (2019) TDQM dapat diringkas menjadi empat proses dasar, 
sebagai berikut: 

a. Define: di mana pada proses ini menyelaraskan tujuan kualitas data dengan tujuan 
strategis perusahaan, mengidentifikasi dan menganalisis siklus informasi yang mencirikan 
proses produksinya, mengidentifikasi kualitas yang dirasakan dan diinginkan oleh 
informasi konsumen, serta mengevaluasi kepuasan pengguna terkait dengan kualitas 
data. 

b. Measurer: Mendefinisikan metrik objektif untuk kualitas data, formula, dan menerapkan 
metrik tersebut ke berbagai sumber data dan titik siklus informasi melibatkan 
pembersihan data dan proses desain ulang. 

c. Analyze: mengidentifikasi penyebab masalah kualitas untuk mendukung perencanaan 
peningkatan kualitas, yang mungkin melibatkan pembersihan data dan proses desain 
ulang. 

d. Improve: memprioritaskan bidang-bidang utama dan menguraikan perencanaan proses 
perbaikan. Dengan demikian, TDQM adalah metode yang berfokus baik pada proses 
produksi informasi, dengan mengidentifikasi siklus hidupnya, dan pada penilaian konten 
data. Namun, hal ini tidak sepenuhnya merinci masalah organisasi yang secara langsung 
memengaruhi kualitas data. 

Dalam menilai kualitas data, TDQM telah mempertimbangkan empat tahapan yang ada di 
DQM, yaitu mendefinisikan dimensi dari kualitas data, mengukur metrik kualitas data, 
menganalisa hasil, dan melakukan perbaikan. Adapun tahapan utama yang perlu dilakukan 
adalah: 

1. Mengidentifikasi data yang dinilai. 
2. Menentukan dimensi kualitas data yang digunakan. 
3. Mengukur kualitas data dengan melakukan query secara langsung berdasarkan entity 
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yang telah ditentukan sebelumnya. 
4. Menganalisa hasil penilaian kualitas data dan penyebab terjadinya anomali data dalam 

sistem basis data. 
Analisis hasil dan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap 

penilaian kualitas data. Pada bagian akhir, membuat simpulan dari penelitian yang telah 
dilakukan. Alur metode penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja TDQM yang merupakan kerangka kerja umum 
yang terstruktur dan komprehensif untuk melakukan penilaian kualitas data dengan pendekatan 
DQM. Tahap pertama yang dilakukan adalah define, yaitu dengan mengidentifikasi data yang 
dinilai. Data yang dinilai adalah data BCP, yaitu data history akses pengguna fixed broadband 
Telkom ke internet. Data tersebut di-capture dari network Telkom yang tersebar di wilayah 
network Telkom, terpusat di Jatinegara. Kemudian, setiap 30 menit, Hadoop menarik data BCP 
dari Jatinegara tersebut. Setiap baris data BCP, mengandung informasi waktu akses, pelanggan 
(yang telah di-masking), device yang digunakan untuk akses, apa yang diakses, usage, delay, 
failure, dan packet. Data BCP yang dijadikan sample adalah data bulan Oktober 2019, dengan 42 
kolom dan 2 milyar baris data. Penilaian kualitas data BCP dilakukan dengan cara query secara 
langsung ke dalam Hive-Hadoop Telkom melalui Ambari. 

Selanjutnya, tahap kedua yang dilakukan adalah measurer, yaitu dengan menentukan 
dimensi kualitas data yang akan dinilai. Dalam penelitian ini, penilaian kualitas data BCP 
menggunakan tiga dimensi, yaitu kelengkapan (completeness), akurasi (accuracy), dan validitas 
(validity). Pemilihan tiga dimensi tersebut didasarkan pada kebijakan pengelolaan sumber daya 
data dan informasi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Menteri Badan Usaha Milik 
Negara Republik Indonesia 2018). Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penilaian kualitas data 
dengan melakukan query secara langsung berdasarkan entity yang telah ditentukan sebelumnya.  
Tahap ketiga yang dilakukan adalah analyze, yaitu dengan menganalisa hasil penilaian kualitas 
data dan penyebab terjadinya anomali data dalam sistem basis data. Hasil penilaian kualitas data 
pada masing-masing dimensi serta analisa terhadap hasil penilaian kualitas data akan dijelaskan 
pada sub bab bagian ini. 

Dimensi Completeness 

Penilaian dimensi completeness berhubungan dengan representasi statistik dari suatu 
data dan keterwakilan periode pengumpulan data (Bicalho et al. 2017). Penilaian dimensi 
completeness dilakukan pada 42 kolom di tabel BCP. Kesemua kolom tersebut memiliki peran 
dalam analisis data untuk menghasilkan insight yang bermanfaat. Misalnya, kolom device_name 
dan vendor_name yang berisi merk dan tipe device pengguna yang digunakan untuk mengakses 
internet, secara tidak langsung dapat dimanfaatkan untuk melihat tingkat ekonomi pengguna 
dari harga device yang dimilikinya. 

Tabel 2. Data Persentase Completeness 
Persentase Total Kolom Nama Kolom 

100% 34 

x user_id 
x activity_sec 
x volume_in 
x volume_out 
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Persentase Total Kolom Nama Kolom 
x rxmit_volume_in 
x rxmit_volume_out 
x client_delay 
x server_delay 
x client_delay_sum 
x server_delay_sum 
x client_delay_samples 
x server_delay_samples 
x first_data_delay_sum 
x first_data_delay_samples 
x connection_failures 
x session_failures 
x internal_ploss 
x external_ploss 
x packets_in 
x packets_out 
x rxmit_packets_in 
x rxmit_packets_out 
x total_flow 
x ds 
x periode 
x dll 

98% 1 application_name 

65% 1 date_time 

62% 1 component_name 

60% 1 category_name 

12% 1 device_name 

5% 1 os_name 

0% 2 
x browser_name 
x vendor_name 

Sumber: Data BCP Bulan Oktober 2019, telah diolah kembali 
 

Penilaian dimensi completeness melihat ada tidaknya null value (“NULL”Ϳ, blank value 
(“”Ϳ, serta data “unclassified” dalam suatu kolom. Hasil penilaian dimensi completeness 
menunjukkan 34 kolom memiliki persentase completeness 100% dan delapan kolom sisanya 
memiliki persentase antara 0% - 98%. Delapan kolom tersebut mayoritas diisi dengan data 
“unclassified”. Data “unclassified” merupakan data yang belum dikategorisasikan atau belum di-
index dalam library, sehingga ketika data dari network masuk, maka disimpan sebagai data 
“unclassified”. Banyaknya jumlah baris data yang “unclassified” dapat menghambat dan 
membuat hasil analisis data menjadi samar. Hasil wawancara dengan unit Datamart dan Data 
Mining, data “unclassified” ini tidak diikutkan ketika menyusun analisis, karena dianggap sama 
dengan data null atau blank value. Detail hasil penilaian dimensi completeness dapat dilihat pada 
Tabel 2.  

Selanjutnya, dilakukan observasi lebih lanjut pada kolom date_time. Oleh karena, 
Hadoop menarik data BCP setiap 30 menit, maka setiap hari seharusnya terdapat 48 baris 
date_time yang unik dan selama bulan Oktober 2019 ada 1.488 baris date_time yang unik. 
Setelah dilakukan observasi, diperoleh 973 date_time yang unik dalam tabel BCP bulan Oktober 
2019 atau sekitar 65%. Total data date_time yang unik setiap harinya dapat dilihat pada Gambar 
2. 
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Gambar 2. Persebaran Jumlah date_time Unik Bulan Oktober 2019 

Sumber: Data BCP Bulan Oktober 2019, telah diolah kembali 
 

Dimensi Validity 

Penilaian dimensi validity dilakukan berdasarkan lima kriteria yang merupakan hasil 
observasi dan wawancara dengan DIT dan DDS. Kriteria dimensi validity tersebut adalah: 

 

a) Format kolom date_time adalah YYYY-MM-DD HH:MM (v1) 
b) Format kolom ds adalah YYYYMMDD. (v2) 
c) Format kolom periode adalah YYYYMM. (v3) 
d) Kolom client_ip berada di rentang 0.0.0.0 dan 255.255.255.255. (v4) 
e) Kolom user_id terdiri dari 32 digit. (v5) 

 

Penilaian kualitas data pada dimensi validity dengan menggunakan lima kriteria di atas 
menghasilkan data yang ditunjukkan pada Gambar 3. Dari Gambar 3 terlihat hasil penilaian 
kualitas data pada dimensi validity kriteria v3 (format kolom periode adalah YYYYMM) sebesar 
100%. Ini berarti semua data dalam kolom periode tidak menggunakan format YYYYMM. Seluruh 
baris dalam kolom periode berisi data “0”, di mana data ini tidak mewakili makna kolom periode. 
Hal ini disebabkan oleh adanya query yang tidak jalan dengan baik ketika menarik data BCP ke 
dalam Hive-Hadoop 
 

 
Gambar 3. Persentase Hasil Penilaian Dimensi Validity 

Sumber: Data BCP Bulan Oktober 2019, telah diolah kembali 

Dimensi Accuracy 

Penilaian dimensi accuracy dilakuken dengan membandingkan data yang ada dengan rule 
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yang ditentukan. Adapun rule yang digunakan dalam penilaian ini adalah: 

a) Kolom user_id hanya terdiri dari huruf kecil dan angka. (acc1) 

b) Dalam satu baris data salah satu atau keduanya, kolom volume_in dan volume_out bernilai > 

0. (acc2) 

c) Kolom ds menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun yang sama dengan kolom date_time. 

(acc3) 

d) Kolom periode menunjukkan bulan dan tahun yang sama dengan kolom date_time. (acc4) 

e) Time pada kolom date_time kelipatan 30 menit. (acc5) 

Hasil penilaian kualitas data dimensi accuracy dapat dilihat pada Gambar 4. Dari Gambar 

4 terlihat hasil penilaian kualitas data pada dimensi accuracy rule acc4 (kolom periode 

menunjukkan bulan dan tahun yang sama dengan kolom date_time) sebesar 100%. Ini berarti 

semua data dalam kolom periode tidak menunjukkan bulan dan tahun yang sama dengan kolom 

date_time. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian dimensi validity, bahwa seluruh baris 

dalam kolom peƌiode beƌiƐi daƚa ͞Ϭ͕͟  Ɛehingga ƚidak menƵnjƵkkan infoƌmaƐi Ǉang Ɛama dengan 
kolom date_time. Kolom periode merupakan salah satu kolom partisi dalam data BCP. Jika 

persentase accuracy dari kolom partisi buruk, memengaruhi proses query ke data BCP menjadi 

tidak efektif dan efisien. 
 

 
Gambar 4. Persentase Hasil Penilaian Dimensi Accuracy 

Sumber: Data BCP Bulan Oktober 2019, telah diolah kembali 
 

Analisis Penyebab Utama Permasalahan Kualitas Data 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada 

masing-masing dimensi, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab utama permasalahan 

kualitas data. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari alur data masuk ke sistem hingga dapat di-

query melalui Hive-Hadoop.  

Untuk mengidentifikasi penyebab utama permasalahan tersebut dilakukan wawancara 

dan observasi dengan DIT dan DDS yang merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam 

develop, manage, dan memanfaatkan data BCP. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas data BCP 

adalah sebagai berikut: 

a. Dimensi Completeness: Library kamus data yang digunakan untuk mengategorisasikan 

kolom-kolom dalam data BCP belum up to date. Hal ini menyebabkan banyaknya data 

Ǉang ͞unclassified͘͟  

b. Dimensi Completeness: Belum ada recovery system yang otomatis agar ketika terjadi 
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error, data otomatis ditarik ketika sistem sudah normal. Saat ini, jika terjadi error, maka 
data akan ditarik ketika terdapat complain terjadinya data tidak lengkap saja. Itupun jika 
data masih bisa ditarik. 

c. Data Governance: Belum ada kebijakan mengenai DQM sehingga belum ada prosedur 
yang mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk monitoring dan meningkatkan 
kualitas data BCP. 

d. Dimensi Validity dan Accuracy: Ada query yang tidak jalan dengan baik ketika menarik 
data BCP ke dalam Hive-Hadoop. Hal ini menyebabkan kolom periode berisi data yang 
tidak sesuai. 
 

KESIMPULAN 
 

Hasil penilaian kualitas data BCP di Telkom menggunakan tahapan kerangka kerja TDQM 
dengan tiga dimensi yang diukur, yaitu completeness, validity, dan accuracy menunjukkan hasil: 
rata-rata persentase completeness (null value, blank value, dan unclassified) dari 42 kolom yang 
diukur adalah sebesar 88%. Selanjutnya, pada dimensi validity menunjukkan rata-rata 80% data 
valid memenuhi lima kriteria validity yang ditentukan. Pada dimensi accuracy menunjukkan rata-
rata 80% data akurat memenuhi rule accuracy yang ditetapkan. Ketiga nilai rerata tersebut 
diperoleh dengan melakukan rata-rata terhadap persentase hasil penilaian dengan jumlah kolom 
atau kriteria yang dinilai pada masing-masing dimensi. 

Ada empat penyebab utama terjadinya permasalahan pada kualitas data BCP, yaitu kamus 
data yang tidak up to date, belum adanya recovery system yang otomatis, belum adanya 
kebijakan data quality management, serta adanya error pada penarikan data. Untuk 
meningkatkan kualitas data BCP Telkom, maka lima aksi preventive dan corrective yang perlu 
dilakukan adalah membuat sistem pengecekan dan pemberitahuan adanya data baru yang 
͞unclassified͕͟  melakƵkan update library secara berkala, merancang dan membangun recovery 
system yang otomatis, membuat kebijakan DQM untuk data BCP, serta melakukan pengecekan 
terhadap query penarikan data BCP ke dalam Hive-Hadoop. Dengan perbaikan pada lima hal 
tersebut diharapkan kualitas data BCP meningkat, sehingga insight yang dihasilkan dari 
pengolahan data BCP semakin akurat dan berkualitas. 

Berdasarkan hasil penilaian kualitas data BCP yang dilakukan di Hive-Hadoop sebagai studi 
kasus dari Telkom, maka untuk meningkatkan kualitas data BCP dapat dilakukan dengan 
melakukan aksi yang mengacu pada teori data Data Management Body of Knowledge (DMBOK) 
sebagai berikut: 

a. Preventive Actions ʹ Define and Enforce Rules: Membuat sistem pengecekan dan 
ƉembeƌiƚahƵan adanǇa daƚa baƌƵ Ǉang ͞unclassified͘͟  

b. Corrective Actions ʹ Manually Directed Correction: Melakukan update library data yang 
digƵnakan ƵnƚƵk kaƚegŽƌiƐaƐi daƚa BCP͕  jika ƚeƌdaƉaƚ daƚa Ǉang ͞unclassified͘͟  

c. Preventive Actions ʹ Define and Enforce Rules: Merancang dan membangun recovery 
system yang dapat mengatasi penarikan data ketika terjadi error. 

d. Preventive Actions ʹ Implement Data Governance and Stewardship: Membuat kebijakan 
yang mengatur DQM BCP. 

e. Corrective Actions ʹ Manual Correction: Melakukan pengecekan ulang pada query 
penarikan data BCP ke dalam Hive-Hadoop. 

Lima rekomendasi yang diberikan di atas masuk dalam strategi peningkatan kualitas data 
secara process-driven, di mana melakukan peningkatan kualitas data dengan cara melalui 
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Lima rekomendasi yang diberikan di atas masuk dalam strategi peningkatan kualitas data 
secara process-driven, di mana melakukan peningkatan kualitas data dengan cara melalui 
perancangan ulang terhadap proses pembuatan data, misalnya dengan update library 
kategorisasi data BCP, membangun recovery system, serta pengecekan query penarikan data BCP. 
Dengan implementasi kelima rekomendasi tersebut, maka terjadinya data tidak lengkap, tidak 
valid, dan tidak akurat dapat dihindari, sehingga kualitas data BCP akan semakin baik, dapat 
menghemat waktu dalam pre-processing data, serta meningkatkan keakuratan hasil profiling 
pelanggan Indihome. 
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Abstract 
Mobile learning is a learning process using application-based mobile media. From the 
perspective of communication, it is not merely a communication technology used in 
education but also takes into account the process of user acceptance. Using the concept of 
technology acceptance model, mobile learning was examined by conducting literature 
review. Through meta-synthesis analysis, this research explored and classified aspects of 
user acceptance of communication technology based on mobile learning applications in five 
categories, i.e. individuals, pedagogy, technology, social, and management, which needs 
further discussion. 
 
Keywords: mobile apps, mobile learning, mobile learning apps, acceptance 

 
  

Abstrak  
Mobile learning merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan media bergerak 
berbasis aplikasi. Dalam perspektif komunikasi, mobile learning bukan hanya dilihat 
sebagai teknologi komunikasi yang digunakan dalam dunia pendidikan melainkan juga 
teknologi komunikasi yang memperhatikan proses penerimaan pengguna. Dengan 
menggunakan konsep dari model penerimaan teknologi, mobile learning diteliti melalui 
kajian literatur. Melalui analisis meta-sintesis, penelitian ini berhasil mengeksplorasi dan 
mengelompokkan aspek-aspek penerimaan pengguna terhadap teknologi komunikasi 
berbasis mobile learning applications ke dalam lima kategori, yakni kategori individu, 
pedagogi, teknologi, sosial, dan manajemen yang perlu didiskusikan lebih lanjut.  
 
 Kata Kunci: mobile apps, mobile learning, mobile learning apps, penerimaan 

 
 

PENDAHULUAN 

Penggunaan perangkat mobile telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Teknologi 
komunikasi telah menjadi lebih portable dan multifungsi sehingga semakin memengaruhi 
kehidupan masyarakat. Perangkat mobile memungkinkan masyarakat berkomunikasi di mana saja 
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dan kapan saja (Shuib et al. 2015). International Telecommunication Union (ITU 2019) 
memperkirakan bahwa jumlah pelanggan mobile-broadband  meningkat pesat dalam 10 tahun 
terakhir dengan pertumbuhan per tahun mencapai 18,4%. Peningkatan ini diiringi juga dengan 
pesatnya pertumbuhan pengguna internet di dunia yang diperkirakan telah mencapai 4,1 miliar 
orang atau 53,6% dari keseluruhan populasi global (ITU 2019). Sejalan dengan semua itu, evolusi 
smartphone khususnya telah memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan aplikasi kapan saja 
dan di mana saja yang mereka inginkan (Shuib et al. 2015). Hal ini memiliki dampak yang besar 
pada berbagai bidang seperti kesehatan. ekonomi, bisnis, pendidikan, maupun pada aspek-aspek 
mikro seperti bagaimana manusia berkomunikasi dan mencari informasi. 

Pendidikan adalah salah satu bidang yang tak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai 
teknologi informasi. Penggunaan teknologi secara masif, termasuk perangkat seluler dan media 
interaktif, telah secara pasti mengubah cara siswa berpikir dan memproses informasi serta 
memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa secara informal 
(Camilleri & Camilleri 2019).  Pendidikan kini tak hanya dilakukan di kelas-kelas secara tatap muka, 
tetapi telah mengadopsi berbagai perangkat teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Di masa kini 
bahkan para siswa juga telah bisa mengikuti kelas-kelas online.  Tamboli & Biswas  (2015) menya-
takan bahwa pertumbuhan signifikan dari teknologi komputasi nirkabel dan seluler telah 
menyebabkan konversi penyampaian pengetahuan melalui pembelajaran digital dari pembelaja-
ran jarak jauh atau distance learning (d-Learning) menjadi pembelajaran elektronik (e-Learning) 
dan pada akhirnya di masa kini menjadi model mobile learning (m-learning).  

Istilah pendidikan jarak jauh (distance learning) yang digunakan dalam banyak literatur 
sering kali digunakan untuk merujuk situasi pembelajaran di mana antara pengajar dan siswa 
maupun antara siswa dan siswa terpisah lokasinya secara geografis. Moore et al. (2011) yang 
meneliti perbedaan di antara d-learning, e-learning, dan online learning menyatakan bahwa 
penggunaan teknologi komputer memiliki dampak pada praktik d-learning. Moore et al. (2011) 
kemudian mendefinisikan distance learning  sebagai bentuk pembelajaran yang melibatkan dua 
pihak (pelajar dan instruktur), diadakan di waktu dan/atau tempat yang berbeda, serta menggu-
nakan berbagai bentuk materi dan media pembelajaran. 

E-learning didefinisikan oleh Guri-Rosenblit (2005) sebagai penggunaan media elektronik 
untuk berbagai tujuan pembelajaran yang dapat menjadi fungsi tambahan di ruang kelas tatap 
muka hingga menggantikan sepenuhnya fungsi pertemuan tatap muka dengan pertemuan online. 
Sementara itu M-leraning adalah pembelajaran yang dipandang sebagai perpanjangan dari e-
learning yang memungkinkan seseorang belajar di mana saja dan di mana saja (Tamboli  and 
Biswas 2015). Salah satu bentuk perpanjangan e-learning adalah pembelajaran dengan 
menggunakan aplikasi mobile learning yang memungkinkan seseorang belajar kapan saja dan dari 
mana saja (Tamboli and Biswas 2015). Deegan dan Rothwell (2010) memberikan definisi m-
learning  sebagai "belajar dengan bantuan perangkat seluler" sehingga, dengan berbekal 
perangkat mobile atau smartphone, pemerataan akses pendidikan bisa terjadi karena para siswa 
bisa mengunduh berbagai mobile learning applications (apps) dan belajar kapan saja serta dari 
mana saja.  

Mobile learning apps di seluruh dunia terbagi ke dalam dua versi, yakni versi gratis dan 
versi berbayar. Maka di sini bisa dilihat bahwa ada peralihan pendidikan dari kelas tatap muka ke 
bentuk mobile learning. Dalam bisnis konvensional, dengan adanya pembelian yang berkelanjutan 
atau berulang kali menjadi indikator bahwa produk tersebut diterima oleh masyarakat dan oleh 
karenanya model bisnis yang dijalankan bisa terus berjalan. Namun, kondisinya cukup berbeda 
dalam konteks bisnis mobile apps. Nilai sebuah aplikasi tidak didasarkan pada seberapa banyak 
jumlah unduhan (download) karena boleh jadi setelah mengunduh, pengguna kemudian 
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menghapus atau meng-uninstall aplikasi tersebut. Nilai sebuah aplikasi  didasarkan pada seberapa 
tinggi keterikatan (engagement) antara aplikasi dan pengguna sehingga membuat pengguna terus 
menerus memanfaatkan aplikasi itu dalam aktivitas sehari-hari (Rutz et al. 2019).   

Sebelum sampai di level keterikatan maka salah satu tahapan yang penting diperhatikan 
adalah level penerimaan. Sarrab et al. (2018) menyatakan bahwa salah satu tantangan dalam 
mengembangkan mobile learning apps adalah bagaimana penerimaan (acceptance) pengguna.  
Untuk memastikan keberhasilan adopsi sistem teknologi, penting untuk memahami dan mengi-
dentifikasi kebutuhan pengguna (Almaiah et al. 2020). Tanpa memahami kebutuhan pengguna 
dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong penerimaan pengguna terhadap suatu 
aplikasi maka aplikasi tersebut akan mudah ditinggalkan, tidak digunakan lagi, dan pada akhirnya 
tujuan dari pembuatan aplikasi itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan 
menyelidiki faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan  penerimaan (acceptance) pengguna m-
learning apps sehingga dapat digunakan bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas aplika-
sinya agar lebih mudah diterima oleh pengguna. Manfaat lain studi ini adalah memberikan landa-
san bagi studi lanjutan. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian lebih lanjut menge-
nai faktor-faktor pendorong penerimaan pengguna m-leanring apps yang lebih kompleks. Dengan 
pemaparan faktor-faktor dan kategorisasinya sesuai dengan elaborasi konseptual yang dilakukan 
peneliti diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian komunikasi dan mobile learning apps 
kedepannya.  
 

METODE PENELITIAN 

Artikel ini merupakan hasil studi konseptual, menggunakan metode analisis meta-sintesis 
dengan pendekatan meta-agregasi kualitatif. Metode meta-sintesis digunakan untuk mensintesis 
(merangkum) hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil dari analasis meta-
sintesis ini lebih dari sekedar ringkasan luas dari temuan sebelumnya, meta-sintesis dalam pene-
liƚiaŶ ŬƵaůiƚaƚif ƚidaŬ diŵaŬƐƵdŬaŶ ƵŶƚƵŬ ͚ŵeŶjƵŵůahŬaŶ͛ ƐeŵƵa data yang tersedia, melainkan 
untuk menyajikan perspektif baru tentang topik melalui penafsiran temuan dari berbagai studi 
kualitatif (Caesar Vundule, Fidelia Maforah, Rachel Jewkes 2017). 

Francis dan Baldesari mengidentifikasi langkah-langkah dalam melakukan meta-sintesis 
(Francis and Baldesari 2006, p. 92): 

a. Memformulasikan pertanyaan penelitian (formulating the review question) 
Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang memenga-
ruhi penerimaan mobile learning apps. Untuk itu dirancang beberapa pertanyaan peneli-
tian yang relevan untuk mendapatkan jawaban dari studi kualitatif, yakni: 1) Apa saja 
faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan mobile learning apps?; 2) Bagaimana faktor-
faktor tersebut bisa dikategorisasi?; 3) Teori apa yang paling sering digunakan dalam 
penelitian terkait faktor penerimaan mobile learning apps? 

b. Melakukan pencarian literatur (conducting a systematic literature search)  
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah makalah penelitian yang tersedia 
pada halaman website Emerald (https://www.emerald.com), Elsevier (www.elsevier.com), 
IEEE (www.ieee.org/publications), dan Springer (https://www.springer.com/). Pencarian 
dilakukan dengan menggunakan kata kunci antara lain mobile learning, mobile learning 
applications (apps), dan  acceptance factor  untuk lebih mudah dalam memilih studi litera-
tur mana yang cocok. 
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c. Melakukan screening dan seleksi artikel penelitian yang cocok (screening and selecting 
appropiate research articles)  
Seleksi artikel kemudian dilakukan untuk menyaring makalah yang dirasa sesuai dengan 
topik penelitian dan dapat dijadikan studi primer. Cara yang dilakukan antara lain dengan 
menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Penerapan kriteria inklusi dan eksklusi ini akan 
menjamin bahwa makalah yang digunakan benar-benar sesuai dengan konteks penelitian. 

1. Kriteria Inklusi 
x Makalah yang menjelaskan konsep mobile learning, mobile learning apps, dan 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan mobile learning dan 
mobile learning apps. 

x Makalah yang disajikan dalam Bahasa Inggris 
x Makalah yang diterbitkan pada kurun waktu 2015-2020 

 

2. Kriteria Eksklusi 
x Makalah yang tidak menjelaskan faktor-faktor penerimaan mobile learning apps 
x Makalah yang tidak menjelaskan faktor-faktor penerimaan mobile learning 
x Makalah yang hanya fokus pada faktor-faktor penerimaan mobile apps 

 

d. Melakukan analisis dan sintesis temuan-temuan kualitatif (analyzing and synthesizing 
qualitative findings)  
Dalam menyeleksi makalah, dilakukan prosedur pemilihan dengan teknik membaca cepat 
seluruh makalah kandidat studi primer yakni dengan membaca setiap bagian dalam artikel 
jurnal untuk lebih dalam dan detail. Untuk selanjutnya dengan menggunakan kriteria 
inklusi dan eksklusi yang sudah ditentukan dapat ditentukan apakah makalah akan 
dijadikan studi primer.  

e. Memberlakukan kendali mutu (maintaining quality control)  
Setelah melakukan perencanaan review selanjutnya adalah mengeksekusi rencana 
tersebut dengan mencari pada laman website yang ditentukan dan menghasilkan 36 
makalah yang menjadi kandidat studi primer. 

f. Menyusun laporan akhir (presenting findings)  
Pada tahap ini, kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan dengan cara membaca latar 
belakang masalah, tinjaukan pustaka (literature review), metodologi, hasil dan diskusi 
serta kesimpulan. dari seluruh kandidat studi primer sehingga kemudian didapatkan 13 
makalah studi primer yang sesuai dengan kriteria. 

Tabel 1. Hasil Eksekusi Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Tahun Publikasi Jurnal 
2020 Almaiah et al. 
2019 Camilleri & Camilleri, Chavoshi & Hamidi 
2018 Sarrab et al. 
2017 Hao et al.  
2016 Almaiah et al., Sabah, Sánchez-Prieto et al, Yeap et al. 
2015 AlƚhƵnibaƚ͕ MiloƓeǀić eƚ al͕͘ Mohammadi͕ Tamboli Θ BiƐǁaƐ 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerangka Konseptual :Mobile Apps, Mobile Learning, dan Mobile Learning Apps 

a. Mobile Application (apps) 

Mobile Application (apps) atau aplikasi seluler merujuk pada aplikasi perangkat lunak 

(software) yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas tertentu, yang dapat diinstal 

dan dijalankan pada berbagai perangkat digital portabel seperti smartphone dan tablet. Aplikasi 

seluler dapat dibedakan dari perangkat lunak pada umumnya dengan karakteristik berikut: 1) 

dioptimalkan untuk perangkat seluler berbasis layar sentuh; 2) sebagian besar dirancang untuk 

penggunaan pribadi; 3) ditawarkan secara gratis (kecuali untuk biaya penggunaan data seluler) 

atau untuk dijual; dan 4) tersedia untuk diunduh ke dalam perangkat seluler secara langsung 

melalui online marketplace di mana pengguna dapat menilai (rate) dan meninjau (review) aplikasi 

dan mengakses berbagai daftar peringkat aplikasi (Liu et al. 2014). 

b. Mobile Learning (M-Learning) 

Perangkat seluler (mobile) memiliki beragam fitur menarik seperti  SMS, Whatsapp dan 

berbagai aplikasi chatting,  pesan suara, perekam audio dan video, kamera, game, dan beragam 

aplikasi lainnya. Fitur-fitur ini mampu menyajikan dan menggabungkan materi multimedia  misal-

nya, audio, video, grafik, dan games edukatif yang menawarkan peluang pengajaran dan 

pembelajaran  dengan opsi baru yang lebih inovatif untuk siswa (Khan et al. 2019; Wong and Looi 

2011).  Mobile learning atau m-learning adalah sejenis electronic learning (e-learnin)g yang 

menggunakan teknologi seluer (mobile) untuk menciptakan lingkungan belajar tanpa terbatas  

tempat dan waktu (Chavoshi and Hamidi 2019). Almaiah & Al Mulhem (2019) mendefinisikan m-
learning sebagai teknologi baru untuk pembelajaran yang menggunakan perangkat seluler untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran yang terkait dengan siswa dengan memberi mereka akses 

yang mudah kepada konten pembelajaran. Sementara itu Bernacki et al. (2020) menyatakan 

dalam m-learning ada aktor manusia yang melibatkan siswa berinteraksi dengan teman sebaya 

dan pengajar atau bahkan para ahli, dan ini dapat dilakukan secara langsung melalui online baik 

secara sinkron dan asinkron.  

c. Mobile Learning Application (app) 

Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet memungkinkan individu, termasuk siswa, 

untuk mengakses dan meninjau materi pembelajaran dari mana saja secara virtual (Camilleri and 

Camilleri 2019). Mobile learning apps adalah m-learning yang dirancang sebagai software aplikasi 

mandiri dan dapat berjalan  pada perangkat seluler individu dengan konektivitas server back-end 

di mana para pengembang aplikasi dapat membangun aplikasi pembelajaran sebagai bentuk asli 

yang diinstal pada perangkat seluler, sebagai web-based yang berada di server dan dapat diakses 

melalui Internet, ataupun sebagai bentuk hybrid yang merupakan kombinasi keduanya, yakni 

dapat diinstal pada perangkat dan diakses melalui web (Sarrab et al. 2015; Sarrab et al. 2018) 

sehingga dapat dikatakan bahwa mobile learning applications (m-learning apps) adalah salah satu 

kanal pembelajaran m-learning berupa software aplikasi yang dijalankan di perangkat seluler. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Mobile Learning Apps 

Beberapa manfaat penggunaan mobile learning apps disebutkan dalam beberapa penelitian 

terdahulu. Menurut Camilleri & Camilleri (2019) mobile learning apps memberikan beberapa 

manfaat menyediakan akses instan ke sumber belajar sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan 

dengan adanya feedback  langsung dari pengajar kepada siswa, dan dapat mendorong siswa untuk 
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merasakan pengalaman belajar mendalam. Penggunaan mobile learning apps juga 
memungkinkan individu menjadi lebih produktif ketika mereka mengonsumsi, membuat atau 
berinteraksi dengan informasi melalui perangkat yang mobile dan portabel, karena perangkat ini 
terlibat hampir dalam keseluruhan aktivitas manusia sehari-hari (Soad et al. 2016). 

Sarrab et al. (2018) menyatakan agar aplikasi dapat diterima dengan baik, maka dalam 
pengembangannya harus memperhatikan aspek manusia atau berbasis pada human-centered 
activity. Selain itu dalam mengembangkan mobile learning apps, memahami dan memetakan 
faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerimaan aplikasi tersebut menjadi sangat 
penting (Almaiah and Al Mulhem 2019). Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan harus 
dipetakan di setiap tahapan pengembangan aplikasi (Almaiah et al. 2020). Hal ini bermanfaat agar 
faktor yang mengakibatkan kegagalan adaptasi teknologi dapat diminimalisir. Untuk itu menjadi 
sangat penting memetakan faktor-faktor penerimaan mobile learning apps. 

Dari studi yang dilakukan, berikut faktor-faktor dan teori yang digunakan dalam penelitian 
terkait studi penerimaan mobile learning apps yang berasal dari 13  makalah studi primer: 

 

Tabel 2. Rangkuman Teori dan Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Mobile Learning Apps 

Peneliti Tujuan Teori Faktor yang Mempengaruhi 
Penerimaan 

Almaiah et al. 
(2020) 

Untuk mengusulkan model 
baru yang mempelajari 
pengaruh berbagai faktor 
terhadap pengembangan 
mobile learning apps pada tiga 
tahap utama penggunaan 
(tahap statis, tahap interaksi, 
dan tahap transaksi) 

TAM, UTAUT, 
TRA, TPB 

System compatibility, security, 
information quality, awareness, 
perceived  functional, self-
eficacy, 
perceived image, perceived 
uncertainty, availability of 
resources, and perceived trust 

Camilleri & 
Camilleri 
(2019) 

Untuk mempelajari motivasi 
intrinsik dan ekstrinsik siswa 
sekolah dasar terhadap m-
learning melalui  games di 
perangkat seluler siswa baik di 
rumah maupun di sekolah. 

TAM Perceived Usefullness, 
Behavioral intentions 

Chavoshi & 
Hamidi (2019) 

Untuk mengeksplorasi faktor - 
faktor penting yang 
mempengaruhi penerimaan 
m-learning di Iran.  

TAM, UTAUT Perceived usefullness,  learning 
content quality,  interaktivitas, 
facilitating conditions, UI, 
Mobile Device Limitations, 
Government Support, Social 
Influence, Personal 
innovativeness, self-aficiacy, 
trust 

Sarrab et al. 
(2018) 

Untuk menyelidiki pentingnya 
mempertimbangkan faktor 
manusia saat 
mengembangkan mobile 
learning apps 

- Human factors: flexibility, 
suitability, sociability, efficiency, 
enjoyment, dan economics 

Hao et al. 
(2017) 

Untuk menyelidiki faktor yang 
mempengaruhi adopsi m-
learning diantara mahasiswa 
China. 

TAM, UTAUT Perceived usefulness and 
perceived ease of use, Perceived 
facilitation condition, Social 
subjective norm, Social image, 
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Voluntariness, Personal 
innovativeness 

Almaiah et al. 
(2016) 

Untuk  mengusulkan model 
yang menguji efek dari tiga 
jenis faktor kualitas pada 
penerimaan m-learning apps 
di Yordania.  

TAM Perceived usefulness and 
perceived ease of use, learning 
content quality, content design 
quality, interactivity, 
functionality, user interface, 
accessibility, availability, 
personalization, responsiveness 

Sabah (2016) Untuk menyelidiki kesadaran 
dan persepsi siswa tentang m-
learning dan memeriksa 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi behavioral 
intention siswa untuk 
mengadopsi m-learning  

TAM, UTAUT Perceived usefulness and 
perceived ease of use, m-
learning service, social influence 

Sánchez-Prieto 
et al. (2016) 

Untuk menyelidiki faktor-
faktor yang mempengaruhi 
adopsi m-learning di 
universitas-universitas 
Spanyol. 

TAM Subjective norm, self-efficacy, 
facilitating conditions, previous 
experience, dan perceived 
enjoymen 

Yeap et al. 
(2016) 

Untuk memahami faktor-
faktor yang mendorong adopsi 
m-learning di kalangan siswa 
dalam pendidikan tinggi 

TPB Attitude, subjective norm and 
perceived 
behavioral control, subjective 
norm and improve perceived 
behavioral control. 

Althunibat 
(2015) 

Untuk menentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi 
niat siswa Yordania untuk 
menggunakan m-learning 

TAM, UTAUT Self efficacy, facilitating 
conditions, dan 
service quality 

MiloƓeǀić eƚ al͘ 
(2015) 

Untuk menyelidiki hasil 
penerapan teknologi baru 
dalam pendidikan tinggi 
dengan penekanan khusus 
pada m-learning sebagai 
pendekatan pembelajaran 
yang inovatif  dan modern. 

- Performance expectancy, effort 
expectancy, lecturer's influence, 
quality of service, personal 
innovativeness 

Mohammadi 
(2015) 

Untuk mengidentifikasi 
kemungkinan faktor - faktor 
yang mempengaruhi adopsi 
sistem m-learning 

- Subjective norm, self-efficacy, 
personal 
innovativeness, dan perceived 
image 

Tamboli & 
Biswas (2015) 

Untuk menyelidiki dan 
mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
penerimaan siswa terhadap 
m-learning dan menguji 
hubungan antara variabel yang 
berdampak pada penerimaan 
m-learning 

TAM Perceived usefullnes, perceived 
ease of use, Behavioral 
Intention, Attitude, Learning 
Management Systems, 
Supportive,Content-Based, 
Context- 
Based and Collaborative 
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 Dari tabel 2 terlihat bahwa ada begitu banyak faktor yang memengaruhi penerimaan m-
learning. Jika masing-masing faktor dieksplorasi secara terpisah dan di luar konteks m-learning, 
maka masing-masing memerlukan penelitian mendalam lebih lanjut (Chavoshi and Hamidi 2019).  
Dalam studi sebelumnya terkait m-learning, kategorisasi faktor-faktor yang memengaruhi 
penerimaan m-learning masih sangat terbatas antara lain pada penelitian Hao et al. (2017) dan 
Chavoshi & Hamidi (2019).  Hao et al. (2017) menyajikan tiga kategori, yakni: pedagogi, sosial, dan 
personal. Chavoshi & Hamidi (2019) kemudian mengembangkannya menjadi empat kategori 
yakni pedagogi, sosial, individual, dan teknologi.  

Dalam studi ini, peneliti memeriksa, menggabungkan beberapa faktor di atas berdasarkan 
kesamaanya, dan melakukan analisis meta sintesis. Setelah itu faktor-faktor yang ada dianalisis 
dan dikategorisasi ulang menggunakan rujukan dari  Hao et al (2017) dan Chavoshi & Hamidi 
(2019). Dari rujukan terebut, kemudian diperoleh lima aspek kategori yakni: Individu, Pedagogi, 
Teknologi, dan Sosial dari makalah rujukan  Hao et al (2017) dan Chavoshi & Hamidi (2019) serta 
tambahan kategori Manajemen karena ada beberapa faktor yang tidak dapat dimasukkan dalam 
empat kategori lainnya. Dari hasil analisis meta-sintesis, peneliti menemukan bahwa setiap faktor 
itu dapat dikelompokkan lebih lanjut sebagaimana penjelasan berikut: 
a. Individu 

Setiap individu merupakan manusia yang unik. Penerimaan individu terhadap suatu 
teknologi akan berbeda satu dengan yang lainnya serta tergantung pada faktor-faktor seperti 
tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin dan minat individu (Chavoshi and Hamidi 2019). 
Karakteristik individu masing-masing orang sehubungan dengan alam bawah sadar dan 
pengalaman hidupnya dapat berbeda satu sama lain secara langsung atau tidak langsung 
memengaruhi kehendaknya dalam menggunakan m-learning (Chavoshi and Hamidi 2019).  
b. Pedagogi 

M-learning lebih dari sekedar mengakses informasi melalui perangkat seluler. Tujuan meng-
gunakan perangkat seluler dalam pembelajaran adalah meningkatkan pembelajaran dengan 
menggunakan fitur spesifik dari perangkat seluler, yang memfasilitasi dan meningkatkan 
pembelajaran (Chavoshi and Hamidi 2019) sehingga aplikasi dan aktivitas pembelajaran mobile 
membutuhkan desain pedagogis yang cermat dan mencerminkan teori pembelajaran dan 
memenuhi kebutuhan pelajar (Hao et al. 2017).  
c. Teknologi 

M-learning merupakan pembelajaran berbasis teknologi sehingga aspek teknologi 
merupakan bagian tak terpisahkan dimana faktor-faktor yang masuk dalam kategori ini  telah 
terbukti membawa dampak bagi penerimaan pengguna (Chavoshi and Hamidi 2019)  
d. Sosial 

Sebagaimana pendidikan berbasis tatap muka yang tak lepas dari faktor-faktor sosial, pendi-
dikan berbasis teknologi, yakni m-learning pun tak dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh aspek 
sosial. Dalam menggunakan teknologi m-learning, setiap orang akan menjadi aktor sosial di mana 
mereka dipengaruhi oleh kelompok dan memengaruhi kelompok (Hao et al. 2017). Begitu pula 
lembaga atau organisasi yang menerapkan m-learning tentu tak dapat dilepaskan dari pengaruh 
lembaga atau bahkan pemerintah sebagaimana setiap individu dalam adopsi teknologi juga 
dipengaruhi oleh orang lain (Chavoshi and Hamidi 2019). 
e. Manajemen 

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya ada tiga faktor yang tidak dapat masuk ke dalam 4 
kategorisasi lainnya, tetapi dalam kategori manajemen yakni: information quality, quality of 
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service, dan learning management system. Kualitas informasi (Information quality) merujuk pada 
kelengkapan, akurasi, keteraturan, kemudahan untuk dipahami, up to date, dan informasi tersedia 
secara tepat waktu bagi pengguna m-learning apps (Almaiah et al. 2020). Kualitas pelayanan 
(quality of service) merujuk pada kualitas layanan m-learning yang ditawarkan dan bagaimana 
persepsi serta kepuasan konsumen atas layanan tersebut ;MiloƓeǀić eƚ al͘ ϮϬϭϱͿ. Sementara itu 
learning management system merujuk pada kemampuan sistem untuk mencegah terjadinya 
kesalahan (error) serta adanya konsistensi dan standar pada sistem (Tamboli and Biswas 2015). 
Dengan kata lain, tiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor manajemen dari pihak penyedia 
layanan jasa mobile learning.  

Tabel 3: Kategorisasi  Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Mobile Learning Apps 

Individu Pedagogi Teknologi Sosial Manajemen 

Perceived ease of 
use 

Learning content 
quality System quality Government 

support 
Information 
quality  

Perceived 
Usefullness Interactivity System 

compatibility Social Influence Quality of service 

Behavioral 
intentions 

Perceived 
facilitation 
condition 

Security Collaborative 
Learning 

management 
system 

Voluntariness Attitude learning Availability of 
resources 

Economic 
 Social subjective 

norm 
 

Previous experience Content quality User Interface Social image  
Personal 

innovativeness  Mobile Device 
Limitations   

Perceived 
uncertainty  Performance 

expectancy   

Perceived trust  Facilitating 
conditions    

Perceived 
behavioral control  Perceived  

Functional   

Awareness     
Self-eficacy     
Flexibility     
Suitability     

Efficiency     
Enjoyment     

 

Perkembangan Teori Penerimaan Pengguna 

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa Technology Acceptance Model 
(TAM) dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) merupakan dua teori 
yang paling sering digunakan untuk mengukur faktor penerimaan teknologi pada mobile learning 
sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2, TAM digunakan oleh 9 dari 13 penelitian. Teori-teori 
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lain yang juga digunakan dalam penelitian terkait penerimaan pengguna adalah Theory of 
Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned Behaviour (TPB) 

Technology Acceptance Model (TAM) dibuat oleh Fred D. Davis (1989) untuk memprediksi 
dan menjelaskan konteks adopsi atau penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. TAM, 
yang diperkenalkan oleh Davis (1986), adalah adaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang 
dirancang khusus untuk memodelkan penerimaan pengguna terhadap sistem informasi dengan 
tujuan untuk memberikan penjelasan tentang faktor-faktor penentu penerimaan teknologi yang 
mampu menjelaskan perilaku pengguna di berbagai teknologi dan populasi pengguna (Davis et al. 
1989). Dengan menggunakan model ini, para pengambil kebijakan terkait dapat memprediksi 
mengidentifikasi mengapa sistem tertentu mungkin tidak dapat diterima, dan mengeksplorasi ala-
san di baliknya serta mencari langkah perbaikan yang tepat. Tujuan utama dari TAM  adalah untuk 
memberikan dasar ketika akan melacak dampak faktor eksternal terhadap keyakinan, sikap, dan 
niat di internal pengguna (Davis et al. 1989).  

Davis (1989) menyatakan bahwa TAM menunjukkan sikap individu untuk menerima atau 
menolak informasi teknologi akan dikondisikan oleh Perceived Usefullness  dan  Perceived ease of 
use (PEoU)  dalam menggunakan suatu teknologi (Davis 1989).  Manfaat yang dirasakan (PU) dan 
persepsi kemudahan penggunaan (PEoU) adalah penentu utama dari sikap individu terhadap 
perilaku penggunaan teknologi  (Davis 1989). 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Technology Acceptance Model (TAM) - (Davis et al. 1989) 
 

Perceived Usefulness 

 Davis (1989) mendefinisikan Perceived Usefulness Ɛebagai kondiƐi ͚ƐejaƵh mana ƐeƐeorang 
percaǇa bahǁa menggƵnakan ƐiƐƚem ƚerƚenƚƵ akan meningkaƚkan kinerja pekerjaannǇa͛͘ Davis 
(1989) merujuk pada kondisi seseorang ketika akan mengambil sikap untuk menggunakan atau 
tidak menggunaka sebuah aplikasi sebagai dampak dari keyakinan apakah  itu bermanfaat (useful) 
atau tidak, apakah itu akan membantu mereka bekerja dengan lebih baik atau tidak. 

Perceived Ease of Use 

 Davis (1989)  menyatakan bahwa Perceived Ease of Use  merujuk pada kondisi sejauh mana 
seseorang percaya bahwa menggunakan sistem teknologi  tertentu akan  terasa mudah (free of 
effort) dan bebas dari kesulitan atau membutuhkan usaha yang besar. Davis (1989) merujuk 
kondisi seseorang yang meyakini bahwa sistem teknologi itu mudah digunakan dan upaya 
menggunakan aplikasi tersebut sebanding dengan manfaat yang didapatkan sehingga aplikasi 
yang lebih mudah digunakan akan lebih diterima oleh pengguna (Davis 1989). 

Sementara itu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang 
merupakan teori terbanyak kedua yang digunakan dalam studi primer digagas oleh Venkatesh et 
al., (2003). UTAUT dirancang dengan mengintegrasikan 8 model yang menjelaskan behavioral 
intention to use (BITU) antara lain adalah Theory of Reasoned Action (TRA), Technology 

External 
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Perceived 
Usefulness  (U) 
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of Use (E) 

Attitude 
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Using (A) 
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Acceptance Model, Motivational  Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), Model 
gabungan TAM dan TPB, Model of PC  Utilization, Innovation Diffusion Theory, dan Social Cognitive 
Theory. Teori ini mempertimbangkan empat konstruksi utama yang memengaruhi BITU, yakni 
performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan variabel 
eksternal. Semua konstruksi tersebut memiliki efek langsung pada BITU dan variabel eksternal 
memoderasi pengaruh konstruksi pada BITU. Dari hasil analisis, terlihat bahwa ada tren 
perkembangan teori penerimaan di mana tidak hanya sampai di tahap penerimaan, tetapi 
berkembang hingga ke tahap penggunaan yang kemudian memengaruhi adopsi, adaptasi, dan 
implementasi teknologi oleh pengguna. 

 

KESIMPULAN 

Transformasi teknologi telah mengubah wajah pendidikan. Di era sekarang siswa tak 
hanya belajar di kelas tatap muka, tetapi juga dapat menimba ilmu melalui mobile learning apps. 
Dari penelitian ini telah diperoleh 37 faktor (dalam Tabel 3) yang memengaruhi penerimaan 
individu dalam menggunakan mobile learning apps. Penerimaan pengguna mobile learning 
application dapat dikelompokkan dalam lima kategori : 1) Individu, 2) Pedagogi, 3) Teknologi, 4) 
Sosial, dan 5) Manajemen. Kategorisasi faktor-faktor tersebut diharapkan dapat memudahkan 
penggunaan dalam pengembangan studi lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi 
penerimaan pengguna m-learning apps.  

Dengan memahami faktor-faktor tersebut dan kategorisasinya, pengembang aplikasi 
mobile learning juga dapat menggunakannya sebagai panduan dalam mengembangkan mobile 
learning apps. Faktor-faktor dalam kategori individu, memberikan gambaran bahwa penting bagi 
pengembang untuk memperhatikan dan memetakan sasaran pengguna aplikasi. Merancang 
mobile learning apps, untuk siswa sekolah dasar tentu berbeda dengan target pengguna 
mahasiswa. Faktor-faktor dalam kategori pedagogi memberikan gambaran bagi pengembang 
bagaimana seharusnya pembelajaran yang dirancang dalam mobile learning apps, misalnya 
antara lain harus memperhatikan faktor konten pembelajaran yang sesuai dengan target 
pengguna dan interaktivitas dalam pembelajaran. Faktor-faktor dalam kategori teknologi dapat 
memandu aspek-aspek dalam teknologi yang harus diperhatikan pengembang misalnya aspek 
keamanan dan user interface. Faktor-faktor dalam kategori sosial dapat memandu pengembang 
untuk mendapatkan dukungan sosial misalnya dukungan dari pemerintah atau influencer 
sehingga mobile learning apps yang dikembangkan dapat lebih mudah diterima pengguna. Faktor-
faktor dalam kategori manajemen dapat memandu pengembang untuk memastikan kualitas 
layanan, informasi, dan sistem pembelajaran dapat diterima pengguna dengan baik. Sehingga 
dengan memperhatikan lima kategori itu pengembang dapat fokus dalam pengembangan aspek-
aspek yang penting bagi peneriman mobile learning apps. 

Selain itu, teori yang paling banyak digunakan dalam studi penerimaan pengguna mobile 
learning apps adalah Technology Accepatance Model (TAM) yang digagas oleh Davis (1989) diikuti 
oleh Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang digagas Venkatesh et al. 
(2003). Penelitian ini berkontribusi untuk menunjukkan bahwa konsep penerimaan yang sekarang 
sudah berkembang menjadi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sehi-
ngga kini tidak hanya penerimaan, tetapi juga penggunaan, yang kemudian berkembang menjadi 
adopsi, adaptasi, atau implementasi teknologi oleh pengguna. Temuan ini harapannya dapat 
digunakan sebagai acuan dalam penelitian mengenai studi penerimaan ke depannya ataupun 
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dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah sering digunakan dalam penelitian 
sejenis. 

Keterbatasan dalam penelitian ini dapat membuka ruang baru untuk penelitian lebih 
lanjut. Penelitian ini hanya memaparkan secara konseptual tentang faktor-faktor yang 
mendorong penerimaan pengguna mobile learning apps. Penelitian ini dapat dikembangkan dan 
dielaborasi lebih lanjut dengan menyelidiki kaitan antara faktor-faktor penerimaan dengan 
keterikatan pengguna (engagement) serta bagaimana dampaknya pada aspek bisnis m-learning 
apps. 
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Abstract 
Small and Medium Industry (SMI) owners believe that digitalization will provide many 
benefits. However, not all of them implement digitalization due to barrier in the 
implementation. The purpose of this study is to analyze local government role in 
accelerating digital transformation for SMI and identify the local government agencies 
involved. The method used in this research was explanatory research with analytical 
techniques using Gartner Analytic Ascendancy Model, which consisted of 4 stages: 
descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive. The results of this study indicated that 
the local government of Yogyakarta Special Region needed to take some actions to 
overcome the barriers that arise in implementing the digitalization, including SMI digital 
literacy education, e-commerce training and assistance, optimizing the role of UPL-IKM, 
improving Jogjaplaza applications, promoting Jogjaplaza, and expanding the internet 
network to all villages. These activities will involve the Industry and Trade Agency and the 
Communication and Information Agency of Yogyakarta Special Region. 
 
Keywords: local government role, digital transformation, digitalization, small and medium 
industries, Gartner Analytic Ascendancy Model 

 
 

Abstrak 
Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) meyakini bahwa digitalisasi akan 
memberikan banyak manfaat. Namun, belum semua pelaku usaha IKM menerapkan 
digitalisasi karena adanya hambatan dalam tahap implementasinya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis  peran pemerintah daerah dalam akselerasi 
transformasi digital bagi pelaku usaha IKM serta mengidentifikasi Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
explanatory research dengan teknik analisis menggunakan Gartner Analytic Ascendancy 
Model yang meliputi 4 tahapan, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY perlu melakukan kegiatan 
untuk menghilangkan hambatan yang muncul dalam implementasi digitalisasi, yang 
meliputi edukasi literasi digital bagi IKM, pelatihan dan pendampingan e-commerce bagi 
IKM, optimalisasi peran UPL-IKM, perbaikan aplikasi Jogjaplaza, promosi aplikasi 
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Jogjaplaza, dan memperluas jaringan internet sampai ke seluruh kelurahan. Kegiatan 
tersebut melibatkan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY serta Dinas 
Komunikasi dan Informatika DIY. 
 
Kata kunci: peran pemerintah daerah, transformasi digital, digitalisasi, industri kecil dan 
menengah, Gartner Analytic Ascendancy Model 
 
 

PENDAHULUAN 

Penggunaan internet di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun 
(Purwandini and Irwansyah 2018). Bahkan saat terjadinya pandemi Covid-19, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika RI mencatat penggunaan internet mengalami kenaikan 5-10%. Hal 
ini imbas dari diberlakukannya Work From Home (WFH) yang memungkinkan para karyawan baik 
negeri maupun swasta melaksanakan tugas pekerjaan dari rumah tempat tinggalnya dan 
terhubung melalui jaringan internet. Aplikasi yang digunakan masyarakat bervariasi sesuai 
kebutuhan, tetapi didominasi oleh aplikasi instant messaging, media sosial, dan online meeting.  

Media sosial kini menjadi media komunikasi interaktif dan dapat diakses tanpa mengenal 
batas ruang dan waktu (Purwandini and Irwansyah 2018). Tidak hanya untuk berjejaring, media 
sosial juga dimanfaatkan untuk kegiatan komersial (Purwandini and Irwansyah 2018), maka tidak 
heran apabila pada akhir-akhir ini banyak pelaku usaha terutama Industri Kecil dan Menengah 
(IKM) yang menawarkan layanan online on demand menggunakan media sosial sebagai jalur 
pemasarannya. Cara lain pelaku usaha dalam memasarkan produknya adalah melalui aplikasi 
yang memang didesain secara khusus untuk berjualan, seperti Shopee, OLX, Tokopedia, dan 
Bukalapak. Masing-masing tentu memiliki keunggulan serta kekurangan. Banyak media yang 
dapat dimanfaatkan, banyak cara yang dapat digunakan. Semua berjalan mengikuti tren 
perkembangan ƚeknologi Ɛaaƚ ini Ɛerƚa ͞dipakƐa͟ oleh Coǀid-19 untuk melakukan hal tersebut 
demi menjaga kelangsungan hidup usahanya. Dari yang dulunya offline sekarang menjadi online, 
dari yang dulunya manual sekarang menjadi digital. Inilah perubahan yang telah terjadi. 
Perubahan yang kemudian mengoneksikan antara hardware, software, layanan, data, dan 
konten digital atau biasa disebut dengan istilah transformasi digital (Bloem et al. 2014). 

Konektivitas secara digital dapat terjadi karena adanya perantara teknologi digital. 
Teknologi digital berkembang dengan pesat dan memberikan pengaruh pada hampir semua 
bidang terlebih pada aspek sosial dan ekonomi (Pischetola 2011; Gultom, Cahyadi, and Hertanti 
2017). Teknologi digital semakin berkembang seiring meluasnya pemanfaatan internet (Gani 
2018). Selama ini internet dikenal sebagai jaringan yang menghubungkan manusia dengan 
informasi. Namun, kini internet telah berkembang dan mampu menghubungkan benda-benda 
atau objek yang ada di sekitar kita serta mampu mengirim dan menerima data (Meutia 2017). 
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan, pengguna internet di DIY 
pada akhir Tahun 2018 adalah 2,81 juta orang atau sekitar 73,8% dari populasi penduduknya 
(APJII 2018). Lebih tinggi dibandingkan rata-rata penetrasi pengguna internet nasional yang 
berada di angka 64,8% (APJII 2018). Apabila dilihat dari perilakunya, penggunaan internet 
diantaranya untuk mengakses aplikasi instant messaging (24,7%), sosial media (18,9%), mencari 
informasi terkait pekerjaan (11,5%), mencari data terkait kuliah atau sekolah (9,6%), bermain 
game (5,7%), membaca berita (5,5%), menonton film dan video (5%), mencari informasi produk 
(2,8%), jualan secara online (2,4%), serta mendengarkan musik (1,3%) (APJII 2018). Konektivitas 
secara digital dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan 



IPTEK-KOM, Vol. 22 No. 1, Juni 2020: 59 - 75 eISSN 2527 - 4902 
 

| 61 

ekonomi. Konektivitas digital bukan hanya menghubungkan antarpelaku kegiatan ekonomi, 
tetapi juga mampu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dengan cara baru yang 
efisien. Selain itu, konektivitas digital juga membuat proses bisnis dan pengambilan keputusan 
menjadi lebih mudah. Kedepannya, konektivitas digital diperkirakan menjadi tulang punggung 
bagi perusahaan (Simpson 2018).  

Transformasi digital telah dilakukan oleh sebagian pelaku usaha IKM. Namun, 
kenyataannya masih ada yang belum familiar dengan teknologi. Mereka masih menggunakan 
cara-cara lama dalam melakukan proses bisnisnya meskipun omset menurun. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa kesenjangan digital (digital divide) masih terjadi di masyarakat kita saat ini, 
termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Purwana, Rahmi, and Aditya 2017). 
Kesenjangan digital adalah suatu keadaan yang menunjukkan sebagian orang telah 
memanfaatkan berbagai teknologi digital secara nyaman dalam kesehariannya, tetapi sebagian 
orang yang lain belum (Baase 2013). Kesenjangan digital merupakan salah satu dampak dari 
adanya hambatan-hambatan dalam pengimplementasian teknologi (Tyas, Budiyanto, and 
Santoso 2016). Dalam situasi yang seperti ini, diperlukan campur tangan pemerintah dan pihak-
pihak yang berkompeten untuk mengatasi kesenjangan digital sehingga transformasi digital 
dapat dilakukan dengan cepat dan merata. Harapannya adalah agar pelaku usaha IKM dapat 
mengikuti tren perkembangan teknologi yang saat ini terjadi dan memanfaatkan untuk 
mendukung proses bisnisnya.  

Penelitian dalam ranah digitalisasi yang menyangkut Industri Kecil dan Menengah di 
Daerah Istimewa Yogyakarta sudah pernah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah Intanny, 
Widiyastuti, dan Perdani (2018) yang mengukur kebergunaan dan pengalaman pengguna 
marketplace Jogjaplaza, serta Pratama dan Purnomo (2018) yang meneliti pengembangan smart 
city melalui aplikasi jogja smart service (JSS). Di dalam JSS terdapat sub aplikasi dodolan dan 
nglarisi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah di Yogyakarta. 
Namun, penelitian tersebut tidak menunjukkan langkah yang harus diambil oleh pemerintah 
daerah dalam rangka membantu transformasi digital bagi industri kecil dan menengah, terutama 
di Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas 2 (dua) masalah berikut: (1) 
Bagaimana peran pemerintah daerah dalam akselerasi transformasi digital bagi pelaku IKM? (2) 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang terlibat dalam akselerasi transformasi digital 
bagi pelaku IKM? Teknik analisis menggunakan Gartner Analytic Ascendancy Model. Model ini 
dipilih karena kemampuannya dalam menyajikan analisis data secara komprehensif mulai dari 
menggambarkan kejadian saat ini, mendiagnosis penyebab terjadinya masalah, memrediksi apa 
yang akan terjadi, hingga menentukan langkah yang harus dilakukan (Eriksson, Bigi, and Bonera 
2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja peran pemerintah daerah dalam 
akselerasi transformasi digital bagi pelaku usaha IKM di Daerah Istimewa Yogyakarta serta 
mengidentifikasi OPD yang terlibat. Harapannya, paper ini dapat memberikan kontribusi literatur 
untuk melengkapi penelitian terdahulu terkait peran Pemerintah Daerah dalam membantu 
transformasi digital IKM serta bermanfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan dan perumusan kegiatan. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research, yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh objek 
penelitian dan mencari jawaban terhadap fenomena permasalahan yang dirumuskan (Subiyanto 
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1993). Penelitian diawali dengan mempelajari data dan bahan yang dikaitkan terhadap 
fenomena transformasi digital pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah khususnya di Daerah 
Istimewa Yogyakarta kemudian mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam 
implementasinya. Data dan bahan yang digunakan diperoleh dari sumber buku, jurnal, laporan, 
peraturan perundang-undangan, kebijakan, diskusi, serta penelusuran daring. Pengumpulan 
data dilakukan dalam rentang waktu Bulan Maret sampai dengan April Tahun 2020. Teknik 
analisis dalam penelitian ini menggunakan Gartner Analytic Ascendancy Model yang meliputi 4 
tahapan, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif (Jacob 2017). Tahapan tersebut 
digunakan secara berurutan. Tahap pertama adalah deskriptif, digunakan untuk menggambarkan 
fenomena dan masalah yang terjadi saat ini. Tahap kedua adalah diagnostik, digunakan untuk 
mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah. Tahap ketiga adalah prediktif, digunakan untuk 
memrediksi dan memahami dampak yang akan terjadi di kemudian hari (Jain, Shao, and Shin 
2017). Tahap keempat adalah preskriptif, digunakan untuk menentukan langkah dan keputusan 
yang harus diambil (Lepenioti et al. 2019). Melalui teknik analisis Gartner Analytic Ascendancy 
Model diharapkan dapat diketahui langkah dan kebijakan pemerintah daerah dalam akselerasi 
transformasi digital bagi pelaku usaha IKM serta OPD yang terlibat. Setelah 4 tahapan tersebut, 
selanjutnya ditarik kesimpulan dengan penyajian kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskriptif 

Media Digital yang Digunakan Saat Ini 

Aktivitas usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) selalu dipengaruhi oleh lingkungan 
internal maupun eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari beberapa atribut yang berada di 
luar kendali usaha IKM seperti politik dan hukum, lingkungan bisnis lokal, lingkungan bisnis 
global, lingkungan sosio-kultural, kondisi perekonomian, dan teknologi (Ebert and Griffin 2013). 
Teknologi yang digunakan oleh IKM dapat berupa teknologi analog (manual) maupun teknologi 
digital. Pelaku usaha IKM semakin menyadari kekuatan internet dan media digital dalam 
peningkatan kinerja usahanya (Slamet et al. 2016). Media digital merupakan format konten yang 
dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Konten tersebut antara lain terdiri dari website, 
media sosial, aplikasi, gambar dan video digital, serta audio digital. Media digital yang sangat 
penting bagi pelaku IKM untuk menyampaikan informasi serta berinteraksi dengan konsumen 
adalah website, media sosial, dan aplikasi mobile messaging (Pande, Tarbani, and Ingalkar 
2014)(Slamet et al. 2016)(Himawan and Baihaqi 2016). Adapun media digital yang dominan 
digunakan di Indonesia seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Media Digital yang Digunakan di Indonesia 

Jenis Media Digital Nama Aplikasi Pengguna Sumber Data 
Messaging WhatsApp 83 % (Katadata 2019a) 
 Line 59 % (Katadata 2019a) 
 FB Messenger 37 % (Katadata 2019a) 
 BBM 38 % (Katadata 2019a) 
 WeChat 28 % (Katadata 2019a) 
 Snapchat 26 % (Katadata 2019a) 
Social Media Youtube 88 % (Katadata 2020) 
 Facebook 82 % (Katadata 2020) 
 Instagram 79 % (Katadata 2020) 
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 Twitter 56 % (Katadata 2020) 
 LinkedIn 35 % (Katadata 2020) 
 Pinterest 34 % (Katadata 2020) 
E-Commerce Tokopedia  28 % (Katadata 2019b) 
 Shopee  24 % (Katadata 2019b) 
 Bukalapak  18 % (Katadata 2019b) 
 Lazada 12 % (Katadata 2019b) 
 Blibli  9 % (Katadata 2019b) 
 JD ID 2 % (Katadata 2019b) 
Productivity Zahir Tidak ada data (Ria 2018) 
 Teman Bisnis Tidak ada data (Ria 2018) 
 UangKu Tidak ada data (Ria 2018) 
 Money 

Manager 
Tidak ada data (Ria 2018) 

 

Selain menggunakan media tersebut di atas, pelaku usaha IKM DIY juga memanfaatkan 
media digital lokal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Daerah 
Kabupaten atau Kota untuk promosi, berjualan, ataupun sekedar mencatatkan diri agar data 
masuk di database pemerintah daerah. Media digital lokal yang ada di DIY seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Media Digital Lokal DIY 

Nama Aplikasi URL Pengelola Catatan 
SiBakul  sibakuljogja.jogjaprov.go.id Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil 
Menengah DIY 

� Merupakan Sistem Informasi Pembinaan 
Koperasi dan Pelaku Usaha di DIY. 

� Berfungsi sebagai basis data koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah. 

� Bekerjasama dengan Bank BPD DIY 
dengan menerbitkan kartu anggota.  

Jogjaplaza Jogjaplaza.com Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan DIY 

� Didesain sebagai pasar online bagi pelaku 
usaha Industri Kecil dan Menengah di DIY. 

� Layanan sudah tidak aktif sejak 
nomenklatur Balai Pelayanan Bisnis 
dihilangkan. 

Dodolan dodolan.jogjakota.go.id Pemerintah Kota 
Yogyakarta 

� Sebagai marketplace khusus untuk pelaku 
Usaha Mikro Kecil dan Menangah di Kota 
Yogyakarta. 

Nglarisi Melalui aplikasi Android 
Jogja Smart Service atau 
URL jss.jogjakota.go.id 

Pemerintah Kota 
Yogyakarta 

� Sebagai marketplace khusus untuk pelaku 
Usaha Mikro Kecil dan Menangah sektor 
makanan dan minuman di Kota 
Yogyakarta. 

� Untuk menguatkan program Gandeng-
Gendong. 

� Pengguna harus mendaftar di JSS. 
 

Media digital lokal di atas cenderung bersifat kaku dan lebih menguntungkan sisi peme-
rintah daripada pelaku usaha. Melalui media tersebut pemerintah daerah berhasil mendapatkan 
data dari pelaku usaha. Namun, beberapa aplikasi kurang memberikan manfaat bagi para pelaku 
usaha sehingga partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan aplikasi cukup rendah 
(Pratama and Purnomo 2018). Sebagai contoh aplikasi Jogjaplaza, pengguna menganggap 
layanan yang tersedia mudah digunakan, tetapi tidak mendukung transaksi perdagangan secara 
elektronik (Intanny, Widiyastuti, and Perdani 2018). Pelaku usaha ingin profilnya tercatat di 
database pemerintah daerah, harapannya apabila ada kegiatan yang sesuai agar dapat diikutkan. 
Harapan lain pelaku usaha dengan memanfaatkan media digital adalah meningkatkan penjualan 
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dan efektivitas dalam pemasaran (Purwana, Rahmi, and Aditya 2017)(Rahmawati and Sulistyo 

2019). Hal inilah yang belum bisa diberikan secara optimal dari media digital lokal DIY di atas.  

Pada masa pandemi Covid-19, pelaku usaha IKM cenderung memilih aplikasi yang dapat 

dengan cepat menjangkau target pasarnya. Tidak heran apabila akhir-akhir ini banyak promosi 

yang disampaikan melalui WA Group, Facebook, maupun Youtube. Inilah media yang banyak 

digunakan (Elvina 2015; KataData 2019a; KataData 2020) dan dianggap cepat dalam menjangkau 

calon customer (Slamet et al. 2016). Bentuk promosi yang disampaikan bervariasi, mulai dari 

berbentuk teks, foto sederhana, foto profesional, hingga video dan animasi. Contoh promosi 

yang beredar melalui aplikasi messaging dan social media seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.  

 

 

 
Gambar 1. Contoh Promosi dalam Bentuk Teks Gambar 2. Contoh Promosi dengan Foto 

 

Manfaat Digitalisasi 

Pelaku usaha meyakini bahwa penggunaan media digital, terutama untuk perdagangan 

online, akan memberikan banyak manfaat (Baase 2013). Client Global Insights (CGI) yang 

merupakan perusahaan konsultan bisnis dan IT internasional menggambarkan manfaat 

digitalisasi pada semua lini bisnis mulai dari pengelolaan bahan baku, pemasok, transportasi, 

manufaktur, distribusi, hingga penjualan seperti pada Gambar 3 (CGI 2017). Digitalisasi 

perusahaan dengan integrasi teknologi akan mengoptimalkan lantai produksi (Gehrke et al. 

2015). Selain itu juga mengubah cara produksi dan pemasaran produk (Bédard-Maltais 2017). 

Pemasaran dengan teknologi digital membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

cara konvensional (Hood, Brady, and Dhanasri 2016). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 

digitalisasi pada lini bisnis perusahaan kecil dan menengah dapat meningkatkan efisiensi rata-

rata sebesar 3,3% per tahun (Geissbauer et al. 2014). Efisiensi didapatkan karena adanya 

pengurangan biaya operasional perusahaan (CGI 2017; Geissbauer et al. 2014; Bédard-Maltais 

2017; Hood, Brady and Dhanasri 2016).  
 

 
Gambar 3. Digitalisasi pada Semua Lini Bisnis (CGI 2017) 

 

Digitalisasi juga membawa dampak terhadap peningkatan produktivitas perusahaan 

(Bédard-Maltais 2017; Baase 2013). Meningkatnya produktivitas salah satunya dipengaruhi oleh 

rendahnya downtime yang diakibatkan kerusakan mesin. Apabila terjadi kerusakan mesin, biaya 

yang dikeluarkan untuk melakukan perbaikan akan jauh lebih besar daripada melakukan 

perawatan secara berkala (Bédard-Maltais 2017). Dengan menerapkan digitalisasi, kerusakan 
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mesin dapat diperkirakan lebih akurat sehingga dapat diketahui kapan sebuah mesin harus 
dilakukan perawatan (predictive maintenance) (CGI 2017). McKinsey menunjukkan hasil 
penelitiannya bahwa predictive maintenance dapat menghemat biaya perbaikan mesin sebesar 
10-40% dan mengurangi downtime mesin hingga 50% (CGI 2017) sehingga meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas perusahaan. Produktivitas juga diperoleh dengan pengelolaan sumber 
daya perusahaan dengan baik seperti bahan baku dan tenaga kerja. Ketersediaan bahan baku 
dapat dikontrol dengan mudah apabila data tersedia secara digital sehingga mengurangi 
kemungkinan berhentinya aktivitas produksi yang disebabkan karena kehabisan stok bahan 
baku. Demikian pula dengan tenaga kerja, dapat dimonitor performansinya dari waktu ke waktu. 
Hal ini tentu mempermudah pimpinan perusahaan untuk mengambil kebijakan pemberian 
sanksi maupun upgrading tenaga kerja. Adanya tenaga kerja yang kompeten diharapkan mampu 
menghasilkan produk berkualitas sesuai ketentuan standar dan memberikan pelayanan prima 
kepada pelanggan. 

Kualitas produk dapat ditingkatkan dengan teknologi dan data digital (Jacob 2017). 
Teknologi digital yang diimplementasikan pada lini quality control memungkinkan untuk 
menyortir produk cacat dengan lebih akurat (Bédard-Maltais 2017) sehingga produk yang keluar 
dari perusahaan merupakan produk yang benar-benar berkualitas. Peningkatan kualitas produk 
juga dapat dilakukan dengan melihat data digital tentang jumlah dan karakteristik produk cacat. 
Dengan melihat data digital tersebut akan mempermudah analisis sumber penyebab cacat 
produk dan menentukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan serta mengembangkan produk baru (Deloitte 2019; Geissbauer et al. 2014).  

Hal lain yang dapat diperoleh dari implementasi digitalisasi adalah mempermudah 
komunikasi antarbagian perusahaan dan stakeholder terkait (Bloem et al. 2014). Stakeholder 
dimaksud meliputi pemasok, pelanggan, dan pemerintah. Komunikasi dengan pemasok 
diperlukan untuk menjaga kelancaran supply bahan baku. Komunikasi dengan pelanggan 
diperlukan untuk memperkenalkan produk-produk baru sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 
memromosikan produk ke pelanggan menjadi semakin cepat (reduce time to market) (CGI 2017; 
Jacob 2017; Hood, Brady, and Dhanasri 2016). Adapun komunikasi dengan pemerintah 
diperlukan agar perusahaan dikenal dan diikutkan dalam kegiatan yang relevan serta 
mendapatkan informasi terkini mengenai peraturan perundang-undangan terkait bisnis yang 
dijalankan. Bagi pemerintah, komunikasi dengan perusahaan juga dimaksudkan untuk 
mendapatkan update perkembangan bisnis perusahaan secara cepat. Hal ini diperlukan agar 
perumusan kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan dan mudah untuk diimplementasikan. 
Selain itu, komunikasi secara digital untuk memromosikan produk dan layanan kepada 
masyarakat luas berpeluang lebih besar dalam mendapatkan pelanggan baru (Deloitte 2019). 
Digitalisasi juga mempunyai manfaat dalam memberikan kemudahan transaksi dengan 
pelanggan maupun pemasok (Slamet et al. 2016). 

Hasil akhir yang diharapkan dari digitalisasi adalah memberikan nilai lebih untuk menda-
patkan kepuasan pelanggan (CGI 2017; Geissbauer et al. 2014; Bédard-Maltais 2017; Hood, 
Brady, and Dhanasri 2016). Kepuasan pelanggan merupakan hal utama yang harus dipertahan-
kan bahkan ditingkatkan. Kepuasan pelanggan mampu memberikan dampak positif bagi perusa-
haan dalam hal memengaruhi perilaku konsumen untuk kembali melakukan pembelian, 
memberikan rekomendasi yang baik kepada orang lain, serta kesediaan untuk membayar lebih 
(Dawi et al. 2018) sehingga dapat menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan penjualan 
produk. Dengan demikian digitalisasi bermanfaat sebagai kunci keberlanjutan usaha di masa 
yang akan datang (Geissbauer et al. 2014). Manfaat digitalisasi secara keseluruhan seperti pada 
Tabel 3. 
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Tabel 3. Manfaat Digitalisasi 

Nomor Manfaat Sumber Referensi 

1 Meningkatkan efisiensi (Geissbauer et al. 2014); (Hood, Brady, and Dhanasri 2016); 

(CGI 2017); (Bédard-Maltais 2017) 

2 Meningkatkan produktivitas  (Baase 2013); (Bédard-Maltais 2017); (CGI 2017) 

3 Meningkatkan kualitas 

produk 

(Geissbauer et al. 2014); (Jacob 2017); (Bédard-Maltais 

2017); (Deloitte 2019) 

4 Memperlancar komunikasi 

dan promosi 

(Bloem et al. 2014); (Hood, Brady, and Dhanasri 2016); (CGI 

2017); (Jacob 2017) 

5 Kemudahan transaksi (Slamet et al. 2016) 

6 Meningkatkan kepuasan 

pelanggan 

(Geissbauer et al. 2014); (Hood, Brady, and Dhanasri 2016); 

(CGI 2017); (Bédard-Maltais 2017) 

7 Kunci keberlanjutan usaha (Geissbauer et al. 2014) 
  

Diagnostik 

Meskipun memberikan banyak manfaat, tetapi belum semua pelaku usaha IKM meng-

implementasikan digitalisasi sehingga tidak heran apabila dari 70% pelaku usaha IKM yang 

mempunyai rencana mengimplementasikan teknologi hanya sepertiganya yang berencana 

merealisasikan dalam waktu dekat (Deloitte 2019). Ketika perkembangan teknologi tidak 

diimbangi dengan kemampuan individu dalam pemanfaatannya, akan memunculkan perbedaan 

adopsi teknologi di masyarakat (Azizah 2019). Kondisi seperti ini disebabkan karena ada 

hambatan-hambatan dalam implementasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) atribut, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), biaya, dan infrastruktur dengan 

rincian seperti pada Tabel 4.  

Tabel 4. Hambatan Implementasi Digitalisasi 

Atribut Uraian Hambatan Sumber Referensi 

SDM Isu privasi dan keamanan (Slamet et al. 2016); 

(Firmansyah 2017); 

(Deloitte 2019) 

 Keterbatasan skill (Baase 2013); (Deloitte 

2019) 

 Minimnya pengalaman digital (Deloitte 2019) 

 Minimnya pembelajaran (Deloitte 2019) 

 Tidak ada waktu untuk belajar (Deloitte 2019) 

 Belum mengetahui tools yang sesuai (Deloitte 2019) 

 Melihat kegagalan implementasi pihak lain (Deloitte 2019) 

 Sikap kurang peduli (CGI 2017) 

Biaya Tidak mempunyai anggaran (Deloitte 2019) 

Infrastruktur Keterbatasan infrastruktur (seperti akses 

internet dan hardware) 

(Baase 2013); (Deloitte 

2019) 
  

Pemahaman dan kemampuan SDM menjadi masalah utama implementasi digitalisasi 

karena keterbatasan keterampilan dan pengalaman dalam menggunakan media digital (Deloitte 

2019). Bahkan sebagian menyatakan tidak bisa menggunakan media digital (Baase 2013). Hal ini 

disebabkan oleh minimnya pembelajaran digital yang diterima oleh masyarakat (Deloitte 2019). 

Sebagian bahkan mengaku tidak cukup waktu untuk mempelajarinya. Pelaku usaha IKM masih 

mempunyai kekhawatiran berlebih akan privasi dan keamanan data ketika menggunakan media 

digital (Firmansyah 2017). Kekhawatiran lainnya ketika implementasi digitalisasi adalah tools 
yang digunakan tidak sesuai dan berujung pada kegagalan sehingga tujuan digitalisasi menjadi 



IPTEK-KOM, Vol. 22 No. 1, Juni 2020: 59 - 75 eISSN 2527 - 4902 
 

| 67 

tidak tercapai. Terlebih kekhawatiran ini terjadi ketika pelaku usaha IKM melihat kegagalan 
implementasi yang telah dilakukan oleh orang lain. Pemahaman orang terhadap perlu tidaknya 
digitalisasi memang berbeda-beda. Ada yang mengabaikan (ignoring), ada yang mencoba men-
cari dan mempelajari mana yang sesuai (exploring), dan ada pula yang sudah mencoba meng-
implementasikan (adopting) (CGI 2017).    

Hambatan selanjutnya dalam implementasi digitalisasi adalah masalah pembiayaan 
(Deloitte 2019; Partama and Farizal 2019). Biaya menjadi faktor umum yang memengaruhi 
implementasi digitalisasi (Baase 2013). Bagi pelaku industri besar, biaya bukan menjadi masalah. 
Mereka sudah mempunyai pos anggaran yang digunakan khusus untuk implementasi digitalisasi. 
Namun, bagi pelaku usaha IKM biaya merupakan masalah besar. Mereka tidak mempunyai 
anggaran yang secara khusus dipergunakan untuk implementasi digitalisasi (Deloitte 2019).  

Akses terhadap infrastruktur juga menjadi hambatan dalam implementasi digitalisasi 
(Deloitte 2019). Sebagai contoh permasalahan dalam atribut infrastruktur adalah tidak mempu-
nyai perangkat digital yang digunakan dan akses internet yang kurang memadai (Baase 2013; 
Deloitte 2019). Penetrasi pengguna internet bagi pelaku usaha menengah di Indonesia mencapai 
74,9%. Namun, untuk pelaku usaha kecil baru mencapai 57,1% (APJII 2018). Hal ini menunjukkan 
bahwa masih ada gap terhadap akses internet sebagai salah satu infrastruktur dalam digitalisasi. 

Adanya berbagai hambatan dalam implementasi digitalisasi membawa dampak terjadinya 
kesenjangan digital di masyarakat termasuk di dalamnya adalah para pelaku usaha IKM (Tyas, 
Budiyanto, and Santoso 2016). Kesenjangan digital erat kaitannya dengan adanya perbedaan 
antara kemampuan dan akses individu terhadap teknologi (Azizah 2019). Sebagian telah mampu 
mengimplementasikan digitalisasi, tetapi sebagian lainnya belum mampu (Baase 2013). Padahal, 
apabila hambatan-hambatan tersebut dapat dihilangkan, maka berpeluang untuk meningkatkan 
kontribusi sektor IKM terhadap perekonomian (Deloitte 2019). 

Prediktif  

Teknologi digital diproyeksikan menguasai seluruh sendi kehidupan manusia (Purwandini 
and Irwansyah 2018),  mengambil alih peran-peran tertentu dalam kehidupan masyarakat (Gani 
2018), dan merupakan aspek kunci kesuksesan bisnis di masa depan (Geissbauer et al. 2014). 
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan perusahaan yang mengimple-
mentasikan digitalisasi meningkat sebesar 29% dalam waktu 3 (tiga) tahun (Bédard-Maltais 
2017). Sementara perusahaan yang tidak mengimplementasikan digitalisasi, pertumbuhannya 
hanya sebesar 16% dalam waktu yang sama (Bédard-Maltais 2017). Artinya perusahaan yang 
mengimplementasikan digitalisasi mendapatkan pertumbuhan pendapatan 13% lebih banyak 
dibandingkan perusahaan yang tidak mengimplementasikan. Ditinjau dari jumlahnya, perusa-
haan yang mengimplementasikan digitalisasi diprediksi meningkat dari saat ini hingga tahun-
tahun berikutnya (Geissbauer et al. 2014). Tren yang terjadi dalam dunia bisnis saat ini adalah 
implementasi digitalisasi, mengubah paradigma product-centric (fokus produk) menjadi 
customer-centric (fokus pelanggan) dengan memahami perilaku customer lebih dalam, berupaya 
menambah kecepatan agar produk bisa segera dikenal dalam pasar, dan meningkatkan kepuasan 
pelanggan (CGI 2017; Bédard-Maltais 2017; Hood, Brady, and Dhanasri 2016). Perusahaan perlu 
memikirkan model bisnis yang mengadopsi perkembangan teknologi di masa depan agar menda-
tangkan banyak manfaat (Gani 2018). Industri harus bersiap diri dan beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi supaya tidak tertinggal dan merugi (Purwandini and Irwansyah 2018). 
Apabila perusahaan masih bertahan menggunakan cara-cara tradisional, maka sulit untuk dapat 
berkembang (Bédard-Maltais 2017). Dalam konteks digitalisasi, terdapat beberapa aspek yang 
diperkirakan mampu membantu bisnis bertahan dan berkembang di masa yang akan datang.  
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Pertama, membangun relasi yang kuat antara perusahaan, customer, dan stakeholder 
dengan memanfaatkan teknologi digital (Geissbauer et al. 2014). Dengan terciptanya relasi yang 
kuat, customer menjadi loyal terhadap perusahaan. Stakeholder mudah untuk melihat eksistensi 
dan mendapatkan update dari perusahaan. Cara membangun relasi secara digital antara lain 
menggunakan aplikasi Customer Relationship Management (CRM) atau Partner Relationship 
Management (PRM) yang sudah siap untuk dibeli maupun membangun aplikasi sendiri yang 
fiturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan (Hood, Brady, and Dhanasri 2016). Alternatif lain 
adalah menggunakan media sosial. Media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi, 
berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online (Tyas, Budiyanto, 
and Santoso 2016). Sebuah perusahaan teknologi tepat guna menengah di Kabupaten Bantul 
menyadari pentingnya dunia digital dengan menyediakan puluhan tenaga kerja yang khusus 
untuk menangani media sosial dan internet marketing. Tenaga kerja yang disediakan ini 
jumlahnya mencapai 50% dari total tenaga kerja yang ada. Harapannya adalah mempercepat 
penyampaian informasi produk kepada customer. 

Kedua, perusahaan jangan hanya memberikan produk yang bagus, tetapi juga memberi-
kan solusi (Geissbauer et al. 2014). Sebagai contoh, dahulu untuk membeli tiket pesawat terbang 
harus mendatangi counter penjualan resmi maskapai atau agen perjalanan. Permasalahan 
muncul ketika individu mendadak harus membeli tiket di malam hari, saat counter atau agen 
perjalanan sudah tutup. Padahal tiket harus dipakai pada penerbangan pertama keesokan 
harinya. Untuk memberikan solusi atas permasalahan ini, inovasi yang muncul adalah adanya 
layanan digital yang melayani pembelian tiket pesawat 24 jam tanpa henti misalnya aplikasi 
Traveloka dan Tiket.com. Dengan adanya aplikasi digital tersebut, individu dapat melakukan 
pembelian tiket pesawat kapanpun dia mau. Contoh lain adalah hadirnya aplikasi e-commerce. 
Individu yang sibuk dengan pekerjaannya, tidak sempat untuk pergi ke toko, tetapi dapat mem-
beli baju hanya melalui telepon genggamnya. Pengguna tinggal membuka salah satu aplikasi e-
commerce, memilih barang, membayar dengan internet banking, dan menunggu barang dikirim 
sampai depan pintu rumahnya. Meskipun pembeli tidak melihat dan memegang secara langsung 
barang yang dibeli, tetapi mereka percaya bahwa barang sudah sesuai dengan apa yang 
disampaikan oleh penjual melalui deskripsi di aplikasi. Fenomena seperti ini terus berlanjut. 
Meskipun ada waktu untuk pergi ke toko, terkadang individu lebih memilih melakukan 
pembelian secara online. Belum tentu harga yang ditawarkan lebih murah daripada harga di 
toko. Bisa jadi total biaya yang dibayarkan jauh lebih besar karena juga menanggung biaya 
pengiriman. Namun, kenyataannya solusi kemudahan berbelanja yang ditawarkan melalui 
aplikasi e-commerce menjadi pilihan bagi sebagian orang.  

Ketiga, pengembangan layanan digital dengan memberikan nilai tambah kepada 
customer (Geissbauer et al. 2014). Perusahaan dapat mengembangkan platform digital yang 
mampu merekam dan menganalisis data perilaku customer serta stakeholder secara real time 
untuk melihat isu-isu saat ini dan mengambil keputusan terbaik (Hood, Brady, and Dhanasri 
2016). Sebagai contoh ketika pengguna mencari makanan melalui aplikasi GoFood maupun 
GrabFood, sistem akan merekam apa yang diketikkan dalam pencarian. Dengan demikian sistem 
mempunyai data makanan yang menjadi favorit pengguna sehingga pada saat ada promo dari 
merchant yang menjual makanan favoritnya, sistem akan memberikan notifikasi kepada 
pengguna. Daftar makanan yang pernah dibeli juga terdata dan ditampilkan dalam beranda. Hal 
ini tentu menjadi nilai tambah bagi customer karena aplikasi bisa memudahkannya ketika akan 
memesan kembali makanan yang sama. Selain itu customer juga merasa diperhatikan dan 
dipahami keinginannya dalam hal makanan. 
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Preskriptif 

Industri memegang peranan penting dalam perekonomian nasional maupun daerah. 
Peran sektor industri sebagai mesin penggerak ekonomi bukan tanpa alasan, karena sektor 
industri membawa dampak berupa kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar serta 
kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar 
yang diolah (Effendi 2016). Industri harus siap dan mampu beradaptasi di era digital. Pelaku 
industri nasional perlu banyak berbenah, terutama dalam aspek implementasi dan penguasaan 
teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing perusahaan (Satya 2018). Pemerintah pusat 
melalui Kementerian Perindustrian RI telah berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan ini 
dengan mencanangkan agenda nasional Making Indonesia 4.0 (Dhahir 2019). Beragam teknologi 
digital akan dikembangkan, seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), wearables, 
robotika, dan 3D printing (Kementerian Perindustrian RI 2018). Bukan hanya pemerintah pusat, 
pemerintah daerah juga perlu memikirkan untuk membuat kegiatan yang dapat mengakselerasi 
transformasi digital khususnya pada pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah. Kegiatan 
pemerintah daerah dalam konteks digitalisasi sudah semestinya diarahkan untuk menghilangkan 
hambatan-hambatan yang muncul dalam tahap implementasi. Alternatif kegiatan yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait sebagai berikut: 

Edukasi literasi digital bagi IKM 

Skill yang diperlukan dalam dunia industri abad ke-21 antara lain adalah literasi teknologi 
digital (Wijaya, Sudjimat, and Nyoto 2016). Perkembangan teknologi digital semestinya juga 
harus diikuti dengan perkembangan kualitas individu penggunanya (Gani 2018). Oleh karena itu 
pemerintah daerah perlu memberikan solusi berupa edukasi literasi digital (Silvana and 
Darmawan 2018). Edukasi diperlukan mengingat masih adanya berbagai permasalahan, rendah-
nya literasi TIK, dan kurangnya kesadaran di masyarakat saat ini (Gani 2018; Dhahir 2019). Selain 
itu, edukasi diperlukan agar IKM dapat memilih media digital yang sesuai dengan kebutuhan 
bisnisnya, mampu memanfaatkan, merasa aman dan nyaman dalam menggunakan, serta 
berperan aktif dan positif di era digital saat ini (Pradana 2018). Pemanfaatan teknologi digital 
akan memacu produktivitas dan daya saing bagi IKM sehingga mempermudah menembus pasar 
ekspor dan meningkatkan pendapatan (Jauhari 2010; Purwandini and Irwansyah 2018).  

Konten yang diberikan dalam edukasi ini dapat dibuat berjenjang, misalnya jenjang basic, 
intermediate, dan advance. Tentu calon peserta yang mendaftar harus diseleksi dan ditempatkan 
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, sebab tidak efektif apabila kemampuan peserta 
berbeda-beda, tetapi ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Materi yang diberikan melalui 
edukasi ini mulai dari basic sampai advance antara lain pengenalan teknologi digital secara 
umum, cara menggunakan mesin pencari Google, cara menggunakan email, menggunakan 
internet secara aman, macam-macam aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung bisnis, 
hingga etika digital dan cyber security (Gani 2018). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat 
menghilangkan hambatan dalam implementasi digitalisasi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. 

Pelatihan dan pendampingan e-commerce bagi IKM 

Pengguna e-commerce di Indonesia tumbuh cukup besar dalam beberapa tahun terakhir 
dan diprediksi masih akan terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Dengan memanfaatkan 
e-commerce, hubungan antara perusahaan dengan entitas eksternal (pemasok, distributor, 
rekanan, konsumen) dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih intensif, dan lebih murah daripada 
secara konvensional (door to door) (Jauhari 2010). Meskipun demikian masih terdapat kendala 
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bagi IKM dalam memanfaatkan e-commerce seperti adanya persepsi bahwa e-commerce tidak 
aman dan mahal (Firmansyah 2017). Melihat kondisi demikian, IKM perlu diberi pelatihan serta 
didampingi secara intensif sampai mereka dapat memanfaatkan aplikasi e-commerce dengan 
baik. Kegiatan pelatihan dan pendampingan e-commerce ini mirip dengan edukasi literasi digital, 
tetapi fokus kepada edukasi pemasaran online baik menggunakan marketplace, media sosial, 
hingga layanan food delivery. Media sosial cocok digunakan oleh usaha kecil dan menengah 
untuk melakukan komunikasi personal dengan konsumen dan pemasaran (Elvina 2015). 
Sementara layanan food delivery dipandang mampu meningkatkan omzet para pelaku usaha 
yang bergerak di bidang kuliner (Prapti NSS and Rahoyo 2019).  

Materi yang dapat diberikan dalam pelatihan dan pendampingan e-commerce bagi IKM 
antara lain cara membuat akun dan menggunakan aplikasi e-commerce, pembuatan konten 
promosi, copywriting, fotografi produk, tata cara pengiriman dan pemilihan ekspedisi, teknik 
komunikasi dengan customer, hingga Search Engine Optimization (SEO) (Slamet et al. 2016). 
Perlu dipertimbangkan untuk memberikan stimulus kepada peserta dalam bentuk pembelian 
fasilitas berbayar yang disediakan oleh marketplace. Fasilitas berbayar ini diperlukan agar produk 
yang diiklankan pada marketplace dapat bertahan di halaman pertama untuk jangka waktu 
tertentu. Karena ketika menggunakan versi gratis, produk akan cepat hilang dari halaman 
pertama. Padahal halaman pertama dan kedua merupakan halaman yang potensial untuk dilihat 
pengunjung (Satibi, Suharyono, and Abdillah 2017). Kementerian Perindustrian RI memiliki 
kegiatan sejenis dengan nama workshop e-smart IKM yang dalam pelaksanaannya menggandeng 
beberapa marketplace terkemuka di Indonesia. Kegiatan pelatihan dan pendampingan e-
commerce bagi IKM ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. 

Optimalisasi Peran UPL-IKM 

Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM) merupakan salah 
satu bentuk kegiatan rutin Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang dianggarkan melalui 
Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian RI. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal 
IKM Kementerian Perindustrian RI Nomor 55/IKM/PER/8/2007 tentang Pedoman Pembentukan 
dan Pengelolaan UPL-IKM, kegiatan ini dikelola oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian 
dan Perdagangan (PFPP). UPL-IKM berfungsi untuk memberikan pendampingan dan 
memberikan layanan konsultasi secara langsung kepada IKM (Kementerian Perindustrian RI 
2008). Pendampingan dan konsultasi yang diberikan oleh Tim UPL-IKM bersifat menyeluruh dan 
berkesinambungan termasuk dalam hal digitalisasi. Untuk dapat menjalankan tugas secara 
optimal, UPL-IKM perlu diberikan ruangan kerja dan sarana yang memadai. Ruangan kerja 
diperlukan untuk memperlancar pekerjaan kantor sehingga memperlancar proses kerja guna 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Udiyana, Pradnyana, and Sari 2016). Ruangan ini 
berfungsi sebagai sekretariat bersama PFPP, mengadministrasi kegiatan, dan menerima tamu 
IKM yang datang untuk melakukan konsultasi.  

Perbaikan aplikasi Jogjaplaza 

Aplikasi Jogjaplaza merupakan aplikasi marketplace lokal DIY yang dikelola oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan DIY. Namun, saat ini aplikasi sudah tidak aktif. Melihat perkem-
bangan digital yang terjadi, aplikasi Jogjaplaza perlu dihidupkan kembali dengan perbaikan 
model bisnis dan menunjuk pengelola yang kompeten. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya, pengguna mengharapkan perbaikan inovasi dari Jogjaplaza yang dapat 
meningkatkan dinamika transaksi daring bagi IKM di DIY (Intanny, Widiyastuti, and Perdani 
2018). Perbaikan yang dilakukan perlu memperhatikan fitur-fitur yang dapat memberikan 
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kepuasan konsumen dan kemudahan bagi penjual sehingga mampu meningkatkan volume 
penjualan (Jauhari 2010)(Mehrotra and Carterette 2019). Namun, harus ada yang membedakan 
dan menjadi nilai jual dari aplikasi Jogjaplaza agar diminati oleh IKM. Jogjaplaza dapat di 
fokuskan menjadi layanan Business to Business (B2B) dengan konsekuensi harus benar-benar 
dipastikan bahwa penjual yang terdaftar merupakan IKM, bukan sekedar para pedagang yang 
mengambil barang dari pihak lain dan menjualnya kembali. Dengan demikian, harga produk yang 
ditawarkan melalui aplikasi Jogjaplaza dapat lebih murah. Harapannya Jogjaplaza menjadi 
tempat rujukan bagi para pedagang untuk membeli barang secara grosir seperti halnya 
indotrading.com. Model bisnis B2B mempunyai peluang yang besar dalam menciptakan 
terjadinya transaksi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 87% buyer melakukan pembelian 
melalui B2B marketplace (Mirakl 2019).  

Pengalaman berharga dapat diambil dari negara Amerika Serikat dalam penyelenggaraan 
e-commerce. Amerika Serikat melihat penyelenggaraan e-commerce sebagai kegiatan yang 
bersifat universal, yang dalam perencanaan pembangunannya mengikutsertakan pelaku-pelaku 
bisnis e-commerce dan membuat peraturan dan insentif bagi perusahaan kecil dan menengah 
(Firmansyah 2017) sehingga dapat tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Demikian pula 
dengan perbaikan Jogjaplaza, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh IKM. Jangan 
sampai penerapan teknologi digital hanya menjadi beban karena tidak dapat dimanfaatkan 
secara optimal (Satya 2018). Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
DIY, berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Koordinasi diperlukan karena 
sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK), setiap adanya investasi dalam bidang TIK harus mendapatkan rekomendasi 
dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY (Diskominfo DIY 2018). 

Promosi aplikasi Jogjaplaza 

Tahap berikutnya setelah aplikasi Jogjaplaza diperbaiki adalah melakukan promosi dari 
aplikasi tersebut. Promosi perlu dilakukan agar aplikasi Jogjaplaza dapat dikenal secara luas 
bukan hanya oleh IKM, tetapi juga oleh masyarakat pada umumnya. Salah satu indikator 
kesuksesan aplikasi berbasis website adalah banyaknya orang yang mengakses aplikasi tersebut 
(high traffic) (Pande, Tarbani, and Ingalkar 2014). Traffic memiliki pengaruh terhadap penjualan. 
Peningkatan traffic situs web berkorelasi positif terhadap jumlah transaksi yang terjadi (Mileva 
and DH 2018). Hal ini menunjukkan apabila pengunjung sudah banyak, maka potensi terjadinya 
transaksi penjualan juga akan semakin meningkat. Promosi dapat dilakukan melalui media cetak 
seperti koran, majalah, dan brosur serta media digital seperti website, media sosial, aplikasi 
messaging, dan digital advertising (Slamet et al. 2016). Kegiatan ini juga dapat dilaksanakan oleh 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. 

Memperluas jaringan internet sampai ke seluruh kelurahan 

Jaringan internet merupakan salah satu infrastruktur digital. Infrastruktur digital 
memegang peranan penting sebagai penunjang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bagi 
perusahaan (Partama and Farizal 2019). Namun, saat ini masih ada wilayah yang belum 
terkoneksi dengan jaringan internet meskipun sudah ada Program Palapa Ring dari Kementerian 
Komunikasi dan Informatika RI (Dhahir 2019). Kegiatan memperluas jaringan internet ini untuk 
mengatasi gap terhadap akses internet sebagai salah satu infrastruktur dalam digitalisasi. Dalam 
upaya digitalisisasi terhadap usaha kecil dan menengah perlu disediakan infrastruktur ICT 
(Information and Communication Technology) agar pelaku usaha kecil dan menengah memiliki 
daya saing dan meningkatkan kinerjanya (Slamet et al. 2016). OPD yang mungkin untuk 
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melaksanakan kegiatan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.  
 

KESIMPULAN 

Pemerintah daerah berperan dalam akselerasi transformasi digital Industri Kecil dan 
Menengah dengan cara membuat kegiatan yang diarahkan untuk menghilangkan hambatan-
hambatan yang muncul dalam implementasi digitalisasi. Adapun alternatif kegiatan yang dapat 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY adalah edukasi literasi digital bagi IKM, pelatihan dan 
pendampingan e-commerce bagi IKM, optimalisasi peran UPL-IKM, perbaikan aplikasi Jogjaplaza, 
promosi aplikasi Jogjaplaza, dan memperluas jaringan internet sampai ke seluruh kelurahan. 
Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY serta 
Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun 
demikian, penelitian ini mempunyai keterbatasan tidak dapat menunjukkan bobot dan prioritas 
alternatif kegiatan yang dilakukan. Sebagai saran dari penelitian ini adalah dilakukan penelitian 
lebih lanjut untuk menentukan bobot dan prioritas alternatif kegiatan yang dapat dilakukan 
serta mengembangkan fitur Jogjaplaza dengan melibatkan pengguna dan stakeholder terkait. 
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Abstract 

Freedom of expression and social responsibility are essential elements on journalism 
practice. Inherent characteristics of digital media such as hypertextuality, multimediality, 
and interactivity have made freedom of expression inseparable from freedom of 
networking, freedom of association, and also freedom of connection. Consequently,  
freedom of expression and social responsibility in digital journalism should be understood 
from different perspective. In Indonesian case, media regulation and freedom of 
expression are disharmonious, as manifested in the Indonesian Law on Information and 
Electronic Transaction (UU ITE). This research used desk study method to describe the 
implementation of freedom of expression and social responsibility in UU ITE. Additionally, 
it seeked to examine the transformation of freedom of expression undergone in digital 
media and the way the alteration has been incorporated in Indonesian media regulations.  
 
Keywords: freedom of expression; social responsibility; media regulation; digital 
journalism 

 
Abstrak 

Kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial merupakan elemen penting dalam 
praktik jurnalisme, baik dalam platform media konvensional maupun media digital. 
Karakteristik media digital, seperti hipertekstualitas, multimedia, dan interaktivitas, 
membuat kebebasan berekspresi juga berkaitan dengan kebebasan berjejaring, 
kebebasan berelasi, dan kebebasan konektivitas. Implikasinya, kebebasan berekspresi dan 
tanggung jawab sosial pada jurnalisme digital juga perlu diartikulasikan dalam kerangka 
yang berbeda. Dilema yang terjadi di Indonesia, spirit kebebasan berekspresi pada 
jurnalisme digital ini tidak berjalan beriringan dengan regulasi media, salah satunya 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bermaksud 
menguraikan bagaimana implementasi kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial 
pada UU ITE. Penelitian ini menggunakan desk study untuk menganalisis transformasi 
kebebasan berekspresi yang terjadi di media digital dan bagaimana perubahan tersebut 
termanifestasi dalam regulasi media di Indonesia.  
  
Kata kunci: kebebasan berekspresi; tanggung jawab sosial; regulasi media; jurnalisme 
digital  
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PENDAHULUAN 

Konsep media digital, media baru, dan media online dalam kajian komunikasi dan media 
sering kali diungkapkan sebagai konsep yang serupa dan berkaitan. Hal ini merujuk pada 
bagaimana kehadiran internet sebagai bagian dari teknologi memengaruhi dinamika yang terjadi 
pada media dan sebaliknya. Paling tidak terdapat dua sudut pandang yang bisa digunakan untuk 
melihat perkembangan internet sebagai media digital pada masyarakat, yaitu menempatkan 
media digital sebagai artefak fisik hasil perkembangan perangkat teknologi (Soukup 2015; Allen-
Robertson 2017) dan media digital sebagai medium yang memiliki implikasi dalam kehidupan 
sosial (Hjarvard 2008; Castells 2009; Couldry 2012; Chadwick 2013; Schroeder 2017). Di antara 
dua perspektif tersebut, jurnalisme digital berkembang sebagai manifestasi bagaimana media 
digital mentransformasikan dan berkolaborasi dengan jurnalisme. 

Media digital dalam konteks artefak fisik dipadang sebagai medium yang muncul sebagai 
teknologi komunikasi dan perkembangan media-media sebelumnya. Robertson dalam The 
Materiality of Digital Media menguraikan bahwa media digital hari ini, sebenarnya merupakan 
manifestasi keberadaan media-media yang sebelumnya. Ia terilhami dari konsep media arkeologi 
(Parikka 2012), yang melihat perkembangan media digital hari ini sebagai perkembangan media 
analog yang telah muncul sebelumnya. Menurut Robertson (dalam Parikka 2012), saat ini kita 
tidak berada dalam era media digital sebagaimana yang dikemukakan kebanyakan orang, namun 
berada dalam masa di mana perangkat-perangkat media yang telah lebih dahulu ada lebih 
efektif untuk digunakan mengirimkan pesan. Pandangan ini menekankan media digital sebagai 
perangkat fisik (artefak) semata. Oleh karenanya, dalam jurnalisme digital pandangan ini melihat 
keberadaan media digital sebagai teknologi komunikasi atau perangkat yang netral, tidak 
memiliki nilai, dan tidak menimbulkan konsekuensi. Teknologi hanya berfungsi sebagai alat 
bantu dalam jurnalisme, tidak memengaruhi bagaimana esensi dan value yang berkembang 
dalam jurnalisme itu sendiri. Pandangan ini berkebalikan dengan determinisme teknologi yang 
juga mempertimbangkan fungsi dan konsekuensi yang melekat pada media digital.   

Pandangan determinisme teknologi selain melihat media digital sebagai medium yang 
memiliki kebaruan sifat dan karakteristik, juga menekankan implikasi perkembangannya pada 
masyarakatnya. Media digital menciptakan masyarakat jaringan yang juga menjadi 
perkembangan dari masyarakat informasi (Castells 2009). Dua domain penting dalam 
perkembangan masyarakat ini adalah aspek ontologi media melalui masyarakat jaringan dan 
munculnya kekuasaan pada masyarakat. Media digital merupakan ontologi yang bekerja melalui 
jaringan yang memiliki sistem dan struktur. Media digital juga merupakan manifestasi kekuasaan 
di mana konsentrasi kuasa meningkat pada konsentrasi media global, misalnya pembangunan 
wacana dalam jurnalisme digital yang tidak lagi didominasi oleh kekuatan ruang redaksi. 
Masyarakat yang juga menjadi bagian dari ekosistem digital memiliki peluang untuk turut 
memengaruhi wacana yang berkembang, termasuk agenda yang dipilih oleh ruang redaksi. Hal 
ini bisa terjadi karena media digital membuat kekuatan dari jurnalisme dimiliki oleh pihak yang 
jamak.  

Pandangan determinisme teknologi memengaruhi perspektif yang melihat bagaimana 
media digital dan jurnalisme sebagai dua domain yang saling mempengaruhi. Jurnalisme digital 
merupakan manifestasi dari transformasi yang terjadi pada jurnalisme dengan adanya teknologi 
(Kawamoto 2003; Franklin 2014). Transformasi ini memunculkan karakteristik jurnalisme digital 
yang secara distingtif membedakannya dengan jurnalisme analog. Logika atas proses produksi, 
distribusi, dan konsumsi pada jurnalisme digital kurang lebih sama dengan jurnalisme yang 
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termanifestasi pada media analog, tetapi dengan sejumlah karakteristik spesifik yang berbeda, 
seperti: hiperterkstualitas, interaktivitas, non-linearitas, penggunaan multimedia, konvergensi, 
customization, dan personalisasi (Kawamoto 2003; Franklin 2014; Steensen et al. 2019).  

Adanya dua pandangan ini berimplikasi pada munculnya perspektif atas kebebasan dalam 
media digital. Kebebasan dalam konteks media digital tidak hanya berkaitan dengan kebebasan 
berekspresi, tetapi juga kebebasan atas konektivitas dan kebebasan berpendapat, termasuk 
kekebasan pers yang berlaku dalam ekosistem jurnalisme digital. Secara lebih lanjut, tulisan ini 
hendak mengelaborasi konsep kebebasan dalam konteks media digital, terutama kebebasan pers 
dalam ekosistem jurnalisme digital. Berangkat dari perspektif determinisme teknologi, kajian ini 
ingin melihat bagaimana persinggungan antara teknologi dengan jurnalisme mempengaruhi 
terjadinya transformasi dalam ekosistem jurnalisme digital. Asumsi ini dibangun dengan 
mempertimbangkan dua alasan.  

Pertama, meskipun media digital merupakan perkembangan dari media konvensional 
pada konteks fisik, tetapi media digital tidak meninggalkan aspek manusia sebagai pembangun 
ekosistem atau kreator dari media itu sendiri. Artinya, dalam machine yang menjadi manifestasi 
media digital masih terdapat aspek manusia dan pemikirannya yang menjadi komponen 
pembangunnya. Dalam jurnalisme digital yang menjadi manifestasi praktik jurnalisme yang 
bersinggungan dengan media digital, teknologi dan manusia dipandang sebagai kolaborasi yang 
membuat ekosistem ini berjalan. Dengan demikian, perkembangan jurnalisme digital bisa 
dikatakan memiliki fungsi dan implikasi yang melibatkan manusia yang memiliki nilai dan norma.  

Kedua, manusia sebagai pencipta ekosistem dari media digital tidak terlepas dari sistem 
sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Secara karakteristik, media digital memiliki ekosistem 
media yang berbeda dibandingkan dengan media konvensional. Jurnalisme digital dan 
jurnalisme analog dipandang sebagai ekosistem yang bersifat ekstensional. Meskipun value dari 
jurnalisme di medium konvensional dan medium digital tidak jauh berbeda, tetapi konsekuensi 
yang ditimbulkan memiliki nilai yang berbeda, termasuk pada esensi dari kebebasan. Konsep 
kebebasan dalam media digital juga berbeda dengan media konvensional, terlebih lagi media 
digital sebagai manifestasi dalam teknologi pada ekosistem jurnalisme memengaruhi bagaimana 
jurnalis dan ruang lingkup jurnalis bekerja.  

Berbasis dua poin tersebut, tulisan ini ingin menguraikan bagaimana konsep kebebasan 
pada regulasi jurnalisme media di Indonesia. Melalui pertanyaan penelitian tersebut, kajian  ini 
bertujuan untuk mengelaborasi konsep kebebasan berekspresi sebagai pondasi atas kebebasan 
pers, serta tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis dari kebebasan yang termanifestasi 
dalam jurnalisme digital. Argumen yang dibangun untuk mengelaborasi bagaimana kebebasan 
pada jurnalisme digital akan merujuk pada uraian Flew (2014) dalam melihat media digital, yaitu 
apa yang dimaksud dengan digital media, dan apa yang baru bagi masyarakat dengan adanya 
media digital.  
 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desk study (Fink 1998; 
William 2003; Czarniawska 2014), dengan pendekatan ekplanatori. Desk study dipilih untuk 
menjelaskan mengenai objek penelitian secara elaboratif melalui tiga tahapan. Pertama, 
penelitian ini berusaha mengelaborasi bagaimana artikulasi kebebasan berekspresi dalam 
ekosistem media digital. Kedua, penelitian ini membangun logika kebebasan berekpresi dan 
tanggung jawab sosial yang termanifestasi dalam praktik jurnalisme digital. Ketiga, elaborasi 
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pertama dan kedua tersebut menjadi milestone untuk membaca Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagai produk normatif yang mengatur mengenai jurnalisme digital di 

Indonesia. Ketiga tingkatan inilah yang menjadi kerangka analisis dan basis elaborasi untuk 

menggunakan explanatory approach dalam penelitian ini.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Kebebasan Berekspresi dan Pondasi Demokratisasi Media  

 Kebebasan bersifat universal, karena pada dasarnya kebebasan melekat dalam setiap 

individu. Secara konseptual, kebebasan manusia dapat dipahami dalam beberapa konsep, 

terutama berkaitan dengan kebebasan yang berkaitan dengan hak pribadi dan keterkaitannya 

dengan masyarakat banyak (Mill 2005: 22). Pertama, kebebasan manusia merupakan hal-hal 

yang berkaitan dengan bidang kekuasaan batiniah kesadaran yang menuntut kebebasan suara 

hati dalam arti yang luas. Hal ini berkaitan dengan kebebasan untuk berpikir, kebebasan dalam 

mengemukakan pendapat, kebebasan atas cita rasa yang bersifat praktis dan spekulatif. Konteks 

kebebasan mengemukakan pendapat di sini lebih menekankan pada aspek berpikir manusia 

daripada hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia. Kedua, kebebasan dalam menyusun 

rencana kehidupan sebagaimana yang dikehendaki, termasuk bercita-ciita dan menerima sebab 

akibat yang terjadi selama apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Ketiga, kebebasan 

dalam bersekutu, berasosiasi, dan bersama-sama selama tidak merugikan orang lain. 

 Tiga konsep kebebasan ini, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bercita-cita, dan 

kebebasan bersekutu melekat pula dalam konteks relasi manusia dalam media digital. Sudut 

pandang yang digunakan dalam mengelaborasi hal ini menekankan pada aspek manusia sebagai 

aktor yang ada dalam ekosistem media digital. Artinya, meskipun media digital itu sendiri adalah 

artefak fisik, tetapi nilai yang muncul dari medium ini tidak terlepas dari peran aktor yang ada di 

belakangnya. Pada konteks jurnalisme digital hal ini terimplementasi dari bagaimana para aktor 

berelasi dengan media digital pada ekosistem jurnalisme digital. Misalnya, bagaimana jurnalis 

memanfaatkan media sosial untuk mendeliberasikan informasi, bagaimana editor dan 

masyarakat terlibat dalam proses gatewatching, atau pada bagaimana COO (Chief Operations 
Officer) menciptakan ambient yang nyaman dalam platform berita yang ia kelola.  

 Pada kehidupan demokrasi, kebebasan merupakan elemen esensial yang mendorong 

gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik dan kewenangan yang berlaku dalam 

masyarakat (Vincenzo 2008). Oleh karenanya, dalam suatu masyarakat yang menganut sistem 

demokrasi, kebebasan merupakan elemen penting dalam dinamika masyarakatnya. John Stuart 

Mill Ǉang membangƵn aƌgƵmenƚaƐi kebebaƐan Ɛecaƌa Ƶƚiliƚaƌian mengemƵkakan bahǁa ͞PƌinƐip 
dasar yang paling sederhana sebagai satu-satunya tujuan yang dijamin oleh manusia, baik 

secara individu maupun kolektif adalah mengenai kebebasan bertindak yang berkaitan dengan 

peƌlindƵngan diƌi͕͟ ;Mill 2005).  

 Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari kebebasan individu yang hendaknya 

dijamin dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Argumentasi Mill tentang kebebasan 

berekspresi ini didasari asumsinya tentang kebebasan berpikir yang menjadi milik manusia 

secara otonom. Menurutnya, seharusnya tidak ada upaya untuk mengendalikan ekspresi 

berpendapat dari setiap individu (Mill 2005; Miller 2010). Hal ini dibangun oleh keyakinan 

empirisisme Mill bahwa manusia tidak memiliki wawasan apriori secara langsung ke dalam 

kebenaran dan oleh karenanya semua keyakinan harus tetap terbuka untuk direvisi pada 

pengamatan selanjutnya.  
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 Pada konteks yang lebih luas, kebebasan berekspresi selain memberikan ruang kepada 
masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan ekspresinya di hadapan publik juga 
memberikan ruang berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap penguasa. Bagian ini yang 
secara implementatif muncul dalam jurnalisme sebagai fungsi watchdog. Menurut Locke, 
kebebasan berekspresi merupakan aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melindungi 
mereka dari penguasa yang korup dan tiran (O’Rourke 2003). Kebebasan berekspresi 
merupakan perbuatan untuk mencari kebenaran, di mana masyarakat memiliki ruang dan 
kesempatan untuk mencari, menerima, memperbincangkan (baik mendukung ataupun 
mengkritik) serta menyebarluaskan pesan. Di sini, kedudukan jurnalis adalah sebagai manusia 
yang tidak hanya menjadi bagian dari platform media yang memiliki fungsi pada masyarakat, 
tetapi juga sebagai individu yang memiliki akal sehat serta logika untuk menghadirkan beragam 
informasi yang benar dan faktual kepada masyarakat. 
 Lebih lanjut Mill menyatakan bahwa sebagai alat kontrol dan penilaian masyarakat 
kepada pemerintah, paling tidak ada tiga syarat kebebasan berekspresi dalam masyarakat 
(O’Rourke 2003). Pertama, adanya keterpenuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat 
tentang pemerintah dan kondisi pemerintahannya. Kedua, adanya kesempatan dan kebebasan 
bagi warga untuk menyebarluaskan informasi. Ketiga, adanya kebebasan bagi warga masyarakat 
untuk mendiskusikan informasi yang mereka dapatkan satu sama lain. Namun, bukan berarti 
kebebasan berekspresi adalah kebebasan yang tidak ada batasannya. Menurut Mill (2005), 
pembatasan atas kebebasan dilakukan secara legislatif, sekaligus melalui paksanaan dan kontrol 
yang lebih luas yaitu kekuatan fisik berupa hukum atau paksaan moral dari opini publik.  
 Pembatasan kebebasan berekspresi ini bukan dalam rangka membelenggu hak individu 
atas kebebasan. Namun memberikan ruang konsekuensi, bahwa dalam setiap kebebasan 
berekspresi terdapat tanggung jawab sosial. Menurut Laporan Kebebasan Berekspresi PBB 
tahun 1998, jaminan atas kebebasan berekspresi ini memiliki pembatasan pada tiga aspek. 
Pertama, pembatasan dilakukan secara prediktabilitas dan transparansi. Hal ini dilakukan 
dengan menggunakan hukum yang dapat diakses oleh semua orang. Kedua, pembatasan 
dilakukan dengan tujuan melindungi hak dan reputasi orang lain serta melindungi keamanan 
nasional serta ketertiban umum. Ketiga, pembatasan dilakukan dengan prinsip kepentingan dan 
prinsip proporsionalitas. Pembatasan dilakukan dan harus dibuktikan bahwa hal tersebut 
dilakukan dengan seminimal mungkin.  
 Berpijak dari asumsi-asumsi di atas bisa dikatakan bahwa kebebasan berekspresi 
menjadi esensi penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk jurnalisme mengenai bagaimana 
jurnalis dan media bekerja. Esensi ini termanifestasi dalam empat poin (Mendel dalam Anggara 
et al. 2010: 11). Pertama, kebebasan berekspresi menjadi dasar dari adanya demokrasi. 
Kehidupan demokratis mengandaikan kesetaraan informasi yang dijamin melalui kebebasan 
berpendapat, memperoleh informasi, dan mengemukakan ide di muka umum. Kedua, 
kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan penyakit 
yang menjadi penghalang kehidupan sosial kemasyarakatan yang demokratis, karena korupsi 
berarti mengkhianati amanah yang disepakati bersama. Adanya kebebasan berekspresi menjadi 
garansi bahwa pilar-pilar dalam kehidupan demokrasi saling menjaga untuk mewujudkan 
tatanan sosial. Ketiga, kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas. Keempat, 
kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan 
kebenaran. Keempat inilah yang secara manifes melekat pada diri jurnalis sebagai bagian dari 
ekosistem jurnalisme digital. Pasalnya, kebebasan berekspresi melekat pada diri individu.  
 Pada konteks yang lebih spesifik berkaitan dengan aktivitas individu dan media, 
khususnya yang menjalankan aktivitas jurnalisme, kebebasan ini termanifestasi dalam 
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kebebasan pers. Konsep kebebasan pers ini dipahami sebagai freedom from dan freedom for 
yang melekat pada institusi pers untuk memberitakan sesuatu, tanpa pengaruh dari pihak 
eksternal; untuk secara bebas mendistribusikan ide dan informasi dengan bertanggung jawab 
dan demi keuntungan masyarakat (Picard 2014; Whitten-Woodring dan Van Belle 2015; 
Stephenson 2019; Rianto 2019). Secara lebih lanjut, hal ini mentautkan makna kebebasan yang 
melekat pada jurnalis dan intitusi media dengan makna tanggung jawab sosial yang mereka 
emban pada masyarakat. Tanggung jawab ini meliputi aspek keberagaman, objektivitas, 
informatif, dan independensi (McQuails 2010; Picard 2014). Konsep ini berlaku pada semua lini 
jurnalisme atau semua lini yang bekerja di bawah payung pers, baik secara analog maupun 
secara digital. Termasuk mereka yang menjadi bagian dari ekosistem jurnalisme digital, akan 
secara otomatis memiliki kekebasan pers dan tanggung jawab sosial yang sama dengan platform 
jurnalisme yang lainnya.  
 Secara universal, konsep kebebasan pers yang menjadi patron dalam mengejawantahkan 
arti kebebasan pers bagi media ini terartikulasikan dalam Declaration of Human Rights, pasal 19 
yang menyatakan͕ ͞everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right 
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media and regardless of frontiers.͟ 
 Kebebasan ini berlaku secara universal. Universalitas ini tidak hanya bermakna sesuatu 
yang sifatnya regional, karena Declaration of Human Rights lahir di western, dengan Amerika 
dan Eropa sebagai pusatnya. Hal ini juga berlaku di seluruh penjuru dunia bagi negara-negara 
yang menjadi bagian dari perserikatan bangsa-bangsa di dunia. Selain itu, universalitas ini juga 
perlu dipandang sebagai aspek yang multiplatform, bahwa aturan atas kebebasan berpendapat 
yang termanifestasi pada kebebasan pers tidak hanya berlaku pada media cetak dan penyiaran 
sebagai cikal bakal adanya media, tetapi juga pada media digital. Perbedaan karakter media 
tidak secara signifikan mengubah makna dari kebebasan pers, tetapi karekater media perlu 
dipertimbangkan untuk dilihat secara lebih lanjut, karena hal ini yang memuncukan kategorisasi 
kebebasan yang berbeda. 

Kebebasan Berekspresi Pada Jurnalisme Digital  

 Pada kondisi yang ideal, kebebasan berekspresi berlaku untuk semua ekosistem 
jurnalime dan media, baik pada media cetak, media penyiaran (televisi dan radio), juga media 
digital. Pada beberapa konteks, media digital dipahami sebagai medium yang memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan medium yang muncul sebelumnya. Karakteristik ini 
menunjukkan bagaimana sifat dasar dari media tersebut berikut ekosistem yang menyertainya. 
Hal ini menjadi dasar asumsi bahwa kebebasan berekspresi dalam media digital perlu dipahami 
sesuai dengan ekosistem media digital itu sendiri, termasuk bagaimana kebebasan pers yang 
terartikulasi dalam jurnalisme digital.  
 Kebebasan berekspresi pada konteks media digital dipahami sebagai manifestasi relasi 
antara media digital sebagai sebuah medium dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan 
bagaimana media berperan secara fungsional pada kehidupan masyarakat dengan 
menempatkan manusia sebagai aktor di belakangnya. Lievrouw (2006) memahami kondisi ini 
sebagai teknologi informasi dan tenologi komunikasi berikut asosiasi mereka dengan konteks 
sosial.  Konteks ini pada umumnya dibagi dalam tiga bagian. Pertama, media digital merupakan 
alat untuk menyampaikan informasi. Kondisi ini menempatkan media digital hanya sebagai 
͞tool͟ Ǉang sifatnǇa pasif karena dampak baik dan buruknǇa bergantung dari bagaimana 
manusia menggunakannya. Kedua, media digital merupakan manifestasi aktivitas dan praktik 
yang dilakukan oleh orang-orang untuk berkomunikasi atau membagikan informasi. Ketiga, 
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social arrangement atau bentuk organisasi yang membangun media itu sendiri. Konteks ini 

merupakan konsep atas masyarakat jaringan di mana media digital tidak hanya menjadi alat 

komunikasi, tetapi juga menjadi pesan atas proses komunikasi yang terjadi.  

 Untuk melihat konteks kebebasan berekspresi yang mewujud dalam jurnalisme digital, 

elaborasinya perlu mempertimbangkan kebebasan berekspresi sebagai pondasi yang berlaku 

secara universal pada media digital. Artinya, elaborasi ini akan melihatkan freedom for dan 

freedom from yang berangkat dari konsekuensi logis kebebasan berekspresi pada media digital. 

Hal ini tentu dengan mempertimbangkan bahwa person yang dimaksud dalam ekosistem ini 

adalah jurnalis, sementara institusi yang terlibat dalam hal ini adalah institusi atau platform 

media digital. Secara umum untuk memahami kebaruan dari media digital atas media 

konvensional, Flew (2014) menawarkan tiga sudut pandang, yaitu digitalisasi dan konvergensi, 

interaktivitas, dan jaringan. Sudut pandang kebaruan ini menjadi kategorisasi untuk memahami 

bagaimana implementasi kebebasan berekspresi yang muncul dalam jurnalisme digital.  
 

 
Gambar 1. Tiga Perspektif dalam Melihat Kebaruan Media Digital (Diolah oleh Peneliti) 

 

 Kategori yang pertama adalah digitalisasi dan konvergensi. Dua isu ini merupakan 

konsekuensi paling nyata dari adanya media digital dalam kehidupan masyarakat. Digitalisasi 

adalah perubahan bentuk informasi yang sebelumnya binary code menjadi bits. Hal ini 

termanifestasi dengan terbentuknya information society dengan visi mereka melalui 

‘cŽmƉƵƚŽƉia͛ (Morris-Suzuki 2011). Kondisi ini merujuk pada masyarakat yang menempatkan 

informasi sebagai elemen penting dibandingkan hal-hal material lainnya. Kedudukan informasi 

sebagai kebutuhan utama masyarakat, membuat kebebasan tidak lagi hanya dimaknai sebagai 

ruang lingkup ekspresi, tetapi juga sebagai kebebasan atas informasi (freedom of information), 

karena informasi menjadi faktor krusial. Tanpa kebebasan atas informasi, kebebasan 

berekspresi tidak memiliki makna apa-apa (Dutton et al. 2011). Dalam praktik jurnalisme digital, 

informasi menjadi material pokok dalam penyelenggaraan jurnalisme. Kondisi ini meletakkan 

informasi sebagai faktor krusial yang membutuhkan jaminan, pengakuan, dan pembatasan. 

Menurut Jones dan Masuda (dalam Philips et al. 2017) konsep nilai bagi masyarakat informasi 

berbasis pada knowledge creation. Standar nilai ini berimplikasi pada aliran informasi sebagai 

sumber daya demokrasi menjadi wilayah esensial yang mendukung fungsi dan sistem yang 

berlaku dalam masyarakat.  

 Digitalisasi dan konvergensi ini mendorong praktik komunikasi yang lebih horizontal, 

karena media digital membuat aksesibilitas lebih terbuka (Golding 1996; Peters 2020). Hal inilah 

yang hari ini memuncukan banyak konten kreator pada media digital, termasuk jurnalisme. 

Banyak pihak yang mengatasnamakan dirinya jurnalis karena mereka memiliki ruang dan praktik 

yang sama dengan jurnalis terinstitusi. Distingsi ini diurai Anderson melalui, journalism industry 
is dead, but journalism exist in many places (Anderson 2013). Pada saat yang sama, kesetaraan 

dalam memproduksi informasi dan melakukan praktik jurnalistik di ruang digital ini 

memunculkan persoalan terkait verifikasi media dan jurnalis media.   
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 Ambiguitas platform jurnalisme digital dan konsep jurnalis ini menunjukkan bagaimana 
kebebasan muncul dan termanifestasi dalam ekosistem jurnalisme digital. Di satu sisi hal ini 
merupakan kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk 
mengungkapkan pendapatnya dan mendirikan perusahaan media. Namun di sisi lain, kebebasan 
ini juga memicu munculnya media abal-abal dan jurnalis tanpa media. Artinya, ada faktor 
tanggung jawab yang diabaikan dalam hal ini. Legitimasi yang kemudian muncul adalah 
menegakkan regulasi mengenai verifikasi media  
 Pada titik lain, di wilayah konsumsi media atau aras pembaca, hal ini juga memunculkan 
dilema dengan adanya kesenjangan media. Media digital memberikan ruang bagi setiap individu 
untuk knowledge creation. Namun aliran informasi dalam media digital juga pemicu terjadinya 
kesenjangan digital (Negroponte 1996; Ragnedda dan Muschert 2015; Lupac 2018). Kesenjangan 
ini termanifestasi mengenai bagaimana mereka mengonsumsi pemberitaan dan bagaimana 
mereka mendeliberasikan mengenai hal tersebut. Misalnya, pada fenomena clickbaiting pada 
platform jurnalisme digital terjadi beriringan dengan ‘Ɛhaƌe ǁiƚhŽƵƚ ƌead͛. Terutama pada 
generasi-generasi yang tidak cukup terliterasi secara digital seperti pada digital native.  Hal ini 
pula yang menjadi pangkal isu dengan terjadinya hoax dan informasi yang bias perspektif. 
Mengonsumsi informasi melalui platform media tentu menjadi manifestasi kebebasan. Namun 
menyebarkan informasi tanpa fact-check menunjukkan bahwa kebebasan perlu disertai dengan 
tanggung jawab.  
 Kategorisasi yang kedua adalah interaktivitas. Hal ini merupakan karakter dasar media 
digital yang membedakannya dengan media-media konvensional, dengan kata kunci yang 
mengacu pada independensi pengguna (Lister 2008). Secara lebih lanjut ada dua konsep yang 
bisa membantu menjelaskan interaktivitas, yaitu interconnectivity dan interoperability (Flew 
2014). Interkonektivitas merupakan konsep atas kapasitas untuk berinteraksi secara lebih 
mudah melalui jaringan komunikasi yang berbeda-beda. Sementara konsep interoperabilitas 
merujuk pada kapasitas untuk mengakses semua bentuk dari informasi dan konten media 
menggunakan sistem media yang berbeda. Dua konsep ini menunjukkan bahwa interaktivitas 
merujuk pada relasi antara manusia dengan alat dan relasi antara manusia dengan konten, 
termasuk manusia sebagai user pada media digital.  
 Pada media digital interaktivitas tidak lagi dipandang sebagai fenomena kolektif dan 
situasional, tetapi personal.  Kebebasan berekspresi dalam hal ini berarti kebebasan yang 
dilakukan oleh individu dalam medium digital dalam berinteraksi dengan pilihan-pilihan alat 
digital yang ada, konten media pada medium digital, sekaligus user lain sebagai bagian dari 
konten digital. Hal ini muncul dalam relasi antara media dengan sumber-sumber informasi yang 
membangun ekosistem jurnalisme digital. Relasi ini tidak hanya menunjukkan bagimana jurnalis 
dan media berelasi dengan masyarakat, tetapi juga interaksi mereka dengan beragam “user” 
media sosial sebagai sumber informasi yang sahih, relevan, dan bisa dipertanggungjawabkan. 
Bagian terakhir inilah yang acap kali menimbulkan beragam persoalan dalam implementasi 
kebebasan berekspresi dalam ekosistem jurnalisme digital, terutama terkait privasi pengguna 
yang berinteraksi melalui platform digital.  
 Di satu sisi, interaktivitas pada media digital merupakan momentum pertukaran 
informasi antarpengguna. Namun di sisi lain, transaksi informasi ini memunculkan bias batasan 
publik dan privat, “many internet users do not understand the degree to which information they 
ǀŽlƵnƚaƌilǇ Žƌ inǀŽlƵnƚaƌilǇ͙”(Zelezny Ϯ0ϭϭ:ϮϮϱ). Pada praktik jurnalisme digital, media sosial 
acap kali digunakan sebagai sumber informasi oleh jurnalis. Praktik pengutipan akun dan 
pengolahan media sosial ini menjadi gambaran mengenai bagaimana interaktivitas menjadi 
bagian dari bagaimana kebebasan berekspresi dalam jurnalisme digital. Mereka yang cukup 
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paham dan mempertimbangkan aspek privasi, tentu menghindari cara-cara yang merusak 
privasi dan tidak mempertimbangkan nama baik. Artinya, kebebasan berinteraksi ini juga 
disertai dengan tanggung jawab sosial, baik pada mereka yang diajak berinteraksi maupun pada 
masyarakat yang akan mengakses informasi. Akan tetapi, aspek privasi terutama yang berkaitan 
dengan data pribadi menjadi wilayah etik yang belum memiliki standar nilai dalam medium 
digital.  
 Kategorisasi yang ketiga adalah jaringan. Perkembangan media digital yang paling 
fundamental terletak pada perkembangan artefak media itu sendiri, bagaimana karakter media 
menciptakan jaringan dan konektivitas. Konektivitas inilah yang membuat pesan bisa dihantar 
dan diterima dalam platform media digital. Encoding dan decoding pesan berlangsung pada 
jaringan yang kompleks. Kode-kode didistribusikan sebagai bentuk komunikasi dalam media 
digital melalui jaringan tersebut (Flew 2014). Konektivitas ini tidak hanya berkaitan dengan 
keterhubungan antarpengguna media, tetapi juga kohesivitas dalam sosial budaya (Castells 
dalam Flew 2014). Konsekuensi logis dari konektivitas ini adalah globalisasi penetrasi informasi 
yang sifatnya masif. Atas alasan ini pula freedom of connection menjadi penting dan menjadi 
manifestasi kebebasan berekspresi pada media digital. Hal ini bermakna jaminan infrastruktur 
dari negara untuk memunculkan jaringan, juga jaminan atas kualitas konten yang didapatkan 
dari banjir informasi. Selain itu, pada konteks sosial dan budaya, kebebasan berekspresi juga 
memberikan garansi bahǁa masǇarakat boleh ͚berkohesi͛ Ǉang melipƵti berkƵmpul, 
berkelompok, dan berorganisasi dalam media digital (Dutton et al. 2011).  
 Freedom of connection ini berimpilikasi pada munculnya konsep kebebasan berkumpul 
dan berserikat yang terjadi di dunia maya atau freedom of assembly in cyber space. Manifestasi 
dari kebebasan konektivitas dan kebebasan berjaringan ini dalam praktik jurnalisme digital 
termanifetasi pada bagaimana konektivitas terwujud untuk membangun jaringan yang solid. 
Pada konteks ini muncul pertautan antara jurnalisme dengan negara di mana dalam produksi, 
distribusi, dan konsumsi informasi yang terjadi dalam ekosistem jurnalisme, ada peran negara 
yang perlu menyediakan infrastruktur demi menjamin terjalinnya konektivitas. Termasuk 
kedudukan negara untuk membuat kondisi tidak membatasi kebebasan berekspresi dan 
keadilan sosial.  

Kebebasan pada Jurnalisme Digital dan Tantangan pada Regulasi di Indonesia  

 Digitalisasi dan konvergensi, interaktivitas, dan jaringan membuat konsep atas 
kebebasan berekpresi dalam media digital dipahami secara lebih luas. Dengan memahami 
kebaruan karakter media (Flew 2014), kebebasan berekspresi perlu pula dipahami sebagai 
kebebasan dalam mengakses media, kebebasan berinteraksi, kebebasan berkumpul dalam 
ruang digital, dan freedom of connection. Tentu kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Terlebih 
dengan munculnya berbagai dilema etis dan normatif sebagai konsekuensi dari kebebasan pada 
media digital. Oleh karenanya, dibutuhkan pembatasan yang relevan sebagai jalan tengah atas 
kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dari media digital. 
 Freedom House merekomendasikan tiga metode untuk memberikan batasan bagi 
terselenggaranya kebebasan pada media digital (Dutton et al. 2011). Pertama, pembatasan atas 
akses. Pembatasan ini bisa dilakukan dengan melakukan penerapan kebijakan yang berkaitan 
dengan aksesibilitas, kondisi perekonomian, atau infrastruktur. Kedua, pembatasan konten. Hal 
yang paling jamak dilakukan adalah dengan upaya penyensoran. Sensor bisa dilakukan oleh 
lembaga yang memiliki otoritas atau dilakukan secara mandiri oleh pemilik konten. Ketiga, 
pembatasan hak-hak penggunaan dengan cara yang sah. Berbagai upaya bisa dilakukan di luar 
kebijakan pemerintah selama upaya tersebut tidak melukai jaminan atas kebebasan 
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berekspresi. Batasan ini dilakukan bukan untuk pembungkaman atau pengerdilan kebebasan 

berekspresi. Hal ini dilakukan justru untuk memberikan rambu-rambu agar kebebasan 

berekspresi di media digital tidak kebablasan. Secara implementatif, pembatasan ini muncul dan 

diatur dalam regulasi media yang menekankan mengenai kebebasan berekpresi serta tanggung 

jawab sosial.  

 Regulasi menjadi jalan tengah atas kebebasan dan tanggung jawab sosial. Kebebasan 

merupakan syarat mutlak dari tanggung jawab (Bertens 2013:99). Tanggung jawab ini berkaitan 

dengan sisi normatif yang termanifestasi pada alat kontrol yang tercipta dari acuan kebebasan. 

Hal inilah yang muncul dalam regulasi. Secara lebih lanjut, beberapa aspek yang bisa menjadi 

acuan dalam melihat batasan atas kebebasan dan melihat bagaimana tanggung jawab dilakukan 

adalah sebagai berikut (Bertens 2013: 94-95): 
 

a. Faktor-faktor dari dalam. Hal ini berkaitan dengan aspek individu, baik fisik (badan) 

maupun psikologis.  

b. Lingkungan, baik yang berupa lingkungan alamiah maupun lingkungan sosial budaya.  

c. Kebebasan orang lain. Gesekan antara kebebasan manusia yang satu dengan yang lain 

menjadi alasan mengapa tatanan moral dibutuhkan.  

d. Generasi-generasi mendatang. Kebebasan manusia dibatasi oleh wilayah normatif terkait 

masa depan umat manusia. Mengingat masa depan adalah faktor yang bersifat futuristik 

dan belum nampak, untuk membatasi dibutuhkan kesadaran dari masing-masing 

individu.  
 

 Jika kebebasan merupakan syarat adanya tanggung jawab, maka kebebasan berekspresi 

pada media digital memiliki tanggung jawab yang harus dielaborasi untuk kemanfaatan 

masyarakat. Kebebasan atas informasi membawa tanggung jawab atas informasi yang sah dan 

faktual. Kebebasan interaktivitas membawa tanggung jawab penghormatan atas hak pribadi dan 

privasi orang lain. Sementara kebebasan berjaringan membawa tanggung jawab untuk 

konektivitas media dan konten yang memiliki kemanfaatan bagi publik secara luas. Jalan tengah 

yang mempertemukan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial ini mewujud 

dalam regulasi media.  

 Secara umum, regulasi media dibutuhkan karena sejumlah alasan (Haryatmoko 

2007:148-149). Pertama, regulasi membantu konsumen mendapatkan informasi sesuai dengan 

kualitas tertentu. Pada media digital regulasi media membantu pengguna media untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Banjir informasi 

menjadi keniscayaan dalam perkembangan media digital, oleh karenanya filter atas informasi 

yang benar dan bertanggung jawab menjadi elemen penting dalam menjaga kestabilan ruang 

publik.  

 Kedua, regulasi media menjaga aturan pasar dalam melawan konsentrasi ekonomi yang 

terjadi pada media tertentu. Dalam konteks ekonomi politik media, selama ini  konten media 

menjadi komoditas yang menjadi faktor penentu gerak pasar. Media acap kali hanya 

memproduksi informasi atau program yang menguntungkan dan membuat publik tertarik. Pada 

posisi media digital, komoditas tidak hanya mewujud dalam media dan konten media, karena 

user (pengguna) sendiri menjadi komiditas. Tanpa regulasi yang mampu menjadi jalan tengah, 

pengguna media tak ubahnya seperti halnya informasi pada konten media, pengguna akan 

menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh media.  

 Ketiga, menjamin pluralisme yang menjadi bagian penting dari demokrasi. Negara 

menjamin dan melindungi keberagaman ekspresi yang hidup dalam masyarakat. Pada konteks 

demokrasi, tugas negara adalah menjamin kebebasan berekspresi ini hidup berdampingan 
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tanpa membedakan golongan masyoritas dan golongan minoritas dalam masyarakat. Prinsip 
pluralitas menempatkan kesamaan dan partisipasi sebagai nilai yang akan dipelihara bersama-
sama. Pada media digital pluralitas ini tentu tidak hanya dipahami sebagai golongan mayoritas 
dan golongan minoritas, tetapi juga pada konteks yang lebih spesifik seperti kasus-kasus khusus 
yang bernada SARA, kebencian, rumor, dan ujaran kebencian. Hallin dan Mancini dalam 
Comparing Media System menuliskan, intervensi negara dalam dunia media dipekenankan pada 
beberapa aspek seperti fitnah, defamasi, ujaran kebencian, perlindungan jurnalis, kepemilikan, 
kompetisi pasar, dan isu-isu komunikasi politik (Hallin dan Mancini 2004: 43-45) Intervensi ini 
tidak selalu dimaknasi campur tangan pemerintah dalam menetapkan regulasi yang berkaitan 
dengan media dan informasi. Intervensi ini juga berwujud keikutsertaan pemerintah dan 
tindakan secara kooperatif untuk menetapkan regulasi media dan untuk ikut memberikan 
jaminan perlindungan kepada masyarakat dari kepentingan-kepentingan yang merugikan 
mereka dan mengganggu ketertiban umum. 
 Di Indonesia, jalan tengah yang menjadi ruang untuk mengatur mengenai kebebasan dan 
tanggung jawab sosial atas jurnalisme digital muncul melalui Undang-undang Pers, Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pedoman Media Siber. Undang-undang Pers 
secara normatif dan legitimate mengatur mengenai segala macam bentuk produk pers. 
Sementara itu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berbagai 
aspek yang berkaitan dengan transaksi informasi yang terjadi melalui media elektronik. 
Jurnalisme digital berdiri di antara kedua regulasi tersebut. Manifestasi praktis dari apa yang 
terjadi dalam ekosistem jurnalisme digital melibatkan pula Pedoman Media Siber yang 
ditetapkan oleh Dewan Pers. Selain itu, sebagai produk jurnalistik, mereka yang menjalankan 
aktivitas jurnalisme digital juga patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan-ketentuan 
etis yang ditetapkan Dewan Pers.  
 Konsep jurnalisme digital dalam konteks aturan Dewan Pers muncul melalui Pedoman 
Media Siber, yaitu konsep media siber dan konsep isu buatan pengguna (user generated 
content). Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan  
melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan 
Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated 
Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, 
antara lain, artikel, gambar,  komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang 
melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk 
lain. Aturan ini tidak secara spesifik memberikan kerangka hukum mengenai jurnalisme digital, 
baik dalam konteks perusahaan maupun dalam konteks teknis. Isu yang cukup terang pada 
pedoman ini berkaitan dengan verifikasi dan keberimbangan berita.  
 Dilema normatif yang muncul dari regulasi media yang ada di Indonesia adalah 
pertautan secara tidak langsung dari Undang-undang Pers dan Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik atas jurnalisme digital. Secara normatif, institusi dan produk jurnalisme 
digital tidak bisa diakui dan dilindungi sepenuhnya dengan Undang-undang Pers karena ada 
sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu jurnalisme digital juga tidak bisa 
sepenuhnya diatur dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena 
jurnalisme digital bukan merupakan fokus dari regulasi ini. Hal inilah yang menimbulkan silang 
sengkarut dalam mewujudkan perlindungan kebebasan pers dan jurnalis dalam ekosistem 
jurnalisme digital, sekaligus memunculkan tantangan untuk pengaturannya. Hal yang paling 
dilematis dari kedua regulasi ini adalah munculnya sejumlah kasus jurnalisme digital yang 
ditangani dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
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  Posisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur jurnalisme 

digital ini memunculkan pertanyaan terkait relevansi hukum undang-undang ini dan bagaimana 

artikulasi kebebasan pers dalam kerangka undang-undang ini. Spirit yang muncul dari Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana termaktub dalam konsiderannya, 

adalah dalam rangka melindungi kebebasan berpikir dan berpendapat melalui teknologi 

informasi dan komunikasi.  
 

͞Bahǁa ŬeŵeƌdeŬaaŶ ŵeŶǇaƚaŬaŶ ƉŝŬŝƌaŶ daŶ ŬebebaƐaŶ beƌƉeŶdaƉaƚ Ɛeƌƚa haŬ ŵeŵƉeƌŽůeh 
informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan 
rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik 
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui 
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agaŵa͕ ŬeaŵaŶaŶ͕ daŶ ŬeƚeƌƚŝbaŶ ƵŵƵŵ daůaŵ ƐƵaƚƵ ŵaƐǇaƌaŬaƚ deŵŽŬƌaƚŝƐ͘͟  

 

 Secara normatif, Undang-undang ITE memiliki spirit yang baik dan berupaya menjadi 

penengah atas kebebasan berekspresi yang terjadi pada media digital, dan memberikan 

tanggung jawab sosial dengan pembatasan yang relevan. Akan tetapi, sejak disahkan, Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru menimbulkan dilema etis maupun normatif 

karena beberapa alasan. Pertama, sejak kasus Prita Mulyasari mencuat pada tahun 2008, 

sampai dengan tahun 2018, lebih dari 100 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik karena 

terjadinya aduan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung atas konten dalam 

media digital. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh ELSAM, Institute Criminal and Justice 

Reform (ICJR), dan LBH Pers, sampai dengan tahun 2016 terdapat 85 kasus aduan di Indonesia 

yang diakibatkan pengungkapan pendapat pada media digital. 47 kasus diantaranya merupakan 

kasus yang teridentifikasi pada media sosial. Dasar hukum aduan yang digunakan dalam aduan-

aduan ini kebanyakan merujuk pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE.  

 Kedua, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mencerminkan adanya 

jaminan atas kebebasan berekspresi di Indonesia. Dari sekian banyak kasus kebebasan 

berekspresi melalui media digital, kasus Prita Mulyasari adalah yang banyak mencuri perhatian 

publik karena sampai memunculkan digital activism melalui koin untuk Prita. Namun dalam 

konteks hukum, yang sebenarnya menanggung akibat paling besar dialami oleh Kho Seng Seng, 

yang dikenai hukuman denda 1 Milyar akibat surat pembaca yang ia kirimkan pada salah satu 

media digital. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengungkapkan pendapatnya dan 

dianggap ͞melakƵkan perbƵaƚan pencemaran nama baik͟ dapaƚ dikenai Pasal Ϯϳ aǇaƚ ;ϯͿ 
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

 Ketiga, secara hukum aturan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan yang 

muncul dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan dilema karena 

sudah diatur dalam KUHP. Pada sejumlah kasus yang berkaitan dengan Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, akun atau user yang dianggap melakukan tindakan 

pencemaran nama baik atau penghinaan diancam menggunakan pasal berlapis, yaitu pasal yang 

ada di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada tumpang tindih regulasi yang terjadi dengan adanya Undang-undang ITE. Padahal 

regulasi dibuat seharusnya sebagai ruang untuk memberikan solusi dan kepastian hukum bagi 

masyarakat.  
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 Berdasarkan dilema tersebut, pada tahun 2016 saat Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik masuk dalam Program Legislasi Nasional untuk direvisi. Namun hasil revisi 
dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak memberikan perubahan 
signifikan pada substansi kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial di media digital, 
khususnya pada praktik jurnalisme. Perubahan yang masuk dalam Undang-undang ITE versi 
perubahan tahun 2016 tersebut diantaranya:  
 

1. Penambahan penjelasan untuk pasal 27 ayat (3) untuk menghindari multitafsir Juga 
memberikan penjelasan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan dan mengacu 
pada pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana yang diatur dalam KUHP.  

2. Pidana untuk pasal 27 ayat (3) diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun atau denda dari 
1 Milyar menjadi 750 juta rupiah. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi ancaman 
pidana pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti.  

3. Intersepsi akan diatur kemudian melalui undang-undang dan informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.  

4. Penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, disingkronkan dengan hukum 
acara pada KUHAP 

5. Memperkuat peran penyidik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil.  
6. Menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada 

pasal 26.  
7. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan akibat 

penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. 
  

 Perubahan yang masuk dalam Undang-undang Informasi dan Traksaksi Elektronik tahun 
2016 ini tidak secara manifest memberikan penegasan mengenai implementasi kebebasan 
berekspresi dan tanggung jawab sosial di ranah digital, termasuk jurnalisme. Pasal 27 ayat (3) 
misalnya yang menjadi ruang dilematis bagi kebebasan berekpresi masih ada, hanya berkurang 
bobot sanksinya. Sementara isu terkait pemblokiran pada sejumlah media juga tidak 
mendapatkan cukup perhatian. Padahal isu ini berkaitan dengan hak atas berjejaring dan hak 
atas konektivitas yang termasuk pula sebagai bagian dari kebebasan berekspresi di wilayah 
digital, juga termasuk bagian dari hak asasi manusia. 
 Pada awalnya, perubahan atas Undang-undang ITE ini dianggap sebagai angin segar. 
Namun, pada akhirnya tidak mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Padahal spirit 
awalnya Undang ini menjadi jalan tengah untuk kebebasan berekspresi dan tanggung jawab 
sosial dalam media digital. Respon negatif ini dipicu karena dua alasan. Pertama, perubahan 
undang-undang ITE tidak mengubah apapun dari undang-undang yang lama, dan masih 
melanggengkan status quo. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal defamasi yang tetap ada. Kedua, 
undang-undang ITE tidak mencerminkan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pada 
media digital. Alih-alih memberikan ruang kebebasan, undang-undang ini justru melegitimasi 
banyak aspek yang tidak mendukung kebebasan berekspresi pada pengguna media digital. 
Dengan demikian, relevansi Undang-undang ini atas kebebasan pers dalam ekosistem 
jurnalisme digital di Indonesia bisa dikatakan tidak relevan.  
 Secara lebih spesifik pemetaan ketiadaan dukungan kebebasan berekspresi dan 
kebebasan pers pada Undang-undang ITE sebagai salah satu regulasi yang mengatur jurnalisme 
digital dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Konsep Dasar dan Implementasi Kebebasan Berekspresi pada Regulasi 

Konsep Dasar Kebebasan 
Berekspresi 

(John Stuart Mill)  

Kebebasan 
Berekspresi di Media 

Digital 

Regulasi pada Media 
Digital 

Regulasi yang Ada pada 
Undang-Undang ITE 

Argumentasi Mill,  
seharusnya tidak ada 
upaya untuk mengenda-
likan the expression of 
opinion (ekspresi 
berpendapat).  

Manusia tidak memiliki 
wawasan apriori secara 
langsung ke dalam kebe-
naran dan oleh karenanya 
semua keyakinan harus 
tetap terbuka untuk dire-
visi pada pengamatan 
selanjutnya.  

Pembatasan atas ke-
bebasan dilakukan secara 
legislatif, sekaligus melalui 
paksanaan dan kontrol 
yang lebih luas yaitu 
kekuatan fisik berupa 
hukum atau paksaan 
moral dari opini publik  

Pada pemerintah de-
mokratis kebebasan 
berekspresi merupakan 
alat kontrol dan penilaian 
warga masyarakat kepada 
pemerintah.  

Syarat kebebasan ber-
ekpresi, meliputi: 
keterpenuhan informasi 
yang dibutuhkan tentang 
pemerintahnya;kebeba-
san warga untuk me-
nyebarluaskan informasi; 
kebebasan warga untuk 
mendiskusikan informasi 
satu sama lain 

Kebaruan pada media 
digital bisa dilihat dari 
tiga sudut pandang, 
yaitu: digitalisasi dan 
konvergensi, interak-
tivitas, dan jaringan 

Digitalisasi dan 
konvergensi memba-
wa konskuensi pada 
kebebasan dalam 
mengakses informasi 
dan mengakses 
media. Namun 
memunculkan dilema 
atas banjir informasi 
dan kesenjangan 
digital.  

Interaktivitas 
membawa kons-
kuensi  kebebasan da-
lam berelasi dan 
berinteraksi dalam 
ruang digital. Namun  
memunculkan dilema 
dalam wilayah privasi.  

Jaringan membawa 
konskuensi pada 
kebebasan dalam 
berhubungan, 
freedom of 
connection, dan 
kebebasan berke-
lompok dalam media 
digital. Memunculkan 
konskuensi pada 
intersepsi, kera-
hasiaan negara, dan 
kekuatan in-
frastruktur teleko-
munikasi.   

Regulasi media 
menjadi jalan tengah 
kebebasan 
berekspresi di media 
digital dan tanggung 
jawab sosial dengan 
mempertimbangkan 
empat aspek: lingku-
ngan, faktor internal, 
kebebasan orang lain, 
dan generasi 
mendatang.  

Regulasi media digital 
membantu user 
mendapatkan 
informasi yang tepat, 
kredibel, dan berta-
nggung jawab.  

Perlunya perlin-
dungan pada user 
dan informasi, karena 
pada media digital 
komoditas tidak 
hanya terletak pada 
media dan konten 
media tetapi pada 
informasi yang 
dipertukarkan dan 
user.  

Memahami konteks 
pluralitas pada media 
digital perlu diterje-
mahkan secara lebih 
luas, karena tidak 
hanya berkaitan de-
ngan kalangan ma-
yoritas dan minoritas 
dalam masyarakat, 
tetapi juga gap 
generasi, SARA, 
kebencian, dan 
defamasi.  

Spirit utamanya mencer-
minkan jaminan untuk 
kebebasan berekspresi 
dan menggunakan 
teknologi komunikasi.  

Konten regulasi lebih 
menekankan pada aspek 
transaksi informasi dan 
kapitalisasi.  

Menempatkan pemerintah 
sebagai regulator, bukan 
operator. Di mana hal ini 
menempatkan peran 
masyarakat sipil dan 
kalangan swasta pada 
media digital semakin 
terbuka.   

Belum merepresentasikan 
tanggung jawab sosial, 
karena yang tejerat 
dengan pasal 27 ayat (3) 
akibat mengemukakan 
pendapat dan ekspresinya 
melalui media digital 
justru terjerat hukum.  

Sumber: hasil olah data peneliti 
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KESIMPULAN 

 Jurnalisme digital merupakan manifestasi pertautan antara media digital sebagai 
perkembangan teknologi dalam ruang lingkup jurnalisme serta praktik jurnalistik yang berubah 
seiring perkembangan media digital. Sudut pandang dalam melihat jurnalisme digital tidak 
hanya perlu mempertimbangkan karakter dasar dari media digital itu sendiri, tetapi juga perlu 
mempertimbangkan berbagai konsekuensi komunikasi dalam ekosistem media itu sendiri. Hal 
ini pula yang memengaruhi bagaimana manifestasi kebebasan berekspresi dan tanggung jawab 
sosial pada jurnalisme digital, baik pada konteks praktis maupun konteks normatif.  
 Sudut pandang untuk melihat konsekuensi kebebasan berekspresi dalam jurnalisme 
digital dielaborasi melalui tiga sudut pandang, yaitu: digitalisasi dan konvergensi; interaktivitas; 
serta jaringan. Digitalisasi membawa konsekuensi pada komunikasi yang bersifat horizontal, 
sehingga mempengaruhi produksi dan konsumsi informasi dalam jurnalisme digital. 
Interaktivitas memunculkan gatewatching yang membuat siapapun punya ruang untuk 
berkontribusi dalam jurnalisme. Sementara jaringan membawa konsekuensi atas konektivitas 
baik dalam konteks infrastruktur maupun kohesivitas sosial budaya dalam jurnalisme digital. 
Ketiga sudut pandang ini muncul dalam praktik jurnalisme digital yang dilakukan oleh media 
maupun jurnalis, berikut dengan kebebasan berekpresi yang melekat serta tanggung jawab 
sosial yang harus ditegakkan.  
 Kebebasan berekpresi ini muncul bersamaan dengan tanggung jawab sosial. Hal ini 
termanifestasi dalam regulasi media yang mengatur mengenai jurnalisme digital di Indonesia, 
yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  Spirit dari Undang-undang ini 
berangkat dari semangat untuk menjaga arus informasi dan transaksi informasi pada ruang 
lingkup media digital di Indonesia. Namun, ketika berkaitan dengan praktik jurnalisme sigital 
sebagai bagian dari rung lingkup media digital, aturan ini tidak cukup mendukung ekosistem 
jurnalisme dengan implementasi kebebasan berekspresi serta tanggung jawab sosial yang baik. 
Alih-alih memberikan kebebasan, Undang-undang Informasi dan Traksaksi Elektronik justru 
memberikan pembatasan. Sementara itu tanggung jawab sosial sebagai bagian dari peran 
jurnalisme dalam masyarakat juga tidak mendapatkan jaminan dalam Undang-undang ITE.  
Kondisi ini menunjukkan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum 
memberikan ruang legitimasi pada ekosistem jurnalisme digital di Indonesia. 
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Abstract 
Nowadays, marketers utilize online channels to reach for the target market. There are 
plenty of tactics that can be used, such as advertisement, celebrity endorsement, and 
influencer marketing. This research aimed to compare the effectiveness of each tactic to 
influence purchase intention towards halal make-up brand. Wardah is the research subject. 
The researcher used the mixed method sequential exploratory that consisted of two phases. 
The first phase was qualitative and the second phase was quantitative. During the first 
phase, the researcher interviewed 25 informants to explore indicators for proposed 
variables. Based on the first phase finding, the instrument for the second phase was 
developed. During the second phase, the researcher collected data from 154 respondents. 
The findings indicated that the advertisement, celebrity endorsement, and influencer 
marketing simultaneously and partially had significant influence on purchase intention. 
Comparing all three tactics, influencer marketing had the most significant influence on 
purchase intention. 
 
Keywords: Advertisement, Celebrity Endorsement, Influencer Marketing, and Purchase 
Intention 

 

Abstrak 
Dewasa ini, kanal online dimanfaatkan oleh para pemasar untuk menjangkau target 
market. Ada berbagai taktik yang dapat dijalankan, seperti iklan, celebrity endorsement, 
dan influencer marketing. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keefektifan taktik 
yang telah disebutkan dalam memengaruhi minat beli merk kosmetik halal. Wardah 
merupakan subjek dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan sequential 
exploratory mixed method yang terdiri dari dua fase. Pertama, peneliti mewawancarai 25 
informan untuk menemukan indikator dari variabel yang diajukan. Berdasarkan hasil fase 
pertama, instrumen untuk fase kedua dikembangkan. Pada fase kedua, peneliti 
mengumpulkan data untuk 154 responden. Temuan penelitian menyatakan bahwa iklan, 
celebrity endorsement, dan influencer marketing memiliki pengaruh simultan yang 
signifikan terhadap minat beli. Dibandingkan ketiganya, influencer marketing memiliki 
pengaruh paling kuat.  
 
Kata Kunci: Iklan, Celebrity Endorsement, Influencer Marketing, Minat Beli 
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INTRODUCTION 

Competition is getting tighter in every industry. Cosmetics industry is not an exception. In 
the last decade, various companies started involving within the industry. According to an article 
published by Reuters.com (2018), in 2017, the value of the industry had reached US$ 532.43 
billion. In 2023, it is expected to grow to US$ 805.61 billion. The emerging countries have the 
largest contribution with 50%. Among them, Indonesia is the second largest. 

According to data from the Indonesia Ministry of Industry, there are more than 750 
comƉanieƐ in ƚhe coƵnƚƌǇ͛Ɛ coƐmeƚicƐ indƵƐƚƌǇ ;Kemenƚeƌian PeƌindƵƐƚƌian IndoneƐia, 2020). To 
survive and win the competition, each company developes a marketing strategy. Wardah is one 
of them. It became a pioneer in Halal make up and personal care. Wardah uses both traditional 
and digital media as their marketing channel. 

Marketers believe that social media is the best channel for digital marketing. They perceive 
social media as a promising instrument to reach out to the younger market segment. These 
youngsters are fond of Instagram for it highlights the visual aspects. This aspect favored 
Generation Y and Generation Z the most (Clasen 2015). However, there are several different 
tactics utilized by marketers on social media, like Instagram, as the part of digital marketing 
strategy. Sjoberg (2017) found there were three tactics that are often selected, including 
advertising, influencer marketing, and celebrity endorsement. Many studies found that each 
tactic had significant influence on purchase intention (He & Qu 2018; Lim et al. 2017; Malik and 
Qureshi 2016). Along with the research, Wardah is performing those tactics through Instagram. 
From that, this research would like to discover the effectiveness comparison of each tactic in 
increasing the sales for it has not yet widely discussed. 

As the world is highly driven by technology, it comforts people to connect and 
communicate easily through it without the time and space boundaries through social media or 
social networking platforms. Social media is defined as an application that is operated through 
internet connection that allows users to create contents and share them with others (Kaplan and 
Haenlein 201ϲ͖ O͛ReillǇ͕ in Harrison and Barthel 2009). Due to its sharing nature, social media 
enables the users to socialize with each other and eventually form a society. Instagram is one of 
the examples as it was found in 2010. In order to set it apart from other social media, Instagram 
emphasizes on photo sharing among users (Berg and Sterner 2015). However, on its development, 
Instagram allows the users to share video and live broadcasting through features like Snapgram 
and IGTV. According to the article that was released by The Verge, Instagram has reached 1 billion 
users worldwide. It means that there were around 200 million additional users if compared to the 
data from previous year (Carman 2018). As a picture-based social media, Instagram is very visual 
and loved by the youngsters. Their users are dominated by those around 16 ʹ 34 years old.  

Many marketers chose to utilize Instagram as a marketing tool. Furthermore, Berg and 
Sterner (2015) found that various companies use Instagram for marketing in many different ways. 
Oftentimes, the companies are combining two or more tactics to attract the interest of users 
towards the message that is being communicated to increase purchase intention, such as: 
advertising, celebrity endorsement, and influencer marketing. In order to find the best way, trial 
and error are performed.  

Purchase intention can be defined as a state when the customers thought about a certain 
product and have desire to buy it (Afshardost et al. 2015). Budiman (2012) defined purchase 
intention as a willingness to buy a product that appeared after the consumers performed overall 
evaluation towards it. 
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Some of ƚhe maƌkeƚeƌƐ belieǀe ƚhaƚ Ɛocial media adǀeƌƚiƐing can incƌeaƐe ƵƐeƌƐ͛ ƉƵƌchaƐe 
intention towards the product. Many researches have investigated the effectiveness of social 
media advertising to influence purchase intention. One of them was conducted by Elsemina et al. 
(2015). They found that social media advertising had a positive effect on brand image but not 
brand equity. There was no explanation from them why it happened. However, another literature 
has shown that more comprehensive marketing effort is required to enhance the brand equity 
(Longwell 1994). Another finding stated that social media advertising has a significant impact on 
e-WOM, but the e-WOM has no positive impact on purchase intention (Elsemina et al. 2015). 
Therefore, it can be concluded that brand equity and e-WOM are not the suitable mediating 
variables for the relationship between social media advertising and purchase intention. Perhaps, 
the advertisiment that was seen by the respondents in Elsemina et al. (2015) did not meet the 
criteria which made it effective. In the research performed by Jensen (2008) and Rodgers and 
Thorson (2000), attractiveness and relevancy of content, position of the advertisement, and 
frequency of appearance have significantly affected the effectiveness of social media advertising.  

On the other hand, some believe in influencer marketing. It is a new marketing tactic that 
arises with the development of social media. Lim et al. (2017) conducted a research that explored 
the impact of social media influencers on purchase intention through attitude. There were three 
independent variables, one mediating variable, and one dependent variable involved in the 
research. The independent variables were obtained from three theories: source credibility, source 
attractiveness, and product match-up.  

Although there is common misunderstanding where people consider influencer marketing 
similar to celebrity endorsement, both have a number of differences. First, it lays on the figure: 
influencer and celebrity. According to Glucksman (2017), influencer is a figure who earned 
popularity from reviewing products and shaped credibility in specific industry. On the other hand, 
celebrities are famous figures who are asked by marketers to endorse a product for certain 
compensation. Second, the way the figure talks about the product. Brown and Hayes (2008) said 
that influencers want to provide the followers with genuine review about the product. Therefore, 
they include the positive and negative aspects. On the contrary, celebrities only spoke positive 
words about the products because they are responsible to persuade the audience to purchase 
them. These differences make influencer marketing has higher credibility compared to celebrity 
endorsement (De Veirman, Cauberghe, and Hudders 2017) for influencers provide the audience 
with all necessary information to make a judgment about a product. Besides that, marketers spent 
relatively less cost in influencer marketing in comparison to celebrity endorsement. However, 
there is a downside of using the influencer service. The coverage of the influencer is not as wide 
as celebrities that may appear in printed and broadcasted media regularly.  

There are some marketers that favor to use celebrity endorsement. Celebrities are the 
figure that always is in the center of the spotlight. They are recognized by many people for their 
talent from acting, singing, to sport. Besides recognition, there are many people also fond of 
them. In general, people will be excited to see the celebrities, pay attention to what they say, and 
even follow what they do. It is common to witness something that is worn by a celebrity becomes 
a trend within a few weeks. Because of this power, they still work with celebrities to endorse a 
brand or product. However, there are factors that need to be considered before choosing one 
celebrity as an endorser. Chan et al. (2013) identified eight factors, i.e. product match-up, 
suitability with target market, has good value, affordable cost, no scandal, high rate of fame, 
attractive appearance, and high credibility. If marketers select the wrong celebrity, it could give 
negative impact to the brand or product; from damaging the image to financial loss due to the 
ROI deficit from celebrity endorsement. 
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Several models were used by the scholars to select the right celebrity: source credibility, 

source attractiveness, and product match-up. The source credibility has two building blocks: 

expertise and trustworthiness. Meanwhile, source attractiveness has three: familiarity, similarity, 

and likeability. On the other hand, the product match-up does not have any building block as it 

stands by its own. 

Many researches has been conducted to find whether the celebrity endorsement is 

effective to increase the purchase intention. Malik and Qureshi (2016) performed exploratory 

quantitative research. The result revealed that endorser͛s gender, attractiveness, and credibility 

had positive yet weak influence on purchase intention. Furthermore, when they endorsed more 

than one product, it then had a weak negative influence on purchase intention. When it comes to 

the comparison, the advertising with celebrity endorsement had positive and moderate influence 

on purchase intention. The more celebrity included, the better the influence to purchase 

intention.  
 

METHOD 

There are numerous marketing researches that have been performed. Therefore, this 

study offers its own state-of-art. Instead of grounding the research to the existing theory, this 

study will explore new possibilities by studying particular cases to find the generalization of it. 

Hence, an inductive approach is used for this study. According to Trochim (2008), inductive 

approach is a process to analyze specific cases to draw general findings. Although the inductive 

approach is often linked to qualitative research, this research will use a mixed method instead. 

There are two justifications in choosing this methodology. First, the study is intended to bring 

valid state-of-art to the existing theory as qualitative suits best to discover a new possibility. 

Furthermore, a quantitative method will be used to test the possibility found. For this justification, 

the type of this research is exploratory sequential design. There are two sequences within this 

research. The first sequence is qualitative and followed by quantitative. Second, many experts 

believe that mixed methods could accommodate the lack of qualitative and quantitative methods 

when they stand alone. This was confirmed by Neumann (2014). According to him, qualitative and 

quantitative had many differences but when they were combined, both could complement each 

other. 

 

Figure 1. Research Flow of Exploratory Sequential Mixed Method (Source: Hesse-Biber 2010) 

As mentioned, this research seeked to investigate the effectiveness of digital marketing 

strategy in social media, in this case Instagram. The object of this study is Halal Make Up Brand, 

by using Wardah as the sample. The general population of this study is Instagram users. The total 

population remains unknown, yet probability sampling methods could not be used. Therefore, the 

non-probability sampling method was selected. There are several methods used. In order to 
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ensure that the sample provides relevant answers, purposive sampling is used. The requirements 

to screen the sample are: female, age 18-35 years old, own an Instagram account, and have 

experienced Wardah marketing strategy on Instagram. Besides purposive sampling, quota 

sampling is also used to determine the appropriate sample size. As there are two data collection 

activities, qualitative and quantitative, the sample size for each collection is different.  

For an interview, at least 20 informants are needed. However, the study also attempts to 

explore new possibilities, thus a dozen informants may be insufficient to gather the required data. 

On the other hands, at least 150 respondents are required for the survey. According to Babbie 

(2010), the minimum sample size for quantitative research is 30.  

There are two steps for data gathering. To ensure the interview is efficiently conducted, 

the interview checklist was prepared to list out questions based on variables involved. However, 

any additional question could be added to elaborate more reliable data. This type of interview is 

also known as semi-structured. After the data were gathered, the analysis will be performed. The 

result of the analysis is then used to develop a questionnaire for survey instruments. Based on the 

interviews, the research discovered a number of indicators for independent variables (presented 

in the qualitative findings section). These indicators are developed into Likert scale-based 

questionnaire items. Likert-scale is used to ease the responses into numerical data. The survey 

was performed online by spreading Google Form link. The quantitative data is being analyzed 

through several steps: first is checking the validity and reliability of data; second is checking the 

data normality and multicollinearity; and third is performing regression analysis. 

Based on the literature review that revealed the relationship between variables, the 

research framework and hypothesis of this study are illustrated in Figure 2. 

 

Figure 2. Research Framework 

 

H1: Wardah advertisement on Instagram has significant influence to purchase intention 

H2: Wardah celebrity endorsement on Instagram has significant influence to purchase intention 

H3: Wardah influencer marketing on Instagram has significant influence to purchase intention 

  

DISCUSSION 

In this research, there are two categories of findings. The first category is discovered 

through qualitative approach. Meanwhile, the second category is revealed through quantitative 

approach. This section provides the elaboration of the qualitative findings. Regarding the exposure 

of social media marketing tactics performed by Wardah, all respondents admitted that they have 

seen the advertisement. It indicated that Wardah did a good job in selecting the target audience 

for its advertisement and also spent a significant amount of cost to increase the scope of exposure. 
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As a large cosmetic brand in Indonesia, surely Wardah has the resources to do so. Meanwhile, 
some of the informants claimed that they have never seen any celebrity endorsement or 
influencer marketing. It is because they did not follow the celebrity or the influencer that was 
chosen by Wardah.  

͞I ƚhiŶŬ I did ŶŽƚ Ɛee ƚhe ceůebƌiƚǇ eŶdŽƌƐeŵeŶƚ Žf Waƌdah͛Ɛ ƉƌŽdƵcƚƐ͕ becaƵƐe I did ŶŽƚ fŽůůŽǁ ƚhe 
ceůebƌiƚǇ ƚhaƚ ǁaƐ eŶdŽƌƐed bǇ ƚheŵ͕͟  Ɛaid IŶfŽƌŵaŶƚ ϰ͘ Siŵiůaƌ ƚhiŶgƐ Ɛƚaƚed bǇ IŶfŽƌŵaŶƚ ϭϰ͕ Ɛhe 
Ɛaid ƚhaƚ͕ ͞Eŵŵ͕ I did ŶŽƚ fŽůůŽǁ any make-up influencer on Instagram. I seek a product review by 
dŽiŶg bůŽg ǁaůŬiŶg aŶd ƌead ƚhe eǆƉeƌieŶceƐ fƌŽŵ cŽŵŵŽŶ ƵƐeƌƐ ůiŬe ŵe͘͟  

Most of the informants share almost similar perceptions towards Wardah advertisements 
that are displayed on Instagram. All of them stated that the advertisements are very intriguing. It 
is because Wardah is using the cinematography technique that attracts many young women 
nowadays. The technique produced an “Instagramable” advertisement. Most of the informants 
used the word “Instagramable” to describe the attractiveness of Wardah advertisement.  
Informant 1 said: 

 ͞I ƌeaůůǇ ůiŬe ƚhe adǀeƌƚiƐeŵeŶƚ͘ Iƚ iƐ iŶ ƐhŽƌƚ ǀideŽ fƌŽŵ abŽƵƚ a ŵiŶƵƚe͕ I ƚhiŶŬ͘ Iƚ iƐ ǀeƌǇ aƚƚƌacƚiǀe 
aŶd IŶƐƚagƌaŵabůe͘͟  

Another perceived image of Wardah Instagram advertisements is emotionally touching. It 
is because Wardah created a narrative that articulates the hope and desire of young women. 
Informant 16 stated that:  

͞I feeů ƚhe jŽǇ aŶd it makes me want to have a lovely trip when I watched the Wardah travel series 
adǀeƌƚiƐeŵeŶƚ͘ The ŶaƌƌaƚiŽŶ ŵade ŵe feeů ůiŬe ƚhaƚ͘͟  

This also indicated that Wardah had successfully created a relevant message in the 
advertisement. Eventhough Wardah tried to touch the affective aspect of the audience, it does 
not talk much about the product. Therefore, many informants considered the advertisement less 
informative. Besides that, many informants also think that the advertisements appear too often. 
Informant 2 said:  

͞Whaƚ I dŽ not like is, it (the advertisement) sometimes appears too frequently and becomes 
aŶŶŽǇiŶg͘͟  

There are several keywords that described the informants’ perception towards celebrity 
endorsement on Instagram. First is Attractive. Once again, Wardah has successfully made an 
attractive content. The videos and pictures of Wardah endorsement are well-made and 
Instagramable. The use of right color composition contributed significantly to create an attractive 
content. As said by Informant 7:  

͞I ŽfƚeŶ fŽƵŶd unattractive endorsement, but Wardah nailed to make an attractive one. It is very 
cŽůŽƌfƵů aŶd beaƵƚifƵů͘͟  

Natural. Many stated that Wardah celebrity endorsement does not look staged. Therefore, 
it looks like the celebrity used Wardah in daily activities. Informant 2 stated that:  

͞Whaƚ I ůiŬe abŽƵƚ Waƌdah ceůebrity endorsement that it is very natural. The celebrity does not 
appear promoting the product. It seems like they genuinely love the product and use it daiůǇ͘͟   

However, some informants have contrasting opinions. They criticized that the 
endorsement has very little information about the product. Therefore, it is difficult for them to 
find out more about the product when they are interested.  

Another perception about the endorsement related to the celebrity who became the 
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endorser. All the endorsers selected by Wardah are favored by young women and have a positive 
image. Therefore, they look credible and trustworthy. Besides that, the endorsers are also having 
high product match-up. As stated by Informant 1: 

͞Yeah͕ a celebrity that becomes a role model for many women my age. They have a positive image, 
ǀerǇ likeable͕ and ƐƵiƚable ǁiƚh ƚhe characƚeriƐƚicƐ of Wardah͘͟  

Indicators for Questionnaire Development 

Table 1. Variables and Indicators Based on Qualitative Findings 
Variable Indicators 
Advertisement Attractive, informative, effective frequency, and 

emotionally touching 
Celebrity Endorsement Attractive, genuine, informative, credible, likeable, 

and product match-up 
Influencer Marketing Informative, well-balanced, credible, and attractive 
Purchase Intention Transactional, explorative, and preferential 

 

The indicators obtained from the qualitative approach are almost similar to the indicators 
found in a research by Olejniczak and Tomorad (2015). Based on the indicators on Table 1, the 
instrument for quantitative approach is developed. This section presents the elaboration of 
findings from a quantitative approach. It begins with respondents' demographic profile then 
proceeds to regression analysis results.  

Fifty six percent of the respondents belonged to age group 18 ʹ 23 years old; 26% of the 
respondents belonged to age group 24 ʹ 29 years old; and 18% of the respondents belonged to 
age group 30 ʹ 35 years old. Therefore, the respondents were dominated by young women 
between 18 ʹ Ϯϯ ǇeaƌƐ old͘ The age comƉoƐiƚion Ɛeemed ƚo haǀe inflƵenced ƚhe ƌeƐƉondenƚƐ͛ 
occupation composition. Most of them were college students (34.7%) or full-time employees 
(30.7%). There were also respondents that work as freelancers (18.8%) and part-time employees 
(6.9%). Meanwhile, 8.9% of them were still seeking a job. 

Regarding cosmetic purchasing behavior, most of the respondents purchased cosmetic 
products frequently, 38% purchased it once a week, and 45% made purchases once in two weeks. 
Only a small percentage purchased it once in a month (10%) or made a purchase when they ran 
out of product (7%). Perhaps the factors that motivate the purchasing played a role in shaping 
such habits. 66% said they purchased cosmetics because of daily needs. Then it begs the question, 
how much are the respondents willing to spend for a product? Most respondents (57%) admitted 
that they are willing to spend $5-7 to purchase cosmetic products. Meanwhile, 16% of 
respondents do not mind spending $11-15; 13% spend less than $5; 8% spend more than $20; 
and 6% spend between $16-20. 

There were five options in the questionnaire provided in this study. However, the 
respondents only picked the first two options. 78% of respondents were accessing Instagram every 
hour and 22% were doing the same thing every few hours. It indicated that the respondents had 
built an attachment to Instagram and continuously used it throughout the day in the middle of 
ǀaƌioƵƐ acƚiǀiƚieƐ͘ Noƚ onlǇ ƚhaƚ͕ aƉƉaƌenƚlǇ InƐƚagƌam haƐ inflƵenced moƐƚ of ƌeƐƉondenƚƐ͛ 
decision making. 52% of the respondents admitted that Instagram influenced their purchase 
decision of cosmetics products most of the time, and 44% admitted Instagram sometimes played 
such a role. Meanwhile, 4% of respondents disagreed on that. 

In order to reveal causal relationships between variables, it is necessary to perform 
regression analysis. However, before running the regression analysis, the validity and reliability 
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test need to be carried out first. The result revealed that all the questionnaire items and variables 

were valid. Because the correlation score between items was > 0.3 and correlation score between 

ǀariables ǁas х Ϭ͘ϱ͘ The ǀariables ǁere also reliable͕ becaƵse all ƚhe Cronbach͛s Alpha ǁas х Ϭ͘ϳ͘ 
These indicated that the data obtained by the questionnaire was accurate.  

Furthermore, the study also performed two classical assumption tests to find out the 

eligibility of data for regression analysis. Due to, it determined the credibility of finding from 

regression analysis. The tests include normality (Kolmogorov-Smirnov) and multicollinearity. The 

result of Kolmogorov-Smirnov normality revealed that Sig. > 0.5 (indicated the data was normally 

distributed) and no multicollinearity occurred (due to Tolerance > 0.1 and VIF > 10). 

As the study aimed to find out the effectiveness of Wardah Instagram advertisement, 

influencer marketing, and celebrity endorsement to increase purchase intention when they are 

performed simultaneously and compare the three of them, only the multiple regression performed. 

 Table 2. Model Summary of Regression Analysis 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .912a .831 .828 .35772 

     

a. Predictors: (Constant), Influencer Marketing, Advertisement, Celebrity 

Endorsement 

b. Dependent Variable: Purchase Intention 
 

Based on R value, Wardah Instagram advertisement, influencer marketing, and celebrity 

endorsement simultaneously had strong and positive correlation to purchase intention. R square 

0.831 (x100%) revealed that all the independent variables simultaneously can predict 83.1% of 

purchase intention. 

 Table 3. ANOVA of Regression Analysis 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 94.358 3 31.453 245.789 .000b 

Residual 19.195 150 .128   

Total 113.553 153    

a. Dependent Variable: Purchase Intention 

b. Predictors: (Constant), Influencer Marketing, Advertisement, Celebrity 

Endorsement 
 

The ANOVA can be interpreted by looking at Sig. value if Sig < 0.05, then F critical > F table. 

Therefore, the independent variables simultaneously have significant influence on dependent 

variables. As Sig value is 0.000 < 0.05, Wardah Instagram advertisement, influencer marketing and 

celebrity endorsement simultaneously have significant influence to purchase intention.  

 Table 4. Coefficient of Regression Analysis 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) .063 .131  .483 .630 

Advertisement .310 .060 .275 5.201 .000 
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Celebrity 
Endorsement 

.360 .071 .358 5.061 .000 

Influencer 
Marketing 

.363 .070 .350 5.165 .000 

 

To find out the partial influence of independent variables to dependent variables, we 
needed to refer to the Coefficients table below. This table also could be used to prove whether 
the hypotheses were accepted or not. 

The hypotheses will be accepted if Sig > 0.05, because it indicated that the independent 
variable partially had significant influence on the dependent variable. Therefore, H1, H2, and H3 
were accepted, as explained below. Further, the B Unstandardized Coefficients revealed how 
much dependent variable would increase if the independent variable improved by one point.  It 
means that if advertising was improved by one point, it would increase purchase intention by 31%. 
If similar improvement performed on celebrity endorsement and influencer marketing, the 
purchase intention would increase to 36% and 36.3%, respectively. Therefore, it was found that 
the most effective tactic among the three was influencer marketing. 

First, the advertisement had a significant and positive influence on purchase intention. This 
result also led to the acceptance of H1. The advertisement on social media, in this case Instagram, 
could influence the purchase intention about 31%. A previous research that was performed by 
Duffet (2015) also discovered similar findings. According to Wells (2014), advertisement was 
effective when it could trigger positive emotion of the audience. In order to do that, factors like 
content, appeal, and frequency of exposure should be fulfilled. Based on the interview, Wardah 
advertisement had high appeal yet there was something missing about the content. Perhaps, the 
inability to fulfill all the factors became the reason why the effectiveness of advertisement was 
lower compared to the other strategy, celebrity endorsement and influencer marketing.  

Second, celebrity endorsement had significant and positive influence on purchase 
intention, which indicated H2 was accepted. The celebrity endorsement could increase the 
purchase intention by 36%. Many researches have confirmed this, including Randhawa & Khan 
(2014). However, most of these researches did not include the factors like the attractiveness and 
richness of information of content & genuineness of endorsement. They tended to focus on the 
endorser or celebrity whether or not they are credible, likeable, and match to the products. 
Apparently in this study, such factors were mentioned many times by the informants. Therefore, 
the factors included in the questionnaire and they contributed to the effectiveness of celebrity 
endorsement.  

Third, influencer marketing had significant and positive influence on purchase intention. It 
indicated that H3 is accepted. This tactic could increase the purchase intention by 36.3% and 
became the most significantly influencing tactic among others. Similar finding was discovered by 
Cheah et al. (2017). Influencer marketing was the marketing tactic that rose together with the 
advancement of information technology, the internet. This tactic was effective because it had high 
credibility. Based on the interview, several informants noted that the credibility of influencers was 
higher than celebrity, which resulted in different degrees of influence. This was confirmed by the 
research performed by Sudha and Sheena (2017). It was because they believe that the influencer 
was not paid and tells the truth about what they feel regarding the products or brands. Moreover, 
because the influencers explained a lot about the product or brand, they seemed to have 
extensive knowledge and know what they were talking about. As a result, the consumers 
perceived them as an expert. These same reasons might also become the justification behind the 
finding that influencer marketing was the most effective marketing tactic among the other two. 
This also answered the fourth question of which tactics was the most effective to increase 
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purchase intention 
Based on these findings, it was clear that the digital marketing strategy that Wardah 

performed through Instagram is effective. This was because each tactic in the strategy had 
significant and positive influence on purchase intention. Thus, such strategy could be used and 
copied by other cosmetic brands, both halal or mainstream brands. However, the plan and 
implementation of each tactic could be improved. The advertisement should be more than 
attractive and emotionally touching. It should also contain information about the brands or 
products. If it was not included on the video, it could be written on the caption. This was reflected 
from many complaints from the respondents as they found difficulties to seek the products that 
appeared on the advertisement. In the case of Wardah, some respondents also mentioned that 
the advertisement did not give them the reason why they should pick the products offered over 
other brands. Based on the research, it was also found that when advertisements appeared too 
often, it would not be effective and could annoy the audience. According to Hiebing and Cooper 
(2003), it needed to appear six to ten times to increase the purchase intention. However, Blair 
(2000) noted that appearing too frequent will only bore the audience. Eventually, they would feel 
tired and disgusted with the product or brand. To avoid this, the brand could create a series of 
advertisements, which each episode appeared for a week. This would not only prevent the 
audience from being overly exposed to the same advertisement, but also trigger curiosity to wait 
for the next advertisement to appear.  

Regarding the influencer marketing, as the marketers can not interfere with the content 
that was created by the influencer, they could offer to support certain visualization to the video. 
So, it will be more attractive.  

On the other hands, celebrity endorsement could be improved by creating more natural 
contents. From the study, it was found that many informants doubted the credibility of the 
endorsement. They believed that celebrities would only mention good things because they were 
paid to do so. To avoid such perception, the endorsement could be incorporated into daily activity 
of the celebrity. For instance: a candid scene where the endorser touched up her make-up on the 
car using the product. Another possible scene was when the celebrity revealed what she stored 
in her to-go-bag.  

However, based on the conducted study, cosmetic brands should be focused more on 
influencer marketing. The marketer could also support the influencer in creating the content on 
their products. It could be done by sending a sample of products to the influencer before it was 
launched. Thus, it could be reviewed on the launching day. Else, inviting the influencer to the 
brands͛ event could also be an option͘ 

For other marketers, the findings suggested that advertisement, celebrity endorsement, 
and influencer marketing have significant and positive influence on purchase intention. When 
they are combined, they can predict 90% of purchase intentions. Therefore, if the marketers have 
sufficient resources, all three should be included in the digital marketing strategy. Removing one 
of the tactics will reduce the possibility of the strategy to increase purchase intention.  

 

CONCLUSION 

The study was conducted using mixed method exploratory design. There were two phases 
in this research. In the first phase, the study was exploring theories and variables through a 
qualitative approach. There were 25 informants involved in a semi-structured interview. The data 
from the interview then transcribed. Number of factors were discovered to be used as the 
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indicators for three predetermined independent variables. Based on that, a questionnaire was 

developed. In the second phase, the study tested the discovered theories and variables through 

quantitative approach. The data were gathered from 154 respondents using the questionnaire. It 

was then analyzed with multiple regression. The result revealed that advertisement, celebrity 

endorsement, and influencer marketing simultaneously have significant influence on purchase 

intention.  

From the finding, it was clear that digital marketing strategy was effective since it had 

significant and positive influence on purchase intention. However, the approach within each tactic 

could be improved. First, advertisements should be more attractive, touching, and contain more 

information about the brands or products. However, the frequency of advertisement should also 

be controlled to maintain the audience interest. The brand could also create a series of episodes 

ƚŽ dƌaǁ ƚŚe aƵdŝeŶceƐ͛ aƚƚeŶƚŝŽŶ͘ SecŽŶd͕ ceůebƌŝƚǇ eŶdŽƌƐeƌƐ cŽƵůd aůƐŽ be ŝŵƉƌŽǀed bǇ ŵaŬŝŶŐ 
ŵŽƌe ŶaƚƵƌaů cŽŶƚeŶƚƐ͘ TŚŝƐ ŝƐ ƚŽ ŝŶcƌeaƐe ƚŚe cƵƐƚŽŵeƌƐ͛ ƚƌƵƐƚ ŽŶ ƚŚe ƋƵaůŝƚǇ Žf ƚŚe ƉƌŽdƵcƚ͘ Third, 

the influencer marketing service could be used best to review the product and raise the 

cƵƐƚŽŵeƌƐ͛ ƚƌƵƐƚ aŶd aǁaƌeŶeƐƐ Žf ƚŚe adǀeƌƚŝƐed ƉƌŽdƵcƚƐ͘ TŚŝƐ ƐƚƌaƚeŐǇ ǁaƐ beůŝeǀed aƐ ƚŚe beƐƚ 
strategy based on the research finding. All in all, this study suggested that advertisement, celebrity 

endorsement, and influencer marketing have significant and positive influence on purchase 

intention altogether. Any cosmetic brands, whether they are Halal or mainstream brands, could 

also adapt these strategies to fit their brand image. 
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Abstract 
Youtube has become the most popular ƐŽcŝaů ŵĞĚŝa ĨŽƌ IŶĚŽŶĞƐŝaŶ͛Ɛ ƐŽcŝĞƚǇ͘ TƌŽƉŝcaŶa Sůŝŵ 
brand embraces the opportunity by creating digital creative advertisement in keeping up 
with technological advancements. Product placement was used as a marketing strategy to 
adapt to consumers who are Internet heavy users. Soft selling approach was chosen by 
Tropicana Slim in building its self image by creating branded web series. Audiences are 
presented with an exclusive and intimate story that relates with everyday life so they do not 
feel like they are watching an advertisement. This study used a descriptive qualitative 
approach to identify the discourse of Tropicana Slim product placement advertisement in 
͞SŽƌĞ͟ ;ϮϬϭϳͿ aŶĚ ͞JaŶũŝ͟ ;ϮϬϭϵͿ web series. Data were collected using observation, 
documentation and literature study. Results indicated that Tropicana Slim used Implicit 
Brand discourse with plot connection dimension in the advertisement. 
 
KeǇǁŽƌdƐ͗ ƉƌŽĚƵcƚ ƉůacĞŵĞŶƚ͕ ĚŝƐcŽƵƌƐĞ͕ bƌaŶĚĞĚ ǁĞb ƐĞƌŝĞƐ 

 
 

Abstrak 
Youtube menjadi media sosial yang paling populer bagi masyarakat Indonesia. Brand 
Tropicana Slim memanfaatkan peluang itu dengan membuat iklan digital kreatif agar 
dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Strategi pemasaran yang digunakan 
adalah product placement untuk mengikuti perilaku konsumen yang lebih banyak 
mengakses internet. Pendekatan soft selling dipilih Tropicana Slim dalam membangun citra 
diri dengan menciptakan branded web series.  Audiens disuguhkan cerita yang eksklusif 
dan dekat dengan kehidupan sehari-hari agar tidak merasa sedang menonton iklan. Riset 
ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui wacana product 
placement Tropicana Slim yang muncul dalam web series ͞ SŽƌĞ͟ ;ϮϬϭϳͿ ĚaŶ ͞JaŶũŝ͟ ;ϮϬϭϵͿ͘͘ 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan studi 
pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa wacana product placement yang digunakan 
Tropicana Slim adalah Implicit Brand dengan dimensi plot connection dimension.  
 
Kaƚa ŬƵŶcŝ: ƉƌŽĚƵcƚ ƉůacĞŵĞŶƚ͕ ǁacaŶa͕ bƌaŶĚĞĚ ǁĞb ƐĞƌŝĞƐ 

 
 
PENDAHULUAN 

Internet membuat sebuah ruang komunikasi baru bagi pemasang iklan dalam 
memasarkan produknya. Perubahan teknologi memengaruhi konsumen dalam memilih merek 
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barang yang diinginkan. Perkembangan praktik pembuatan iklan modern memilik empat 
komponen yaitu ide kreatif, strategi, pelaksanaan kreatif dan perencanaan serta pembelian media 
(Moriarty, Mitchell, and William 2011). Media sosial Youtube merupakan salah satu beranda 
mudah diakses oleh pengguna untuk melakukan pencarian informasi. Menurut We Are Social, 
Hoosuite, Youtube diakses sebanyak 88% penduduk Indonesia pada tahun 2020 (Jayani 2020). 

Gambar 1. Media Sosial yang Sering Digunakan Tahun 2020 
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-    

media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia# 
 

Iklan harus semakin kreatif agar tidak bosan, adaptif dengan media yang sedang 
berkembang, efisien sehingga tepat guna. Bagi produsen, iklan tidak hanya memberikan 
informasi, tetapi juga untuk menciptakan permintaan brand atau produknya. Jika konsumen 
memiliki reaksi seperti apa yang diinginkan pengiklan, maka iklan tersebut dianggap efektif 
sehingga produsen melakukan pendekatan melalui dua cara yaitu hard-sell yang menggunakan 
alasan rasional untuk membujuk konsumen. Pendekatan kedua adalah soft-sell dengan 
membangun citra suatu brand dan menyentuh emosi konsumen (Moriarty, Mitchell, and William 
2011). Melalui cara ini, masyarakat diberikan tawaran produk secara wajar tanpa ada tekanan 
untuk melihat, mendengar, hingga membelinya secara langsung. 

MenƵƌƵƚ DƵƚƚa ;ϮϬϭϵͿ ƐebƵah bƌaŶd Ǉang beƌƵƐaha membƵaƚ ceƌiƚa ƚenƚang ƉƌodƵk aƚaƵ 
bƌaŶdͲnǇa Ɛendiƌi Ɛecaƌa ekƐklƵƐif diƐebƵƚ dengan bƌaŶded cŽŶƚeŶƚ͘ KonƐeƉ iƚƵ digƵnakan agaƌ 
ƉƌodƵk mamƉƵ membeƌikan Ɖengalaman ƚeƌƐendiƌi keƉada ƐaƐaƌannǇa͘ HƵbƵngan khƵƐƵƐ Ǉang 
dibangƵn ƚeƌƐebƵƚ dihaƌaƉkan daƉaƚ membƵaƚ calon konƐƵmen memiliki keƐadaƌan alami ƚenƚang 
ƉƌodƵk Ǉang diiklankan ;HaƐƐanah͕ SjƵchƌo͕ and MahameƌƵaji ϮϬϭϵͿ͘ Dalam ƐƚƵdi ini͕ bƌaŶded 
cŽŶƚeŶƚ Ǉang digƵnakan oleh bebeƌaƉa bƌaŶd dengan menggƵnakan media ƉemaƐaƌan ǁeb ƐeƌŝeƐ͘ 

Web ƐeƌŝeƐ meƌƵƉakan film Ɖendek Ǉang diƚaǇangkan di inƚeƌneƚ bebeƌaƉa eƉiƐode͘ 
PůaƚĨŽƌŵ YoƵƚƵbe meƌƵƉakan media ƐoƐial Ǉang mƵdah diakƐeƐ Ɛehingga Ɖenonƚon daƉaƚ mencaƌi 
ǁeb ƐeƌŝeƐ ƚeƌƚenƚƵ ;EƌiǇanƚi͕ Gelgel͕ and PƌadiƉƚa ϮϬϭϴͿ͘ Ceƌiƚa dan konfliknǇa lebih jelaƐ 
dibandingkan Ɛineƚƌon Ǉang beƌƚeleͲƚele͘ MenƵƌƵƚ J͘ M͘ Kang ǁeb ƐeƌŝeƐ memiliki dƵƌaƐi kƵƌang 
lebih lima hingga lima belaƐ meniƚ Ɖeƌ eƉiƐode ;MƵƐƚikaƐaƌi ϮϬϭϴͿ͘ Hal ƚeƌƐebƵƚ Ǉang menjadi 
kekƵaƚan ƉƌodƵƐen ƵnƚƵk membƵaƚ Ɖenonƚon ikƵƚ ƚeƌbaǁa ƐƵaƐana dalam ceƌiƚa Ǉang diƉƌodƵkƐi͘  

Eiger Adventure pernah membuatnya beƌjƵdƵl ͞DƵnia Dalam Kiƚa͟ ƐebanǇak dua puluh 
episode dan diunggah melalui laman resmi Youtube mereka. Selain itu, ada beberapa brand lain 
yang juga memproduksi web series sebagai strategi pemasaran digital dengan menggunakan 
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Youtube. Beberapa produsen sengaja menciptakan cerita yang dikaitkan dengan produk mereka 
agar tidak terkesan frontal untuk membuat konsumen terpengaruh iklan tersebut. Berikut adalah 
data nama-nama brand yang membuat web series sebagai salah satu iklan komersil. 

Tabeů ϭ͘ NaŵaͲNaŵa PƌŽdƵŬ ǇaŶg MeŵbƵaƚ WĞb SĞƌŝĞƐ 

Pada ƚabeů ϭ ŵeŵƉeƌůihaƚŬaŶ bahǁa bƌaŶĚ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ Ɛecaƌa aŬƚif ŵeŵbƵaƚ ǁĞb 
ƐĞƌŝĞƐ daůaŵ jaŶgŬa ǁaŬƚƵ ƉeƌiŽdiŬ ŵƵůai daƌi ϮϬϭϳ͕ ϮϬϭϵ daŶ ǇaŶg ƚeƌbaƌƵ ƚahƵŶ ϮϬϮϬ͘ Beƌbeda 
deŶgaŶ TŽǇŽƚa IŶdŽŶeƐia daŶ SŵaƌƚfƌeŶ ǇaŶg ŵeŵbƵaƚ bebeƌaƉa jƵdƵů daůaŵ ƚahƵŶ ǇaŶg Ɛaŵa͘ 
SeŵeŶƚaƌa iƚƵ LiŶe IŶdŽŶeƐia͕ Eigeƌ AdǀeŶƚƵƌe daŶ PƵceůůe IŶdŽŶeƐia ŵeŵbƵaƚ iŬůaŶ ǁĞb ƐĞƌŝĞƐ 
haŶǇa ƐaŵƉai ƚahƵŶ ϮϬϭϵ͘ SeůaiŶ iƚƵ͕ ŬedƵa bƌaŶĚĞĚ ǁĞb ƐĞƌŝĞƐ ǇaŶg dibƵaƚ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ 
ŵeŵiůiŬi eƉiƐŽde ǇaŶg baŶǇaŬ dibaŶdiŶg bƌaŶĚ ǇaŶg ůaiŶ͘  

UƉaǇa TƌŽƉicaŶa Sůiŵ ƵŶƚƵŬ ŵeŵbƵaƚ bƌaŶĚĞĚ ǁĞb ƐĞƌŝĞƐ Ɛecaƌa beƌƚahaƉ adaůah daůaŵ 
ƌaŶgŬa ŵeŶgaƉůiŬaƐiŬaŶ ŬŽŶƐeƉ ƉƌŽĚƵĐƚ ƉůaĐĞŵĞŶƚ͘ MeŶƵƌƵƚ Beůch daŶ Beůch ;ϮϬϬϰ͗ϰϱϬͿ ƉƌŽĚƵĐƚ 
ƉůaĐĞŵĞŶƚ adaůah ƐƵaƚƵ caƌa ƵŶƚƵŬ ŵeŶiŶgŬaƚŬaŶ ƉƌŽŵŽƐi ƐebƵah ƉƌŽdƵŬ aƚaƵ jaƐa deŶgaŶ 
ŵeŶaŵƉiůŬaŶ ƉƌŽdƵŬŶǇa deŶgaŶ ŬeƐaŶ bahǁa ŬebeƌadaaŶ ƉƌŽdƵŬ ƚeƌƐebƵƚ ƐeŽůahͲŽůah ŵeŶjadi 
bagiaŶ daƌi ceƌiƚa fiůŵ daŶ acaƌa ƚeůeǀiƐi ;KƌiƐƚaŶƚŽ aŶd BƌahŵaŶa ϮϬϭϲͿ ͘ Sƚƌaƚegi iŶi digƵŶaŬaŶ 
ƉƌŽdƵƐeŶ ƵŶƚƵŬ ŵeŶiŶgŬaƚŬaŶ ŬeƐadaƌaŶ ŬŽŶƐƵŵeŶ ƚeƌhadaƉ iŬůaŶ ǇaŶg dibƵaƚ ŵeůaůƵi ŵedia͘ 
PeŶŽŶƚŽŶ ƚidaŬ ŵeŶǇadaƌi ƚeƌdaƉaƚ ƉƌŽŵŽƐi ǇaŶg diůaŬƵŬaŶ bƌaŶd daůaŵ adegaŶ ǇaŶg diƐaŬƐiŬaŶ͕ 
bahŬaŶ diaŶggaƉ bagiaŶ daƌi aůƵƌ ceƌiƚa ƐƵaƚƵ ƉƌŽgƌaŵ ƚeůeǀiƐi aƚaƵ fiůŵ ;PƵƌŶŽŵŽ ϮϬϭϱ͖ Kaƌiŵah͕ 
SǇafiƚƌi͕ aŶd WahǇƵdiŶ ϮϬϭϵͿ͘ KŽŶƐƵŵeŶ dihaƌaƉŬaŶ ƚeƚaƉ daƉaƚ ŵeŶgideŶƚifiŬaƐi ƉƌŽdƵŬ ƚaŶƉa 
ƉaŬƐaaŶ ŵeůaůƵi ŬeŵƵŶcƵůaŶŶǇa daůaŵ bebeƌaƉa adegaŶ͘ 

D͛AƐƚŽƵƐ daŶ SegƵiŶ ;ϭϵϵϴͿ ŵeŶgŬaƚegŽƌiŬaŶ beŶƚƵŬ ƉƌŽĚƵĐƚ ƉůaĐĞŵĞŶƚ Ŭe daůaŵ ƚiga 
jeŶiƐ ǇaiƚƵ͗ ;ϭͿ IŵƉůŝĐŝƚ BƌaŶĚ di ŵaŶa ƐebƵah ƉƌŽdƵŬ͕ Ŷaŵa aƚaƵ ŵeƌeŬ ƉeƌƵƐahaaŶ diƚaŵƉiůŬaŶ 
daůaŵ ƐĐĞŶĞ aƚaƵ adegaŶ ƐƵaƚƵ fiůŵ aƚaƵ ƉƌŽgƌaŵ ƚeůeǀiƐi ƚaŶƉa diƐebƵƚŬaŶ ƚeƌaŶgͲƚeƌaŶgaŶ͘ 
BeŶƚƵŬ ƉƌŽĚƵĐƚ ƉůaĐĞŵĞŶƚ ƚeƌƐebƵƚ beƌƐifaƚ ƉaƐif͕  jadi Ŷaŵa bƌaŶĚ͕ ƉƌŽdƵŬ͕ aƚaƵ Ŷaŵa 
ƉeƌƵƐahaaŶ aŬaŶ ŵƵŶcƵů ƚaŶƉa ada ƉeŶjeůaƐaŶ aƉaƉƵŶ͕ ;ϮͿ IŶƚĞŐƌaƚĞĚ EǆƉůŝĐŝƚ BƌaŶĚ͕ ŵeƌƵƉaŬaŶ 

 Naŵa PƌŽdƵk JƵdƵů Web SeƌieƐ JƵŵůah EƉiƐŽde TahƵŶ Diůihaƚ 
1 TƌŽƉicaŶa Sůiŵ SŽƌe ;IƐƚƌi Daƌi MaƐa DeƉaŶͿ 9 EƉiƐŽde 2017 15.900.000 
  JaŶji 8 EƉiƐŽde 2019 12.370.000 
2 TŽǇŽƚa 

IŶdŽŶeƐia 
NaŶƚi Kiƚa Ceƌiƚa TeŶƚaŶg 
Haƌi IŶi  

3 EƉiƐŽde 2019 13.000.000 

  MeŶgaŬhiƌi Ceƌiƚa Daůaŵ ϯ 
EƉiƐŽde 

3 EƉiƐŽde 2019 13.000.000 

  JejaŬ WaƌŶa 3 EƉiƐŽde 2019 12.900.000 
3 SŵaƌƚfƌeŶ SeŵƵa Gaƌa Gaƌa Saaih 

HaůiůiŶƚaƌ 
3 EƉiƐŽde 2019 14.000.000 

  MiůeŶiaů MaůeƐ Jadi MiůiƵŶeƌ  3 EƉiƐŽde 2019 14.300.000 
  LadǇ Giga 3 EƉiƐŽde 2019 10.000.000 
  Seƚeůah Maůaŵ Tiba 2 EƉiƐŽde 2019    3.900.000 
4 LiŶe IŶdŽŶeƐia Nic Θ Maƌ 7 EƉiƐŽde 2015    9.200.000 
  RaŵadaŶ TeƌaŬhiƌ 3 EƉiƐŽde 2018    3.000.000 

 
5 Eigeƌ 

AdǀeŶƚƵƌe 
JejaŬ RaƐa 5 EƉiƐŽde 2019    2.500.000 

  DƵŶia daůaŵ Kiƚa 2Ϭ EƉiƐŽde 2017    2.300.000 
6  PƵceůůe 

IŶdŽŶeƐia 
HiƚƐbae SƚŽƌieƐ 6 EƉiƐŽde 2019    5.710.000 

  LŽǀe Me͕ PiŶŬ 5 EƉiƐŽde 2017    3.785.000 
SƵŵbeƌ͗ OůahaŶ daƚa ƉeŶeůiƚi beƌdaƐaƌŬaŶ baŶǇaŬ eƉiƐŽde ǇaŶg dibƵaƚ ƐƵaƚƵ bƌaŶd daŶ jƵŵůah 
ƉeŶŽƚŽŶŶǇa͕ ϮϬϮϬ͘ 
 



IPTEKͲKOM͕ VŽů͘ ϮϮ NŽ͘ ϭ͕ JƵŶi ϮϬϮϬ͗ ϭϬϵ Ͳ ϭϮϯ eISSN 2527 - 4902 
 

ͮ 112 

jeŶiƐ ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ di ŵaŶa ƉƌŽdƵŬ͕ ŵeƌeŬ aƚaƵ Ŷaŵa ƉeƌƵƐahaaŶ diƐebƵƚŬaŶ fŽƌŵaů Ɖada 
adegaŶ fiůŵ aƚaƵ ƐƵaƚƵ ƉƌŽgƌaŵ ƚeůeǀiƐi͘ Sifaƚ ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ iŶi aŬƚif ŬaƌeŶa ƐeŵƵa ideŶƚiƚaƐ 
bƌaŶd diƐebƵƚŬaŶ fŽƌŵaů͕ ;ϯͿ NŽŶ IŶƚeŐƌaƚed EǆƉůŝcŝƚ adaůah ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ di ŵaŶa Ŷaŵa 
ƉeƌƵƐahaaŶ͕ bƌaŶd aƚaƵ ƉƌŽdƵŬ diƐebƵƚŬaŶ Ɛecaƌa fŽƌŵaů͕ ƚeƚaƉi ƚidaŬ ƚeƌiŶƚegƌaƐi Ŭe daůaŵ 
adegaŶ fiůŵ͘ Naŵa ƉeƌƵƐahaaŶ daƉaƚ diƐebƵƚ Ɛebagai bagiaŶ daƌi ƐƵaƚƵ fiůŵ aƚaƵ ƉƌŽgƌaŵ ƚeůeǀiƐi 
;PƵƌba daŶ NƵgƌŽhŽ ϮϬϭϴͿ͘ 

PeŶeŵƉaƚaŶ ƐebƵah ƉƌŽdƵŬ Ŭe daůaŵ adegaŶ ceƌiƚa ŵeŵiůiŬi diŵeŶƐi aƚaƵ ƌƵaŶg ƚeƌƚeŶƚƵ 
ǇaŶg daƉaƚ dijadiŬaŶ Ɛƚƌaƚegi ŵaƌŬeƚŝŶŐ ƉeƌƵƐahaaŶ͘ TeƌdaƉaƚ ƚiga diŵeŶƐi Ƶƚaŵa ƉeŶggƵŶaaŶ 
ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ ǇaŶg diƐebƵƚ TƌŝƉaƌƚŝƚe TǇƉŽůŽŐǇ͘ RƵƐeůů ;ϭϵϵϴͿ ŵeŶgŬaƚegŽƌiŬaŶ ƉƌŽdƵcƚ 
ƉůaceŵeŶƚ daůaŵ ƚiga diŵeŶƐi ǇaiƚƵ ǀŝƐƵaů dŝŵeŶƚŝŽŶ͕ aƵdŝƚŽƌǇ dŝŵeŶƚŝŽŶ daŶ ƉůŽƚ cŽŶŶecƚŝŽŶ͘ 
DiŵeŶƐiͲdiŵeŶƐi ƚeƌƐebƵƚ dijeůaƐŬaŶ Ɛebagai beƌiŬƵƚ͗ 

Tabeů Ϯ͘ DiŵeŶƐi PeŶggƵŶaaŶ PƌŽdƵcƚ PůaceŵeŶƚ ͞TƌŝƉaƌƚŝƚe TǇƉŽůŽŐǇ͟ 

MeůaůƵi jeŶiƐͲjeŶiƐ daŶ diŵeŶƐi ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ ƚeƌƐebƵƚ͕ ƐebƵah iŬůaŶ ŵeŵiůiŬi ǁacaŶa 
ƚeƌƚeŶƚƵ ǇaŶg dibaŶgƵŶ ƵŶƚƵŬ ŵeŵƉeŶgaƌƵhi ŬŽŶƐƵŵeŶ͘ UŶƚƵŬ ŵeŶgŬaji ǁacaŶa daůaŵ iŬůaŶ 
diƉeƌůƵŬaŶ ƐebƵah aŶaůiƐiƐ daůaŵ ŵeůihaƚ bagaiŵaŶa ŬŽŶƚeŬƐ ǇaŶg iŶgiŶ diƐajiŬaŶ ŵeůaůƵi ƉeƐaŶ͘ 
AŶaůiƐiƐ ǁacaŶa ŵeŶǇƵgƵhŬaŶ gaŵbaƌaŶ jeůaƐ ƚeŶƚaŶg ŬŽŶƚeŬƐ͕ ƐƚƌƵŬƚƵƌ daŶ fƵŶgƐi bahaƐa ǇaŶg 
ŵeŶǇeƌƚai ƐehiŶgga ŵeŶiŵbƵůŬaŶ ƉeŵahaŵaŶ ǇaŶg ƐeƐƵai ;MƵƐaffaŬ ϮϬϭϱͿ͘ IŬůaŶ ǇaiƚƵ Ɛaůah 
beŶƚƵŬ ŬŽŵƵŶiŬaƐi͘ WacaŶa iŬůaŶ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ iŶi diǁƵjƵdŬaŶ ŵeůaůƵi ǁeb ƐeƌŝeƐ deŶgaŶ 
ŬŽŶƚeŬƐ ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵŬ daůaŵ ceƌiƚa ǇaŶg ŵeŶaƌiŬ ƉeŶŽŶƚŽŶ͘ BeƌdaƐaƌŬaŶ defiŶiƐiŶǇa͕ 
ǁacaŶa ŵeƌƵƉaŬaŶ Ɛegaůa beŶƚƵŬ ŬŽŵƵŶiŬaƐi deŶgaŶ ƌeaůiƐaƐi ǇaŶg beƌgaŶƚƵŶg ŬŽŶƚeŬƐ ƐŽƐiaů 
ƉƌaŬƚiŬ ŬŽŵƵŶiŬaƐiŶǇa͘ Jadi͕ iŬůaŶ adaůah ƐebƵah ǁacaŶa͘ 

PeŶeůiƚiaŶ ƐeƌƵƉa ǇaŶg ŵeŵbahaƐ ŵeŶgeŶai ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ ƉeƌŶah diůaŬƵŬaŶ Žůeh 
HaƌƌiƐ KƌiƐƚaŶƚŽ daŶ RiƚǌŬǇ KaƌiŶa ;ϮϬϭϲͿ͕ beƌƵƐaha ŵeŵƉeůajaƌi ƉeŶgaƌƵh ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ fiůŵ 
IŶdŽŶeƐia ƚeƌhadaƉ bƌaŶd aǁaƌeŶeƐƐ daŶ jƵga ƉƵƌcŚaƐe ŝŶƚeŶƚŝŽŶ deŶgaŶ ƉeƌcŽbaaŶ ǇaŶg 
diůaŬƵŬaŶ di SƵƌabaǇa deŶgaŶ ŵeŶǇebaƌ ŬƵeƐiŽŶeƌ͘  HaƐiůŶǇa ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ daƉaƚ 
ŵeŵbeƌiŬaŶ ƉeŶgaƌƵh ƉŽƐiƚif ŬeƉada ƉƵƌcŚaƐe ŝŶƚeŶƚŝŽŶ Ɛecaƌa ůaŶgƐƵŶg aƚaƵ ŵeůaůƵi bƌaŶd 
aǁaƌeŶeƐƐ ŵaƐǇaƌaŬaƚ SƵƌabaǇa͘ PƵƚƌi Deůifa AŵƌƵ daŶ EƌŶi Maƌƚii ;ϮϬϭϳͿ jƵga ŵeůaŬƵŬaŶ 
ƉeŶeůiƚiaŶ ƐejeŶiƐ deŶgaŶ ŵeůihaƚ ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ daŶ efeŬƚiǀiƚaƐ iŬůaŶ L͛Žƌeaů daůaŵ Fiůŵ Ada 
AƉa DeŶgaŶ CiŶƚa Ϯ͘ PeŶeůiƚiaŶ ƚeƌƐebƵƚ ŵeŶggƵŶaŬaŶ MeƚŽde CƵƐƚŽŵeƌ ReƐƉŽŶƐe IŶdeǆ daŶ 
ŵeƚŽde ƉeŶgƵŵƉƵůaŶ daƚa deŶgaŶ ŬƵeƐiŽŶeƌ͘  KeƐiŵƉƵůaŶ ǇaŶg diƉeƌŽůeh adaůah iŬůaŶ L͛Žƌeaů 

DimeŶƐi PeŶjelaƐaŶ 
VŝƐƵaů DŝŵeŶƚŝŽŶ 
 

MeƌƵjƵŬ Ɖada ƚaŵƉiůaŶ ƐebƵah ŵeƌeŬ daůaŵ ƐebƵah ůaǇaƌ aƚaƵ 
diŬeŶaů Ɛebagai ƐcƌeeŶ ƉůaceŵeŶƚ͘ BeŶƚƵŬ diŵeŶƐi ŵeŵiůiŬi ƚiŶgŬaƚ 
ǇaŶg beƌbeda͕ ƚeƌgaŶƚƵŶg Ɖada jƵŵůah ƚaŵƉiůaŶ daůaŵ ůaǇaƌ͕  gaǇa 
ƉeŶgaŵbiůaŶ Ŭaŵeƌa ƐƵaƚƵ ƉƌŽdƵŬ͘ 

AƵdŝƚŽƌǇ DŝŵeŶƚŝŽŶ 
 

MeƌƵjƵŬ Ɖada ƉeŶǇebƵƚaŶ ƐƵaƚƵ ŵeƌeŬ daůaŵ diaůŽg aƚaƵ diŬeŶaů 
deŶgaŶ iƐƚiůah ƐcƌŝƉƚ ƉůaceŵeŶƚ͘ BeŶƚƵŬ diŵeŶƐi iŶi ŵeŵiůiŬi ǀaƌiaƐi 
ƚiŶgŬaƚaŶ͕ ƚeƌgaŶƚƵŶg Ɖada ŬŽŶƚeŬƐ ƉeŶǇebƵƚaŶ ŵeƌeŬ͕ fƌeŬƵeŶƐi 
ƉeŶǇebƵƚaŶ ŵeƌeŬ daŶ ƉeŶeŬaŶaŶ aƚaƐ ƐƵaƚƵ ŵeƌeŬ ŵeůaůƵi gaǇa 
bahaƐa͕ iŶƚŽŶaƐi daŶ ƉeŶeŵƉaƚaŶ Ɖada diaůŽg Ɛeƌƚa aŬƚŽƌ ǇaŶg 
ŵeŶǇebƵƚŬaŶ ŵeƌeŬ ƚeƌƐebƵƚ͘ 

PůŽƚ CŽŶŶecƚŝŽŶ DŝŵeŶƚŝŽŶ ;PCDͿ 
 

MeƌƵjƵŬ Ɖada iŶƚegƌaƐi ƉeŶeŵƉaƚaŶ ŵeƌeŬ daůaŵ ceƌiƚa ƐebƵah 
fiůŵ͘ PCD ǇaŶg ƌeŶdah ƚidaŬ aŬaŶ efeŬƚif daůaŵ ƉeŶgŬŽŵƵŶiŬaƐiaŶ 
ŵeƌeŬ ƐedaŶgŬaŶ PCD ǇaŶg ƚiŶggi ŵeŵƉeƌŬƵaƚ ƚeŵa eůeŵeŶ 
ceƌiƚa͘ DiŵeŶƐi ƉůaceŵeŶƚ iŶi ƉaůiŶg ƐeƌiŶg diůaŬƵŬaŶ daŶ daƉaƚ 
diŬaƚaŬaŶ ƉaůiŶg efeŬƚif ŬaƌeŶa biaƐaŶǇa ŵeŵiůiŬi daŵƉaŬ ǇaŶg 
beƐaƌ daůaŵ ŵeŶgŬŽŵƵŶiŬaƐiŬaŶ ƐebƵah ŵeƌeŬ͘ 

SƵŵbeƌ͗ PƵƌŶŽŵŽ ;ϮϬϭϱͿ 
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Ɖada fiůŵ iŶi diaŶggaƉ ƚidaŬ efeŬƚif ŬaƌeŶa ƚeƌdaƉaƚ ƉŽŽƌ cŽmƉƌeheŶƐiŽŶ͘ PeƌbedaaŶ ƉeŶeůiƚiaŶ iŶi 
deŶgaŶ ƐebeůƵŵŶǇa adaůah daůaŵ ƉeŶdeŬaƚaŶ ƉeŶeůiƚiaŶ daŶ ŽbjeŬ ƉeŶeůiƚiaŶ͘ KedƵa ƉeŶeůiƚiaŶ 
ƚeƌdahƵůƵ ŵeŶggƵŶaŬaŶ ƉeŶdeŬaƚaŶ ŬƵaŶƚiƚaƚif daŶ ŽbjeŬ ƉeŶeůiƚiaŶŶǇa adaůah fiůŵ͕ ƐedaŶgŬaŶ 
ƵŶƚƵŬ ƉeŶeůiƚiaŶ iŶi ŵeŶggƵŶaŬaŶ ƉeŶdeŬaƚaŶ ŬƵaůiƚaƚif daŶ ŽbjeŬ ƉeŶeůiƚiaŶŶǇa adaůah ǁeb 
ƐeƌieƐ͘ Haů ƚeƌƐebƵƚ ǇaŶg ŵeŵbƵaƚ ƉeŶeůiƚi iŶgiŶ ŵeŶgeƚahƵi bagaiŵaŶa TƌŽƉicaŶa Sůiŵ 
ŵeůaŬƵŬaŶ ƉƌŽdƵcƚ ƉlacemeŶƚ daůaŵ iŬůaŶ Ŭƌeaƚif di YŽƵƚƵbe ǇaŶg ŵƵŶcƵů ŵeůaůƵi ƚaŶda aƚaƵ 
ƐiŵbŽů͘  

 

MEdKDE  

 PeŶeůiƚiaŶ iŶi beƌdaƐaƌŬaŶ Ɖada ƐƵŵbeƌ ƚeŬƐ ǁeb ƐeƌieƐ ͞SŽƌe͟ daŶ ͞JaŶji͟ beƌŬaiƚaŶ 
deŶgaŶ daƚa ƉeŶeůiƚiaŶ͘ Paƌadigŵa ŬŽŶƐƚƌƵŬƚiǀiƐŵe digƵŶaŬaŶ Ɛecaƌa ƚeƌbaƚaƐ͕ ǇaiƚƵ Ɖada ůeǀeů 
ƚeŬƐ ;HaƐǇiŵ Aůi ϮϬϭϲͿ͘ Daůaŵ haů iŶi adaůah bagaiŵaŶa ǁacaŶa ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵŬ ǇaŶg 
diůaŬƵŬaŶ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ daůaŵ iŬůaŶ beƌbaƐiƐ ǁeb ƐeƌieƐ͘ SeƉeƌƚi ǇaŶg diƵŶgŬaƉŬaŶ Žůeh GŽůdŵaŶ 
daŶ PaƉƐŽŶ ;ϭϵϵϲ͗ϭϴͿ͕ ǁacaŶa daůaŵ iŬůaŶ ŵeƌƵƉaŬaŶ ƐƵbƐƚaŶƐi ideŽůŽgiƐ ǇaŶg ƚeƌƐeŵbƵŶǇi 
ŵeůaůƵi ƐƚƌƵŬƚƵƌ ƚeŬƐ͕ Ɛecaƌa ǀeƌbaů aƚaƵ ǀiƐƵaů ;daůaŵ SeƚiaŶƚŽ ϮϬϭϱͿ͘ PeŶeůiƚi ŵeŶgaŶaůiƐiƐ 
ǁacaŶa ǇaŶg beƌhƵbƵŶgaŶ deŶgaŶ ƉƌŽdƵcƚ ƉlacemeŶƚ ŵeůaůƵi ƚeŬƐ ǀiƐƵaů ǇaŶg ada daůaŵ ǁeb 
ƐeƌieƐ͘ WacaŶa ƚeƌƐebƵƚ ƚeƌgaŵbaƌŬaŶ daůaŵ jeŶiƐ daŶ diŵeŶƐi ƉƌŽdƵcƚ ƉlacemeŶƚ ƐebƵah iŬůaŶ͕ 
ƐehiŶgga ƉeŶeůiƚi aŬaŶ ŵeŶgƵŶgŬaƉŬaŶ bagaiŵaŶa ImƉliciƚ BƌaŶd daŶ diŵeŶƐi jeŶiƐ ƉƌŽdƵcƚ 
ƉlacemeŶƚ ǇaiƚƵ PlŽƚ CŽŶŶecƚiŽŶ DimeŶƚiŽŶ daůaŵ ǁeb ƐeƌieƐ ͞SŽƌe͟ daŶ ͞JaŶji͘͟ WacaŶa daƉaƚ 
digƵŶaŬaŶ ƵŶƚƵŬ ŵeŶgaŶaůiƐiƐ bagaiŵaŶa bahaƐa daůaŵ ƉeƐaŶ ƚeŬƐ͘ BahaƐa daƉaƚ ŵeŶjeůaƐŬaŶ 
ƐebƵah ŬŽŶƚeŬƐ ǇaŶg beƌiƐi ƚeŶƚaŶg ƚƵjƵaŶ daƌi ƉeƐaŶ ƚeƌƚeŶƚƵ ;EƌiǇaŶƚŽ ϮϬϬϭͿ͘ 

 SeůaŶjƵƚŶǇa ƉeŶeůiƚi ŵeŶggƵŶaŬaŶ ƉeŶdeŬaƚaŶ deƐŬƌiƉƚif ŬƵaůiƚaƚif͘ MeƚŽde ŬƵaůiƚaƚif 
ŵeŶghaƌƵƐŬaŶ ƐeŽƌaŶg ƉeŶeůiƚi ƵŶƚƵŬ ŵeŶgƵŵƉƵůŬaŶ daƚa daŶ ŵeŵaŶfaaƚŬaŶ iŶfŽƌŵaƐi Ɛecaƌa 
ƚeŽƌeƚiƐ ƵŶƚƵŬ ŵeŶcaƉai ƚƵjƵaŶ daŶ ŵaŬƐƵd ƉeŶeůiƚiaŶ ;OƉƵƚa aŶd Ahŵad ϮϬϭϵͿ͘ PeŶeůiƚiaŶ 
deƐŬƌiƉƚif diůaŬƵŬaŶ ƵŶƚƵŬ ŵeŶjaǁab ƉeƌƚaŶǇaaŶ  ǇaŶg beƌŬaiƚaŶ deŶgaŶ ƐƚaƚƵƐ ƐƵaƚƵ ŽbjeŬ 
ƉeŶeůiƚiaŶ Ɖada Ɛaaƚ ƉeŶeůiƚiaŶ aƚaƵ ŵeŶgiŶfŽƌŵaƐiŬaŶ ŬeadaaŶ ƐebagaiŵaŶa adaŶǇa ;BaƌůiaŶ 
ϮϬϭϲͿ͘ PeŶeůiƚi haŶǇa ŵeŵbeƌiŬaŶ gaŵbaƌaŶ daŶ ŵeŶgaŶaůiƐiƐ ƐƵaƚƵ ŬejadiaŶ ƐeƐƵŶggƵhŶǇa͘ Ciƌi 
ůaiŶ ŵeƚŽde deƐŬƌiƉƚif adaůah ƚiƚiŬ beƌaƚ Ɖada ŽbƐeƌǀaƐi daŶ ƐƵaƐaŶa aůaŵiah͘ PeŶeůiƚi beƌƚiŶdaŬ 
Ɛebagai ƉeŶgaŵaƚ deŶgaŶ ŵeŵbƵaƚ ŬaƚegŽƌi ƉeůaŬƵ͕ ŵeŶgaŵaƚi gejaůa daŶ ŵeŶcaƚaƚŶǇa 
;RaŬhŵaƚ ϮϬϬϮͿ͘ PeŵiůihaŶ ƉeŶdeŬaƚaŶ iŶi ƵŶƚƵŬ ŵeŶdeƐŬƌiƉƐiŬaŶ bagaiŵaŶa ǁacaŶa ƉƌŽdƵcƚ 
ƉlacemeŶƚ ǇaŶg diůaŬƵŬaŶ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ daůaŵ bƌaŶded ǁeb ƐeƌieƐ ŵeůaůƵi ŬŽŶƐeƉ ceƌiƚa ǇaŶg 
ŵƵŶcƵů baiŬ Ɛecaƌa iŵƉůiƐiƚ aƚaƵ eŬƐƉůiƐiƚ͘  

ObjeŬ ǇaŶg diaŵaƚi daůaŵ ƉeŶeůiƚiaŶ iŶi adaůah ǁeb ƐeƌieƐ deŶgaŶ jƵdƵů ͞SŽƌe ;IƐƚƌi Daƌi 
MaƐa DeƉaŶͿ͟ daŶ ͞JaŶji͟ ǇaŶg ŵeƌƵƉaŬaŶ bagiaŶ daƌi iŬůaŶ daƌi TƌŽƉicaŶa Sůiŵ͘ PeŶeůiƚi 
ŵeŶdeƐŬƌiƉƐiŬaŶ bagaiŵaŶa ǁacaŶa ƉƌŽdƵcƚ ƉlacemeŶƚ aƚaƵ Ɖada bagiaŶ ŵaŶa Ɛaja ƉeŶeŵƉaƚaŶ 
ƉƌŽdƵŬ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ daůaŵ ǁeb ƐeƌieƐ beƌjƵdƵů ͞SŽƌe͟ daŶ ͞JaŶji͘͟ MeƚŽde ƉeŶgƵŵƉƵůaŶ daƚa 
ǇaŶg digƵŶaŬaŶ adaůah ŽbƐeƌǀaƐi daŶ ƉeŶgƵŵƉƵůaŶ daƚa daƌiŶg ǁeb ƐeƌieƐ͘ Daƚa diaŵbiů daƌi 
chaŶŶeů YŽƵƚƵbe TƌŽƉicaŶa Sůiŵ ŬaƌeŶa ŵeůaůƵi ƐiƚƵƐ ƚeƌƐebƵƚ ƉeŶeůiƚi daƉaƚ ŵeŶcaƌi ǁeb ƐeƌieƐ 
͞SŽƌe͟ daŶ ͞JaŶji͘͟  PeŶeůiƚi ŵeŶgŬůaƐifiŬaƐiŬaŶ ceƌiƚa daůaŵ adegaŶ ǇaŶg ŬeŵƵdiaŶ dihƵbƵŶgŬaŶ 
deŶgaŶ ƉƌŽdƵŬ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ daůaŵ ǁeb ƐeƌieƐ ƚeƌƐebƵƚ͘ Seƚeůah diaŶaůiƐiƐ͕ daƚa aŬaŶ 
dideƐŬƌiƉƐiŬaŶ ƐeƐƵai deŶgaŶ ŬeadaaŶ ǇaŶg ada͘ BagaiŵaŶa ǁacaŶa ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵŬ 
TƌŽƉicaŶa Sůiŵ daůaŵ diŵeŶƐi ceƌiƚa ǁeb ƐeƌieƐ ǇaŶg dibƵaƚ Ɛebagai Ɛaůah ƐaƚƵ ƉƌŽŵŽƐi Ŭƌeaƚif͘ 
UŶƚƵŬ ƉeŵbahaƐaŶ daŶ aŶaůiƐiƐ daƚa͕ ƉeŶeůiƚi ŵeŶggƵŶaŬaŶ Ɛaůah ƐaƚƵ ŬŽŶƐeƉ ƚeŽƌi ŬaƚegŽƌi 
ƉƌŽdƵcƚ ƉlacemeŶƚ ǇaiƚƵ ImƉliciƚ BƌaŶd daŶ diŵeŶƐi jeŶiƐ ƉƌŽdƵcƚ ƉlacemeŶƚ ǇaiƚƵ PlŽƚ CŽŶŶecƚiŽŶ 
DimeŶƚiŽŶ͘  



IPTEKͲKOM͕ VŽl͘ ϮϮ NŽ͘ ϭ͕ JƵŶi ϮϬϮϬ͗ ϭϬϵ Ͳ ϭϮϯ eISSN 2527 - 4902 
 

ͮ 114 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

GaƌiƐ hƵbƵŶgaŶ aŶƚaƌa iklaŶ Ɛebagai ŵedia hibƵƌaŶ daŶ kŽŵƵŶikaƐi ƉeŵaƐaƌaŶ dalaŵ 
ƉeƌkeŵbaŶgaŶŶǇa ƚeƌƵƐ digabƵŶgkaŶ daŶ bahkaŶ hilaŶg Ɛaŵa Ɛekali ;Nagaƌ ϮϬϭϲͿ͘ PƌŽdƵk 
TƌŽƉicaŶa Sliŵ ŵeŵbƵaƚ iklaŶ Ɛecaƌa iŵƉliƐiƚ deŶgaŶ ŵeŵbƵaƚ ǁeb ƐeƌieƐ Ɛebagai ŵediaŶǇa͘ Web 
ƐeƌieƐ ǇaŶg beƌjƵdƵl ͞SŽƌe͟ daŶ ͞JaŶji͟ ŵeƌƵƉakaŶ haƐil kaƌǇa ƐƵƚƌadaƌa beƌŶaŵa YaŶdǇ LaƵƌeŶƐ͘ 
KiƐah kedƵa ǁeb ƐeƌieƐ iŶi ŵeŶgaŶgkaƚ ƚeŶƚaŶg ƌŽŵaŶƚiƐŵe ƉaƐaŶgaŶ ŵƵda deŶgaŶ bebeƌaƉa 
ceƌiƚa ŵiƐƚiƐ di dalaŵŶǇa͘ PeƌjalaŶaŶ ceƌiƚa dibƵaƚ dekaƚ deŶgaŶ kehidƵƉaŶ ƐehaƌiͲhaƌi͘  MeƐki 
begiƚƵ͕ kedƵaŶǇa ŵeŵiliki ƚeŵa kaŵƉaŶǇe Ɛaŵa ǇaiƚƵ ŵeŶgajak ŵaƐǇaƌakaƚ ƵŶƚƵk hidƵƉ Ɛehaƚ͘ 

SiƐƚeŵaƚika dalaŵ bagiaŶ iŶi͕ ƉeŶeliƚi beƌƵƐaha ŵeŶjelaƐkaŶ jalaŶ ceƌiƚa͕ ƉeƐaŶ ǇaŶg iŶgiŶ 
diƐaŵƉaikaŶ daŶ bagaiŵaŶa ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ di ŵaƐiŶgͲŵaƐiŶg ǁeb ƐeƌieƐ 
ƵŶƚƵk ŵeŶgeƚahƵi ƚƵjƵaŶ ƉeŵbƵaƚaŶ ceƌiƚa͘ PŽƚŽŶgaŶͲƉŽƚŽŶgaŶ adegaŶ diƐaŵƉaikaŶ ƵŶƚƵk 
ŵelihaƚ Ɖada ceƌiƚa ŵaŶa ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ ŵƵŶcƵl͘ KeŵƵdiaŶ ƉeŶeliƚi ŵelakƵkaŶ aŶaliƐiƐ 
beŶƚƵk ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ daŶ jeŶiƐ diŵeŶƐi ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ ǁeb ƐeƌieƐ Ɛecaƌa keƐelƵƌƵhaŶ͘ 
AlaƐaŶ ƉeŶeliƚi kaƌeŶa kedƵaŶǇa ŵeŵiliki keƐaŵaaŶ ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ ǇaŶg daƉaƚ diideŶƚifikaƐi 
Žleh ƉeŶŽŶƚŽŶ Ɛecaƌa ǀiƐƵal͘ 

BeŶƚƵŬ PƌŽdƵcƚ PůacĞŵĞŶƚ TƌŽƉŝcaŶa Sůŝŵ WĞb SĞƌŝĞƐ  

Web ƐeƌieƐ ͞SŽƌe͟ iŶi Ɖeƌƚaŵa kali diƵŶggah di kaŶal ǇŽƵƚƵbe TƌŽƉicaŶa Sliŵ Ɖada ƚaŶggal 
ϯϭ JaŶƵaƌi ϮϬϭϳ͘ JalaŶ ceƌiƚa dikiƐahkaŶ dalaŵ ƐeŵbilaŶ eƉiƐŽde͘ MaƐiŶgͲŵaƐiŶg eƉiƐŽde 
beƌdƵƌaƐi ϭϮ ʹ ϭϲ ŵeŶiƚ͘ MeŶceƌiƚakaŶ ƚeŶƚaŶg ƐeŽƌaŶg ƉeŵƵda daƌi IŶdŽŶeƐia beƌŶaŵa 
JŽŶaƚhaŶ ǇaŶg ƚiŶggal di Iƚali͘ SƵaƚƵ haƌi ƉeŵƵda ƚeƌƐebƵƚ beƌƚeŵƵ deŶgaŶ ƐeŽƌaŶg ƉeƌeŵƉƵaŶ 
beƌŶaŵa SŽƌe ǇaŶg ŵeŶgakƵ Ɛebagai iƐƚƌi ŵaƐa deƉaŶŶǇa͘ TƵjƵaŶ SŽƌe daƚaŶg keƉada JŽŶaƚhaŶ 
adalah ƵŶƚƵk ŵeŶgiŶgaƚkaŶ bahǁa JŽŶaƚhaŶ haƌƵƐ lebih hidƵƉ Ɛehaƚ deŶgaŶ ƚidak ŵeƌŽkŽk͕ 
ŵeŶgƵƌaŶgi ŵiŶƵŵ alkŽhŽl͕ ƚidƵƌ ƚeƉaƚ ǁakƚƵ daŶ ŵeŶgaƚƵƌ jaŵ keƌja͘  

KiƐah JŽŶaƚhaŶ daŶ SŽƌe dalaŵ ǁeb ƐeƌieƐ ͞SŽƌe͟ ŵeŵbeƌikaŶ ƉeŶŽŶƚŽŶ ƐebƵah iŶƐƉiƌaƐi 
ǇaiƚƵ hidƵƉ Ɛehaƚ iƚƵ ƉeŶƚiŶg͘ Dalaŵ diŵeŶƐi ǁacaŶa iŶi͕ ƚeƌdaƉaƚ ƚekƐ Ɛecaƌa ǀiƐƵal ǇaŶg Ɛecaƌa 
jelaƐ ŵeŶƵŶjƵkkaŶ ƚƵjƵaŶ daƌi iklaŶ iŶi ;ZaiŶi ϮϬϭϱͿ͘ TeƌdaƉaƚ ǁacaŶa ƚeŶƚaŶg ƉeƌilakƵ ǇaŶg 
dilakƵkaŶ dalaŵ kehidƵƉaŶ ƐehaƌiͲhaƌi Ɛaaƚ iŶi ƐaŶgaƚ beƌƉeŶgaƌƵh keƉada ŵaƐa ǇaŶg akaŶ 
daƚaŶg͘ PeŶŽŶƚŽŶ diajak ƵŶƚƵk ŵeŵbaǇaŶgkaŶ daŶ beƌiŵajiŶaƐi iƐƚƌi ŵaƐa deƉaŶ iŵƉiaŶ iƚƵ 
adalah ǇaŶg ŵaŵƉƵ ŵeŶgƵbah hidƵƉ ƐeƐeŽƌaŶg ŵeŶjadi lebih baik͘ Seƚelah ƉeŶŽŶƚŽŶ laƌƵƚ 
dalaŵ ceƌiƚa͕ ŵaka ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ ƉƵŶ ƐeŵakiŶ ceŶdeƌƵŶg lebih efekƚif͘  
PƌŽdƵk ŵƵŶcƵl Ɖada ƐaaƚͲƐaaƚ ǇaŶg ƚidak kƌƵƐial dalaŵ ceƌiƚa kaƌeŶa Ɖada ǁakƚƵ iƚƵ ƉeŶŽŶƚŽŶ 
ƉaƐƚi ƚidak iŶgiŶ ŵeƌaƐa ƚeƌgaŶggƵ deŶgaŶ keŵƵŶcƵlaŶ iklaŶ aƉaƉƵŶ͘ Maka daƌi iƚƵ TƌŽƉicaŶa Sliŵ 
haŶǇa ŵeŶeŵƉaƚkaŶ ƉƌŽdƵkŶǇa di aǁal daŶ akhiƌ ƉeŶaǇaŶgaŶ Ɛeƌƚa di eƉiƐŽde ƚeƌakhiƌ͘  

 
Gaŵbaƌ Ϯ͘ PeŶeŵƉaƚaŶ PƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ di SeƚiaƉ PeŵbƵkaaŶ EƉiƐŽde Web SeƌieƐ ͞SŽƌeΗ 

;hƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵbe͘cŽŵͬƉlaǇliƐƚ͍liƐƚсPLǇǇSBϵǀiǇlcIϴϳϭkaǀOͲϬϵlͲlfdalZVVZͿ 
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Di ŵeja ŵeƌeka diƉaƐaŶg ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ ƵŶƚƵk ŵeŶgiŶgaƚkaŶ ƉeŶŽŶƚŽŶ bahǁa 
ǁeb ƐeƌŝeƐ iŶi dibƵaƚ Žůeh bƌaŶd ƉeŶghaƐiů gƵůa ƌeŶdah kaůŽƌi iŶi͘ IkůaŶ ƚeƌƐebƵƚ ƚidak Ɛecaƌa 
ůaŶgƐƵŶg ƚeůah ŵeůakƵkaŶ ƐŽfƚ ƐeůůŝŶg ƉƌŽdƵk kaƌeŶa diƚeŵƉaƚkaŶ ŵaƐƵk daůaŵ aůƵƌ ceƌiƚa ͞SŽƌe͟ 
ƐehiŶgga ůebih ƚeƌaƐa ŵeŶǇaƚƵ deŶgaŶ ǁeb ƐeƌŝeƐ ǇaŶg diƚŽŶƚŽŶ͘ 

 

 
Gaŵbaƌ ϯ͘ PeŶeŵƉaƚaŶ PƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ Ɖada SeƚiaƉ EƉiƐŽde Akhiƌ Web SeƌieƐ ͞SŽƌeΗ 

;hƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵbe͘cŽŵͬƉůaǇůiƐƚ͍ůiƐƚсPLǇǇSBϵǀiǇůcIϴϳϭkaǀOͲϬϵůͲůfdaůZVVZͿ 
 

Web ƐeƌŝeƐ iŶi beƌƵƐaha ŵeŵƉeŶgaƌƵhi eŵŽƐi daŶ ƉeƌaƐaaŶ ƉeŶŽŶƚŽŶ deŶgaŶ ceƌiƚa ǇaŶg 
Ɛedikiƚ ŵiƐƚeƌiƵƐ͘ PeŶŽŶƚŽŶ dibaǁa ƵŶƚƵk ŵeŵbaǇaŶgkaŶ bagaiŵaŶa ŵeŵiůiki iƐƚƌi ŵaƐa deƉaŶ 
ǇaŶg daƚaŶg di kehidƵƉaŶ Ɛaaƚ iŶi daŶ ŵeŶiŶgiŶgaƚkaŶ hidƵƉ Ɛehaƚ͘ SeůaiŶ ceƌiƚa͕ ǁeb ƐeƌŝeƐ 
͞SŽƌe͟ jƵga ŵeŶǇƵgƵhkaŶ ƉeŵaŶdaŶgaŶ aůaŵ Iƚaůia ǇaŶg ŵeŶaƌik͘ Daůaŵ SeŵbiůaŶ eƉiƐŽde͕ 
haŶǇa ada dƵa eƉiƐŽde ǇaŶg ŵeŶgaŵbiů adegaŶ di Jakaƌƚa ǇaiƚƵ eƉiƐŽde deůaƉaŶ daŶ ƐeŵbiůaŶ͘ 
LŽgŽ beƌbeŶƚƵk Žǀaů͕ beƌǁaƌŶa kƵŶiŶg͕ ƚƵůiƐaŶ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ akaŶ ƐeůaůƵ ŵƵŶcƵů di aǁaů daŶ 
akhiƌ eƉiƐŽde͘ LŽgŽ ƚeƌƐebƵƚ diƚeŵƉaƚkaŶ di bagia aƚaƐ fƌaŵe͘ SeůaiŶ iƚƵ ada jƵga ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa 
Sůiŵ ǇaŶg Ɛecaƌa ƚekƐ daƉaƚ diůihaƚ Ɛecaƌa kaƐaƚ ŵaƚa ƚƵůiƐaŶ ŵeƌek͘ 

 

 
Gaŵbaƌ ϰ͘ PeŶeŵƉaƚaŶ PƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ Ɖada EƉiƐŽde ϵ  ;hƚƚƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘beͬǆϲhϯRǆYϴϲƐϴͿ 

PeŶgƵůaŶgaŶ akƚiǀiƚaƐ daůaŵ ŵeŶƵaŶg gƵůa iŶi ŵeƌƵƉakaŶ ƚaŶda bahǁa iƚƵůah Ɛaaƚ ikůaŶ 
ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ͘ LŽgŽ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ Ɛecaƌa ƚekƐ daƉaƚ dibaca deŶgaŶ jeůaƐ ŵeƐkiƉƵŶ dƵƌaƐi 
ƚaǇaŶgaŶ ceŶdeƌƵŶg ƚidak ůaŵa kaƌeŶa ƉeŶŽŶƚŽŶ ƚeƌaůihkaŶ Žůeh ƉeƌcakaƉaŶ ƚŽkŽh ǇaŶg diaŶggaƉ 
ůebih ŵeŶaƌik dibaŶdiŶg ikůaŶ ǇaŶg ada͘ WacaŶa daůaŵ ƚekƐ daƉaƚ diaŶaůiƐiƐ ŵeůaůƵi jƵŵůah aƚaƵ 
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fƌekƵeŶƐi ůŽgŽ ǇaŶg ŵƵŶcƵů ;Baůci aŶd ÖǌgeŶ ϮϬϭϳͿ͘ Daůaŵ ƐeŵbiůaŶ eƉiƐŽde͕ fƌekƵeŶƐi 
ŵƵŶcƵůŶǇa ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ adaůah ϮϬ ;dƵa ƉƵůƵhͿ kaůi͘ DeůaƉaŶ beůaƐ kaůi Ɖada ƐeŵbiůaŶ 
eƉiƐŽde͕ aǁaů daŶ akhiƌ ƉeŶaǇaŶgaŶ Ɛeƌƚa dƵa kaůi Ɖada eƉiƐŽde ƐeŵbiůaŶ͘ 

 
Gaŵbaƌ ϱ͘ PeŶeŵƉaƚaŶ PƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ Ɖada EƉiƐŽde ϵ  ;hƚƚƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘beͬǆϲhϯRǆYϴϲƐϴͿ 

 

BeŶƚƵk ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ ŵeŶƵƌƵƚ D͛AƐƚŽƵƐ daŶ SegƵiŶ ;ϭϵϵϴͿ ada ƚiga jeŶiƐ ǇaiƚƵ ŝŵƉůŝcŝƚ 
bƌaŶd͕ ŝŶƚegƌaƚed eǆƉůŝcŝƚ bƌaŶd͕ ŶŽŶ ŝŶƚegƌaƚed eǆƉůŝcŝƚ ;PƵƌba aŶd NƵgƌŽhŽ ϮϬϭϴͿ͘ PeŶeůiƚi 
ŵeŶgideŶƚifikaƐi bagaiŵaŶa ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵk aƚaƵ ;ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚͿ ǇaŶg diůakƵkaŶ 
TƌŽƉicaŶa Sůiŵ daůaŵ bƌaŶded ǁeb ƐeƌieƐ ͞SŽƌe͟ daŶ ͞JaŶjiΗ͘ MeůaůƵi ŽbƐeƌǀaƐi daŶ ƉeŶgƵŵƉƵůaŶ 
daƚa ǇaŶg diaŵbiů di kaŶaů ǇŽƵƚƵbe TƌŽƉicaŶa Sůiŵ͕ ƉeŶeůiƚi akaŶ ŵeŶdeƐkƌiƉƐikaŶ haƐiů daůaŵ 
kaůiŵaƚ͘ 

PƌŽdƵƐeŶ ŵeƐƚi ŵeŵikiƌkaŶ bagaiŵaŶa ŵeŶeŵƉaƚkaŶ ƐebƵah ƉƌŽdƵk daůaŵ ƚaǇaŶgaŶ 
agaƌ daƉaƚ dikeŶaůi ŵaƐǇaƌkaƚ ƚaŶƉa haƌƵƐ deŶgaŶ ƉakƐaaŶ͘ Skeŵa ƐŽfƚ ƐeůůŝŶg ŵeŶghaƌƵƐkaŶ 
TƌŽƉicaŶa Sůiŵ ƵŶƚƵk ŵeŶjaůaŶkaŶ ƌeŶcaŶa ŵaƌŬeƚŝŶg ǇaŶg dekaƚ deŶgaŶ caůŽŶ kŽŶƐƵŵeŶŶǇa͘ 
CaƌaͲcaƌa aůƚeƌŶaƚif daůaŵ ŵeŶgekƐƉŽƐ ƉƌŽdƵk ŵeůaůƵi ǁeb ƐeƌŝeƐ ŵeŵbƵaƚ aƵdŝeŶce ceŶdeƌƵŶg 
ƵŶƚƵk ŵeŶeƌiŵa deŶgaŶ ŵƵdah ;KƌiƐƚaŶƚŽ aŶd BƌahŵaŶa ϮϬϭϲͿ͘ Di IŶdŽŶeƐia͕ ƉeŶggƵŶa ŵedia 
ƐŽƐiaů baŶǇak ŵeŶgakƐeƐ YŽƵƚƵbe ƵŶƚƵk ŵeŶcaƌi iŶfŽƌŵaƐi͘ KeƐeŵƉaƚaŶ iƚƵůah ǇaŶg digƵŶakaŶ 
TƌŽƉicaŶa Sůiŵ ƵŶƚƵk ŵeŵƉeƌkeŶaůkaŶ ƉƌŽdƵkŶǇa ŵeŶgikƵƚi ƚƌeŶ aŶak ŵƵda ƐekaƌaŶg͘ 

MiŶƵŵ ƚeh adaůah haů ǇaŶg ƐeƌiŶg diůakƵkaŶ ŵaƐǇaƌakaƚ IŶdŽŶeƐia͘ SaŶg ƐƵƚƌadaƌa 
beƌƵƐaha ŵeŶgaŶgkaƚ kebiaƐaaŶ iƚƵ ke daůaŵ ceƌiƚa ͞SŽƌe͘͟  PeŶŽŶƚŽŶ ŵeƌaƐa ůebih dekaƚ deŶgaŶ 
ǁeb ƐeƌŝeƐ ǇaŶg ŵeƌeka ƚŽŶƚŽŶ kaƌeŶa ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ daƉaƚ diƚeŵƵkaŶ daůaŵ kehidƵƉaŶ 
ƐehaƌiͲhaƌi͘ KehadiƌaŶ ƉƌŽdƵk iŶi beƌƚƵjƵaŶ Ɛebagai ƉeŶgƵaƚ ƌeaůiƐŵe ceƌiƚa ;Kaƌiŵah͕ SǇafiƚƌi͕ aŶd 
WahǇƵdiŶ ϮϬϭϵͿ͘ PeŶǇiƐiƉaŶ ƉƌŽdƵk ke daůaŵ ŶaƌaƐi beƌƚƵjƵaŶ ƵŶƚƵk bƌaŶd ƌecaůů aƚaƵ ŵeŶgiŶgaƚ 
keŵbaůi bƌaŶd ǇaŶg ƐedaŶg ŵeůakƵkaŶ ƉƌŽŵŽƐi͘ Secaƌa ƚidak ůaŶgƐƵŶg ƉeŶŽŶƚŽŶ ƚeƌƉeŶgaƌƵhi 
aůaŵ baǁah ƐadaƌŶǇa͘ PeŶǇaŵƉaiaŶ ƉeƐaŶ ǇaŶg ŵeŶǇeŶƚƵh eŵŽƐi ŵeůaůƵi ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵk 
ǇaŶg ƌaƉi ŵeŶiŵbƵůkaŶ keƐaŶ ƚeƌƚeŶƚƵ͘ Seƚeůah ŵeŶŽŶƚŽŶ ǁeb ƐeƌŝeƐ ƚeƌƐebƵƚ ŵaka aƵdieŶƐ iŶgaƚ 
bahǁa keƚika ƐedaŶg ŵiŶƵŵ ƚeh ůebih baik ŵeŶggƵŶakaŶ gƵůa ƌeŶdah kaůŽƌi TƌŽƉicaŶa Sůiŵ͘  

PeƌƐaŵaaŶ adegaŶͲadegaŶ ǇaŶg ŵeŶaŵƉiůkaŶ ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ ǇaiƚƵ ŵeŶceƌiƚakaŶ 
JŽŶaƚhaŶ daŶ SŽƌe ǇaŶg ƐedaŶg dƵdƵk beƌdƵa͕ beƌbiŶcaŶgͲbiŶcaŶg daŶ ŵeŶikŵaƚi ƐegeůaƐ ƚeh͘ 
Daůaŵ ƉeŵbiŶgkaiaŶ kaŵeƌa ƚeƌůihaƚ bahǁa ƚŽkŽh Ƶƚaŵa ŵeŶƵaŶg ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ ke 
daůaŵ ƐebƵah geůaƐ daŶ keŵƵdiaŶ diŵiŶƵŵ͘ Di ŵeja ƚeŵƉaƚ ŵeƌeka dƵdƵk jƵga ƐƵdah ada 
ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sůiŵ ǇaŶg ůaiŶ͘ PƌŽdƵk diƚeŵƉaƚkaŶ ƵŶƚƵk ŵeŵƉeƌkƵaƚ adegaŶ ŵiŶƵŵ ƚeh͘ 
MiŶƵŵ ƚeh ŵeƌƵƉakaŶ ƐebƵah kebiaƐaŶ ǇaŶg diƚaŵƉiůkaŶ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ kaƌeŶa ƚeůah ŵeŶjadi 
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ƚaŶda ƐebƵah kebƵdaǇaaŶ ŵaƐǇaƌakaƚ͘ PƌŽĚƵcƚ ƉůacĞŵĞŶƚ daƉaƚ ŵeƌeƉƌeƐeŶƚaƐikaŶ kebƵdaǇaaŶ 
ƐƵaƚƵ acaƌa hibƵƌaŶ ;Nagaƌ ϮϬϭϲͿ͘ 

BeŶƚƵk ƉƌŽĚƵcƚ ƉůacĞŵĞŶƚ TƌŽƉicaŶa Sliŵ adalah IŵƉůŝcŝƚ BƌaŶĚ͘ MelalƵi ǁĞb ƐĞƌŝĞƐ ͞ SŽƌe͕͟ 
TƌŽƉicaŶa Sliŵ ŵeŶcŽba ŵeŶaŵƉilkaŶ ƉƌŽdƵk ŵeƌeka Ɛecaƌa iŵƉliƐiƚ͘ Dalaŵ ƐeƉaŶjaŶg ceƌiƚa 
ƚidak diƐebƵƚkaŶ laŶgƐƵŶg baik Ŷaŵa bƌaŶĚ͕ ƉƌŽdƵk aƚaƵ Ŷaŵa ƉeƌƵƐahaaŶ TƌŽƉicaŶa Sliŵ͘ 
PeŵaƐaƌaŶ dilakƵkaŶ ŵeŶǇaƚƵ deŶgaŶ alƵƌ kiƐah ŵaƐiŶgͲŵaƐiŶg͘ PƌŽĚƵcƚ ƉůacĞŵĞŶƚ iŶi beƌƐifaƚ 
ƉaƐif͕  ƐehiŶgga ƉƌŽdƵk ǇaŶg ŵƵŶcƵl ƚidak dibeƌikaŶ ƉeŶjelaƐaŶ ŵeŶgeŶai ŵaŶfaaƚ͕ kelebihaŶ aƚaƵ 
deƐkƌiƉƐiŶǇa ;KƌiƐƚaŶƚŽ aŶd BƌahŵaŶa ϮϬϭϲͿ͘ PeŶeŵƉaƚaŶ iklaŶ ƉƌŽdƵk ǇaŶg ƚidak ƚeƌlalƵ 
ŵeŶŽŶjŽl ŵeŵbƵaƚ ƉeŶŽŶƚŽŶ ƚidak ŵeƌaƐa ƚeƌgaŶggƵ͘ Keƚika ƐedaŶg fŽkƵƐ ŵeŶŽŶƚŽŶ͕ ƉaƐƚi 
aƵdieŶƐ ƚidak iŶgiŶ digaŶggƵ͘ 

PeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵk ǇaŶg dilakƵkaŶ TƌŽƉicaŶa Sliŵ diƚeƌjeŵahkaŶ Ɛecaƌa halƵƐ daŶ 
ŵeƌƵƉakaŶ keƐaƚƵaŶ daƌi ǁĞb ƐĞƌŝĞƐ͘ DihaƌaƉkaŶ ǀiƐibiliƚaƐ ƉƌŽdƵk ƚeƌaŶgkaƚ daŶ diiŶgaƚ Ɛeƚelah 
ŵeŶŽŶƚŽŶ ceƌiƚaŶǇa daƌi aǁal hiŶgga akhiƌ͘  IklaŶ ƚidak lagi ŵƵŶcƵl di ƐelaͲƐela adegaŶ͕ ƚeƚaƉi 
deŶgaŶ ŵeŵƉeƌhaƚikaŶ kaƉaŶ ƉeŶŽŶƚŽŶ ŵeŶaƌƵh ƉeƌhaƚiaŶ ǇaŶg lebih Ɛelaŵa ƚaǇaŶgaŶ͘ SebƵah 
lŽgŽ beƌǁaƌŶa kƵŶiŶg͕ beƌbeŶƚƵk kŽƚak ǇaŶg diƚƵaŶg Ɖaƌa ƉeŵeƌaŶ Ƶƚaŵa ǇaŶg ŵƵŶcƵl dalaŵ 
eƉiƐŽdeͲeƉiƐŽde ƚeƌƚeŶƚƵ Ɖada ǁĞb ƐĞƌŝĞƐ ͞SŽƌe͟ ŵeƌƵƉakaŶ ƚaŶda bahǁa beŶda iƚƵ adalah 
ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ͘ 

DŝŵĞŶƐŝ CĞƌŝƚa BƌaŶĚĞĚ WĞb SĞƌŝĞƐ 

DiŵeŶƐiͲdiŵeŶƐi ǁĞb ƐĞƌŝĞƐ digƵŶakaŶ ƵŶƚƵk ŵelihaƚ di ŵaŶa leƚak ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵk 
TƌŽƉicaŶa Sliŵ dalaŵ adegaŶ͘ PƌŽŵŽƐi ƐebƵah ƉƌŽdƵk haƌƵƐ ŵeŵiliki kekhaƐaŶ ƚeƌƐeŶdiƌi agaƌ 
lebih ŵƵdah diiŶgaƚ Žleh kŽŶƐƵŵeŶ͘ Hal ƚeƌƐebƵƚ ǇaŶg daƉaƚ diƚaŶgkaƉ daŶ keŵƵdiaŶ 
diaƉlikaƐikaŶ leǁaƚ alƵƌ ƐebƵah ceƌiƚa ǇaŶg ƉaƐ deŶgaŶ ŵŽŵeŶ ƚeƌƚeŶƚƵ ;WiƌaǁaŶ aŶd HaƉƐaƌi 
ϮϬϭϲͿ͘ PeŶeliƚi beƌƵƐaha ŵeŶgeƚahƵi diŵeŶƐi ŵaŶa ǇaŶg ƌeleǀaŶ digƵŶakaŶ dalaŵ iklaŶ TƌŽƉicaŶa 
Sliŵ͘  WĞb ƐĞƌŝĞƐ kedƵa ǇaŶg dibƵaƚ TƌŽƉicaŶa Sliŵ Ɛeƚelah ͞SŽƌe͟ adalah ͞JaŶji͘͟  WĞb ƐĞƌŝĞƐ 
Ɖeƌƚaŵa kali diƚaǇaŶgkaŶ Ɖada ƚaŶggal Ϯ Mei ϮϬϭϵ͘ TeƌdaƉaƚ delaƉaŶ eƉiƐŽde ǇaŶg diƚaǇaŶgkaŶ 
ƐeƚiaƉ ŵiŶggƵ di cŚaŶŶĞů YŽƵƚƵbe TƌŽƉicaŶa Sliŵ͘  SeƚiaƉ eƉiƐŽde ŵeŵiliki dƵƌaƐi ϭϬ ʹ ϭϮ ŵeŶiƚ͘ 
MeŶceƌiƚakaŶ ƚeŶƚaŶg ƐeƉaƐaŶg ƐƵaŵi iƐƚƌi ŵƵda beƌŶaŵa IkŽ daŶ NaǇa͘ Dalaŵ kehidƵƉaŶ 
ŵeƌeka ada ƐeŽƌaŶg Ɛahabaƚ baik IkŽ͕ beƌŶaŵa UjŽ ǇaŶg ƐeƌiŶgkali hadiƌ dalaŵ beƌbagai ƐiƚƵaƐi͘ 
UjŽ ƐeƌiŶg beƌkƵŶjƵŶg ƵŶƚƵk ŵeŵbaŶƚƵ IkŽ bekeƌja͘  

Dalaŵ diŵeŶƐi ƚekƐ͕ ǇaŶg dalaŵ hal iŶi Ɛecaƌa ǀiƐƵal͕ hal ǇaŶg diƚeliƚi adalah bagaiŵaŶa 
ƐebƵah ƐƚƌƵkƚƵƌ ƚekƐ digƵŶakaŶ ƵŶƚƵk ŵeŶegaƐkaŶ ƚeŵa ƚeƌƚeŶƚƵ ;AŶaƚa ϮϬϭϳͿ͘ Ada ƐebƵah jaŶji 
ǇaŶg haƌƵƐ diƚeƉaƚi IkŽ keƉada NaǇa ǇaiƚƵ ƵŶƚƵk ŵeŶjalaŶkaŶ hidƵƉ Ɛehaƚ Ɛalah ƐaƚƵŶǇa deŶgaŶ 
ƚidak ŵeƌŽkŽk daŶ Žlahƌaga͘ Dalaŵ ǁeb ƐeƌieƐ iŶi jƵga ƚeƌdaƉaƚ ǁacaŶa ǇaŶg ŵƵŶcƵl 
ŵeŶggaŵbaƌkaŶ IkŽ ŵaƵƉƵŶ UjŽ ƐedaŶg beƌƵƐaha ƵŶƚƵk hidƵƉ Ɛehaƚ͘ MƵlai daƌi ƚidak ŵakaŶ 
ŵakaŶaŶ ƐiaƉ Ɛaji͕ ŵiŶƵŵ ŵiŶƵŵaŶ beƌkabŽŶaƐi hiŶgga laƌi Ɖagi͘ KegiaƚaŶ ŵeƌŽkŽk jƵga dihiŶdaƌi 
kaƌeŶa hal iƚƵ akaŶ ŵeŵbƵaƚ ƉeƌŵaƐalahaŶ aŶƚaƌa IkŽ daŶ NaǇa͘ Meƌeka beƌdƵa ŵeŵbaŶgƵŶ 
hƵbƵŶgaŶ baik deŶgaŶ ƐaliŶg ŵeŵahaŵi ƐaƚƵ Ɛaŵa laiŶ dalaŵ kehidƵƉaŶ ƐehaƌiͲhaƌi͘ IkŽ haƌƵƐ 
beŶaƌͲbeŶaƌ ŵeŶjaga badaŶŶǇa kaƌeŶa iƚƵ adalah iŶǀeƐƚaƐi ŵaƐa deƉaŶ kaƌeŶa hal iƚƵ jƵga 
beƌkaiƚaŶ deŶgaŶ ƉekeƌjaaŶŶǇa͘  

Laƚaƌ belakaŶg ƉeŶgaŵbilaŶ gaŵbaƌ adalah di KŽƌea SelaƚaŶ͘ HaŶǇa ƐaƚƵ eƉiƐŽde ǇaŶg 
diaŵbil di Jakaƌƚa͘  AlƵƌ ceƌiƚa ǇaŶg ŵeŶaƌik adalah ada kejadiaŶ di ŵaŶa IkŽ daŶ UjŽ ŵeŵiŶƵŵ 
ƚeh daƌi ƐebƵah kedai keƚika jalaŶͲjalaŶ͘ Pada akhiƌŶǇa jiǁa IkŽ daŶ UjŽ ƚeƌƚƵkaƌ Ɛeƚelah ŵeŵiŶƵŵ 
ƚeh ƚeƌƐebƵƚ͘ NaŵƵŶ͕ NaǇa ƚidak ŵeŶgeƚahƵi hal ƚeƌƐebƵƚ daŶ ƚeƚaƉ beƌƐikaƉ biaƐa keƉada ƐƵaŵi 
daŶ ƐahabaƚŶǇa͘ HiŶgga Ɖada akhiƌŶǇa NaǇa ŵeŶǇadaƌi bahǁa ada ǇaŶg beƌbeda daƌi kedƵaŶǇa͘ 
IkŽ ƉƵŶ ŵeŶgakƵi bahǁa jiǁaŶǇa deŶgaŶ UjŽ ƚeƌƚƵkaƌ͘  Meƌeka ŵeŶdaƚaŶgi keŵbali kedai ƚeh 
ƚeŵƉaƚ ŵeƌeka ŵeŵbeli ƐebelƵŵŶǇa͘ TeƌŶǇaƚa ŵeŵaŶg ada hal ŵiƐƚiƐ ǇaŶg dibƵaƚ Žleh Ɖeŵilik 
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kedai bahǁa ƚeh ƚeƌƐebƵƚ ŵeŵaŶg dibƵaƚ ƵŶƚƵk ŵeŶƵkaƌ jiǁa͘ Peŵilik kedai iŶgiŶ ŵeŶgeƚahƵi 
bagaiŵaŶa ƉeƌaƐaaŶ iƐƚƌiŶǇa͕ begiƚƵ jƵga ƐebalikŶǇa͘ 

Pada akhiƌŶǇa IkŽ daŶ UjŽ ƐƵdah keŵbali ŶŽƌŵal deŶgaŶ jiǁa daŶ ƚƵbƵh ŵaƐiŶgͲŵaƐiŶg 
Ɛeƚelah ŵeŵiŶƵŵ ƚeh ǇaŶg Ɛaŵa ƐeƉeƌƚi ƐebelƵŵ ŵeƌeka ƚeƌƚƵkaƌ͘  Seƚelah ƵƌƵƐaŶ ƉekeƌjaaŶ 
ŵeƌeka ƐeleƐai di KŽƌea SelaƚaŶ akhiƌŶǇa ŵeƌeka keŵbali ke Jakaƌƚa͘ PeŶgalaŵaŶ iƚƵ begiƚƵ 
beƌkeƐaŶ bagi IkŽ kaƌeŶa dia ŵeƌaƐa iŶƚeƌakƐiŶǇa deŶgaŶ NaǇa ƐeŵakiŶ baik daŶ lebih jƵjƵƌ daƌi 
ƐebelƵŵŶǇa͘ BaŶǇak ƉelajaƌaŶ beƌhaƌga ǇaŶg jƵga dia daƉaƚ daƌi Ɖeŵilik kedai ǇaŶg ŵeŵiliki 
keƐeƚiaaŶ ƚeƌhadaƉ ƉaƐaŶgaŶŶǇa aƉaƉƵŶ ǇaŶg ƚeƌjadi͘ TeƌŵaƐƵk jƵga keiŶgiŶaŶ ƵŶƚƵk ŵeŶjaga 
kŽŶdiƐi ƚƵbƵh ƐeƚiaƉ haƌi͘  

IkŽ daŶ NaǇa keŵƵdiaŶ ŵeŵbƵaƚ ƐebƵah kafe daŶ ŵeŶjƵal kŽƉi Ɛeƌƚa ŵakaŶaŶ ƌiŶgaŶ͘ 
KeiŶgiŶaŶ iƚƵ ŵƵŶcƵl agaƌ ŵeƌeka daƉaƚ ŵeŶgŽŶƚƌŽl aƉa Ɛaja ǇaŶg ŵaƐƵk ke dalaŵ badaŶ ŵaƐiŶgͲ
ŵaƐiŶg͘ Dalaŵ ǁeb ƐeƌŝeƐ ͞JaŶji͟ iŶi͕ ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ haŶǇa ŵƵŶcƵl ƐaƚƵ kali di eƉiƐŽde ϴ͘ 
AdegaŶ ǇaŶg ƚeƌekaŵ kaŵeƌa adalah IkŽ daŶ NaǇa ƐedaŶg dƵdƵk beƌdƵa͕ ŵeŶgŽbƌŽl Ɛaŵbil 
ŵeŶikŵaƚi ƐegelaƐ kŽƉi͘ Di ŵeja ŵeƌeka ƚeƌdaƉaƚ ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ ǇaŶg diƚƵaŶg ke dalaŵ 
gelaƐ beƌiƐi kŽƉi ŵilik IkŽ͘ Di ŵeja jƵga ƐƵdah ƚeƌƐedia ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ laiŶ ǇaŶg diƐƵgƵhkaŶ 
daŶ ƐiaƉ diŶikŵaƚi͘ KeƐadaƌaŶ kedƵa ƚŽkŽh ceƌiƚa ƵŶƚƵk ŵeŶggƵŶakaŶ ƉƌŽdƵk iŶi ƵŶƚƵk 
ŵeŶghiŶdaƌi diabeƚeƐ daŶ ƉeŶǇakiƚ laiŶ͘ 

Dalaŵ delaƉaŶ eƉiƐŽde ͞JaŶji͟ iŶi͕ ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ TƌŽƉicaŶa Sliŵ haŶǇa diŵaƐƵkkaŶ 
dalaŵ ƉeƌjalaŶaŶ kiƐah ƐaŶg ƉeŵeƌaŶ Ƶƚaŵa Ɖada Ɛaaƚ ŵiŶƵŵ kŽƉi beƌƐaŵa͘ Sƚƌaƚegi 
ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵk ŵeƌƵƉakaŶ ŵedia alƚeƌŶaƚif ƵŶƚƵk ŵeŵaƐƵkkaŶ ƉƌŽdƵk͕ lŽgŽ aƚaƵ ŵeƌek 
dalaŵ ƐebƵah filŵ ;AŵƌƵ aŶd MaƌƚiŶi ϮϬϭϳ͖ Kaƌiŵah͕ SǇafiƚƌi͕ aŶd WahǇƵdiŶ ϮϬϭϵͿ͘ MiŶƵŵ kŽƉi 
ƐƵdah ŵeŶjadi Ɛalah ƐaƚƵ gaǇa hidƵƉ aŶak ŵƵda ƐekaƌaŶg͘ SeƉeƌƚiŶǇa TƌŽƉicaŶa Sliŵ iŶgiŶ 
ŵeŶjaŶgkaƵ ƌaŶah ƚeƌƐebƵƚ deŶgaŶ ŵeŵaƐƵkaŶŶǇa ke dalaŵ ceƌiƚa ǁeb ƐeƌieƐ ͞JaŶji͘͟  MelalƵi 
ƉeŶdekaƚaŶ ƚeƌƐebƵƚ dihaƌaƉkaŶ ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ daƉaƚ diiŶgaƚ deŶgaŶ ŵƵdah Žleh 
khalaǇak ŵƵda͘ Keƚika iŶgiŶ ŵiŶƵŵ kŽƉi͕ hal ǇaŶg ƚeƌiŶgaƚ adalah ŵeŶggƵŶakaŶ ƉƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa 
Sliŵ Ɛebagai gƵla ƌeŶdah kalŽƌi͘ PeŶgalaŵaŶ iƚƵ dihaƌaƉkaŶ ŵƵŶcƵl Ɛeƚelah ŵelihaƚ adegaŶ IkŽ 
daŶ NaǇa keƚika ŵeƌeka dƵdƵk beƌdƵa ƐedaŶg ŵeŶikŵaƚi kŽƉi deŶgaŶ TƌŽƉicaŶa Sliŵ͘  

 

 
Gaŵbaƌ ϲ͘ PeŶeŵƉaƚaŶ PƌŽdƵk TƌŽƉicaŶa Sliŵ Ɖada EƉiƐŽde ϴ MeŶiƚ ϭϱ͗Ϯϲ 

;hƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵbe͘cŽŵͬƉlaǇliƐƚ͍liƐƚсPLǇǇSBϵǀiǇlcIϴϳϭkaǀOͲϬϵlͲlfdalZVVZͿ 
 

BƌaŶd TƌŽƉicaŶa Sliŵ ŵeŶgiŶgiŶkaŶ Ɛecaƌa ƚidak ƐeŶgaja ŵaƐǇaƌakaƚ ǇaŶg ƐedaŶg 
ŵeŶŽŶƚŽŶ ǁeb ƐeƌŝeƐ ͞JaŶji͟ ŵaŵƉƵ ŵeŶgideŶƚifikaƐi kebeƌadaaŶ ƉƌŽdƵk leǁaƚ ƉeŶggaŵbaƌaŶ 
ǇaŶg ŵƵŶcƵl dalaŵ ƐceŶe aƚaƵ ƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶg ǇaŶg ƚelah diƚeŶƚƵkaŶ͘ Daƌi ŵƵlai aǁal ceƌiƚa͕ ƉeŶŽŶƚŽŶ 
dibaǁa ke dalaŵ ƉeƌjalaŶaŶ ƐƵaŵi iƐƚƌi ǇaŶg ƐedaŶg ŵeŶgalaŵi kŽŶflik dalaŵ keƐehaƌiaŶ daŶ 
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kemƵdian menemƵkan jalan kelƵarnǇa dengan hidƵp sehaƚ͘ Fenomena ƚersebƵƚ pasƚi ada 
beberapa kesamaan dengan aƵdiens͘ Kesamaan iƚƵlah Ǉang dianggap sebagai pinƚƵ masƵk sƵgesƚi 
bahǁa jika ingin memiliki kehidƵpan Ǉang lebih baik adalah mengƵbah perilakƵ dan kebiasaan͘ 
Salah saƚƵnǇa adalah mengganƚi gƵla biasa dengan Tropicana Slim ƚerƵƚama saaƚ meminƵm kopi 
Ǉang sering kali dilakƵkan͕ baik keƚika sanƚai aƚaƵ siƚƵasi formal͘ 

Pengambilan gambar tersebut jika dianalisis menggunakan tabel sistem semiotika, secara 
teks verbal kita dapat mengetahui bahwa bungkusan kuning yang dituang Iko adalah produk 
Tropicana Slim. Signified produk Tropicana Slim secara teks tertulis adalah bungkusan kuning, 
gambar jagung, tulisan Tropicana Slim, garis horizontal merah di bagian bawah. Signifier yang 
muncul adalah ketika pemeran menuang bungkusan kuning tersebut dan keluar bulir-bulir putih 
ke dalam gelas. Cara tokoh menaburkan produk Tropicana Slim berhubungan dengan bagaimana 
produk itu ingin diketahui calon konsumen. ͞Wajah͟ bagian depan produk menghadap ke kamera 
agar tanda-tanda produk Tropicana Slim gula rendah kalori nampak. 

Kemunculan produk tersebut berada dalam sebuah dimensi. Kategori product placement 
menurut menurut Rusell (1998) ada tiga dimensi yaitu visual dimention, auditory dimention dan 
plot connection dimention (dalam Purnomo 2015). Peneliti menganalisis pada dimensi apa web 
series ͞Janji͟ dalam mempromosikan produknya. Dimensi ini menjelaskan keterkaitan iklan 
kreatif dan pendekatan yang dilakukan Tropicana Slim sebagai strategi soft selling. Cerita 
merupakan hal penting untuk menarik penonton sebagai calon konsumen. 

Branded web series saat ini telah menjadi konten pemasaran yang menarik dan kreatif 
karena Tropicana Slim tidak secara langsung dipertontonkan kepada khalayak. Brand tersebut 
menyatu dalam alur cerita yang diperankan para tokoh dalam web series. Penonton tidak merasa 
terpaksa untuk melihat iklan konvensional secara langsung karena tujuan utama menonton web 
series adalah mengamati ceritanya. Membangun hubungan dengan konsumen merupakan hal 
penting agar Tropicana Slim semakin diingat sebagai produk yang mengutamakan kesehatan. 
Terdapat pesan tersembunyi yang ingin disampaikan Tropicana Slim untuk melakukan gaya hidup 
sehat. 

Menempatkan produk ke dalam sebuah cerita memang tidak mudah. Tropicana slim tidak 
ingin penonton merasa terganggu dengan kemunculan produknya di saat-saat yang tidak tepat. 
Sutradara dari kedua web series ini benar-benar memperhatikan hal tersebut dalam setiap 
adegan. Product placement adalah seni menempatkan produk dalam sebuah konten yang 
menghibur (Amru and Martini 2017). Hal tersebut merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan 
agar produk Tropicana Slim menyatu dengan jalan cerita. Penyampaian secara halus dan pelan 
diharapkan lebih efektif menyentuh perasaan penonton tanpa ada penekanan yang terlalu 
gamblang tentang produknya. 

Melalui web series ini, Tropicana Slim telah melakukan salah satu dimensi dalam product 
placement yaitu Plot Connection Dimention (PCD). Penempatan produk ke dalam cerita dilakukan 
secara terintegrasi. Cara tersebut sebagai strategi membangun hubungan secara personal kepada 
konsumen. Menonton web series menyita perhatian seseorang dalam waktu yang lama dan 
melibatkan aktivitas sehari-hari. Strategi pembuatan iklan digital ini dilakukan dengan natural, 
tidak persuasif dan tidak agresif menyesuaikan dengan tren masyarakat Indonesia saat ini. 
Melalui plot ini, Tropicana Slim berusaha memakai daya tarik emosi untuk membangun chemistry 
antara produsen dan calon konsumen. Iklan telah berkembang dari sekedar presentasi produk 
menjadi layanan dengan tampilan gaya yang mewakili ideologi perusahaan itu (Hu and Luo 2016). 

Calon konsumen sebenarnya secara sadar sedang menonton web series yang dibuat 
Tropicana Slim. Namun mereka tidak merasa keberatan bahwa pasti ada iklan yang muncul 
sebagai bagian dari pemasaran produk Tropicana Slim. Mereka secara sukarela melibatkan diri 
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dalam promosi yang dilakukan Tropicana Slim dengan mengakses web series ͞Sore͟ dan ͞Janji͘͟ 
Sutradara Yandy Laurens menyasar segmen kaum muda yang sering menggunakan Youtube. 
Ditambah lagi cerita yang menarik dan menyimpan teka teki adalah hal yang mampu menyita 
perhatian khalayak. Kedua web series tersebut menonjolkan alur cerita dengan latar belakang 
pengambilan gambar diluar negeri yaitu Korea Selatan.  

Web series ͞Sore͟ dan ͞Janji͟ adalah benƚƵk ciƚra diri dari produk Tropicana Slim sebagai 
sponsor. Cara mempromosikan diri brand ini adalah dengan membangun pemahaman produk 
melalui kisah yang jarang ditemui (Kristanto and Brahmana 2016). Ketika sebuah cerita sudah 
memengaruhi perasaan penonton, penonton akan dengan mudah mengingat bahwa web series 
tersebut dibuat oleh Tropicana Slim. Ketika ingat Tropicana Slim penonton tahu bahwa produk 
yang dihasilkan adalah pemanis rendah kalori. Kemungkinan itu dapat terjadi dengan cara 
membuat iklan secara lunak melalui web series. Faktor yang ditonjolkan adalah jalan cerita bukan 
bagaimana Tropicana Slim berusaha melakukan promosi produknya. 

Cerita yang disuguhkan sutradara termasuk ringan, tetapi mendalam. Walaupun plot yang 
dibuat dekat dengan anak muda, tetapi ada pesan tersembunyi di baliknya. Alur kisah menjadi 
perhatian Tropicana Slim untuk membangun hubungan dengan penonton. Plot connection adalah 
salah satu strategi penempatan produk yang efektif karena calon konsumen terlibat secara tidak 
langsung dalam pemasaran. Tropicana Slim seolah-olah memang ingin membuat web series 
bukan iklan kreatif. Hal itu terbukti dari hasil observasi penelitian bahwa dalam web series ͞Sore͕͟ 
produk Tropicana Slim muncul pada awal dan akhir penayangan dan di episode sembilan. Produk 
yang muncul pun dikemas dengan alami sebagai bagian dari cerita tanpa usaha keras untuk 
meyakinkan penonton agar membelinya. Di sisi lain web series ͞Janji͟ hanǇa memƵncƵlkan 
produk Tropicana Slim ditempatkan di episode terakhir saja.  

Web series ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kenyamanan menonton. 
Keterkaitan produk dengan jalan cerita harus jelas agar tidak terkesan dipaksaan sebagai bagian 
dari iklan. Dampak yang diinginkan adalah dapat memengaruhi pemikiran penonton dengan lebih 
ekslusif. Pengkomunikasian brand melalui plot connection dimention adalah promosi yang 
terintegrasi antara iklan, produk dan cerita. Kesinambungan tersebut harus dirangkai secara utuh 
agar tidak kehilangan benang merah bahwa Tropicana Slim sedang membuat web series dengan 
pesan hidup sehat. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan untuk melihat penempatan 
produk dalam sebuah iklan (Marchand, Hennig-thurau, and Best 2015). Kampanye yang tersisip 
dalam cerita disampaikan secara alami dari awal hingga akhir episode. 

MenƵrƵƚ obserǀasi peneliƚi͕ ǁeb ƐeƌieƐ ini memiliki episode Ǉang cƵkƵp panjang͕ sembilan 
episode ͞Sore͟ dan delapan episode ͞Janji͟ karena sang sƵƚradara ingin membangƵn hƵbƵngan 
Ǉang semakin dekaƚ dengan penonƚon dengan ceriƚa͘ Semakin lama͕ aƵdiens akan semakin 
penasaran akan kelanjƵƚan kisah pemeran Ƶƚama͘ Mereka dibaǁa larƵƚ ke dalam seƚiap alƵr 
perjalanan Ǉang ƚidak jarang menimbƵlkan banǇak perƚanǇaan͘ Dalam ǀisƵal dan ƚeks percakapan 
ƚerdapaƚ makna Ǉang mendalam dari ceriƚa ini dan hal ƚersebƵƚ dapaƚ memperkƵaƚ ƚanda iklan 
prodƵk ;Ardhianƚo and Son ϮϬϭϵͿ͘ ProdƵk Ǉang mƵncƵl dalam seƚiap adegan ceriƚa adalah bagian 
dari iklan͘ AƵdiens semakin penasaran dengan kelanjƵƚan ceriƚanǇa sehingga paparan prodƵk 
Tropicana Slim jƵga akan semakin kƵaƚ dalam alam baǁah sadar calon konsƵmen͘ 

Hal iƚƵ Ǉang disadari oleh sƵƚradara dan Tropicana Slim dengan ƚidak banǇak memasƵkkan 
prodƵk dalam seƚiap adegan͘ Jika pemasaran dilakƵkan dengan haƌd ƐeůůiŶg͕ penonƚon ƚidak 
mengindahkan sƵaƚƵ iklan bahkan cenderƵng meleǁaƚi bagian ƚersebƵƚ ;Hassanah͕ SjƵchro͕ and 
MahamerƵaji ϮϬϭϵͿ͘ AƵdiens dapaƚ lebih memaklƵmi keƚika ǁeb ƐeƌieƐ dibƵaƚ dengan dƵrasi 
panjang maka seolahͲolah iƚƵ adalah mƵrni hibƵran padahal sebenarnǇa Tropicana Slim sedang 
melakƵkan kampanǇe dan promosi prodƵknǇa͘ Pada akhir ceriƚa masingͲmasing ǁeb ƐeƌieƐ barƵ 
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ŶaŵƉaŬ ƉƌŽdƵŬ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ ǇaŶg ƐeŶgaũa diŵƵŶcƵůŬaŶ ŵeŶǇaƚƵ deŶgaŶ ceƌiƚa di ŵaŶa ƚŽŬŽh 
ƐeƉaƐaŶg ŬeŬaƐih ƐedaŶg beƌbiŶcaŶg daŶ ŵeŶiŬŵaƚi ŵiŶƵŵaŶ ŵeƌeŬa͘ PeŶŽŶƚŽŶ Ɖada aŬhiƌŶǇa 
iŶgaƚ bahǁa ŵeƌeŬa ƐedaŶg ŵeŶŽŶƚŽŶ ƚaǇaŶgaŶ ǁeb ƐeƌŝeƐ ǇaŶg diƉƌŽdƵŬƐi Žůeh bƌaŶd TƌŽƉicaŶa 
Sůiŵ deŶgaŶ adaŶǇa ƚaŶda ůŽgŽ ŬƵŶiŶg beƌƚƵůiƐŬaŶ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ͘ 
 

KESIMPULAN 

PeŶdeŬaƚaŶ iŬůaŶ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ daůaŵ ŵeŶgŬŽŵƵŶiŬaƐiŬaŶ ƉƌŽdƵŬŶǇa adaůah deŶgaŶ 
ŵeůaŬƵŬaŶ bƌaŶded ǁeb ƐeƌŝeƐ beƌũƵdƵů ͞SŽƌe͟ ;ϮϬϭϳͿ daŶ ͞JaŶũi͟ ;ϮϬϭϵͿ ƵŶƚƵŬ ŵeŶgiŬƵƚi 
ƉeƌŬeŵbaŶgaŶ ƚeŬŶŽůŽgi iŬůaŶ digiƚaů͘ PeƌƚiŵbaŶgaŶ ƉeŶeŵƉaƚaŶ ƉƌŽdƵŬ ;ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚͿ 
ŵeŶũadi ƉeŶƚiŶg ƵŶƚƵŬ ŵeŶũaga ŬeaŬƌabaŶ deŶgaŶ ƉeŶŽŶƚŽŶ͘ MeůaůƵi ǁacaŶa͕ ƚaŶƉa ƉeƌůƵ 
ƉeŶũeůaƐaŶ͕ ƉeŶŽŶƚŽŶ aŬaŶ ŵeŶgeƚahƵi bahǁa beŶda beƌbeŶƚƵŬ ŬŽƚaŬ͕ beƌǁaƌŶa ŬƵŶiŶg͕ ada 
gaŵbaƌ ũagƵŶg daŶ beƌiƐi bƵƚiƌͲbƵƚiƌ ƉƵƚih adaůah ƉƌŽdƵŬ gƵůa ƌeŶdah ŬaůŽƌi TƌŽƉicaŶa Sůiŵ͘ 
BeŶƚƵŬ ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ iŶi ŵeŶggƵŶaŬaŶ IŵƉůŝcŝƚ BƌaŶd͘ PƌŽdƵŬ͕ Ŷaŵa bƌaŶd 
aƚaƵ Ŷaŵa ƉeƌƵƐahaaŶ ƚidaŬ diƐebƵƚŬaŶ Ɛecaƌa fŽƌŵaů daůaŵ adegaŶ ǁeb ƐeƌŝeƐ͘ SeŵeŶƚaƌa iƚƵ 
ũeŶiƐ ƉƌŽdƵcƚ ƉůaceŵeŶƚ ǇaŶg diůaŬƵŬaŶ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ Ɛebagai ŵeƌeŬ ǇaŶg ŵeŵbƵaƚ ƉƌŽdƵŬ gƵůa 
ƌeŶdah ŬaůŽƌi adaůah ŵeůaůƵi ƉůŽƚ cŽŶŶecƚŝŽŶ dŝŵeŶƚŝŽŶ͘ DiŵeŶƐi iŶi ŵeŵbƵaƚ ƉeŶŽŶƚŽŶ ƚidaŬ 
Ɛecaƌa ůaŶgƐƵŶg Ɛadaƌ bahǁa ŵeƌeŬa ƐedaŶg diƐƵgƵhi iŬůaŶ͘ IŶƚeŶƐiƚaƐ ƉƌŽdƵŬ ƚaŵƉiů daůaŵ ceƌiƚa 
ǁeb ƐeƌŝeƐ diůaŬƵŬaŶ Ɛecaƌa haůƵƐ ƐehiŶgga ƉeŶŽŶƚŽŶ daƉaƚ ůaƌƵƚ daůaŵ aůƵƌ ceƌiƚa deŶgaŶ ǁacaŶa 
ǇaŶg ƚeƌƐeŵbƵŶǇi ǇaiƚƵ ƵŶƚƵŬ hidƵƉ Ɛehaƚ͘ WaůaƵƉƵŶ Ɛecaƌa eŬƐƉůiƐiƚ ƉƌŽdƵŬ TƌŽƉicaŶa Sůiŵ 
ŵƵŶcƵů daůaŵ bebeƌaƉa adegaŶ͕ ƚeƚaƉi ƚidaŬ baŶǇaŬ ŵeŶǇiƚa ƉeƌhaƚiaŶ ƉeŶŽŶƚŽŶ ŬaƌeŶa 
iŶƚeŶƐiƚaƐŶǇa ƌeŶdah͘ DiŵeŶƐi ƉůŽƚ iŶi beƌƵƐaha ŵeŵbaŶgƵŶ iŶƚeƌaŬƐi Ɛecaƌa ŶaƚƵƌaů ŬaƌeŶa 
ŵeŵbƵƚƵhŬaŶ ƉeƌhaƚiaŶ ǇaŶg ƚiŶggi͘  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dituliskan, rekomendasi 
penulis dalam penelitian ini untuk Tropicana Slim yakni lebih memperhatikan adegan dalam 
product placement agar lebih bervariasi dalam pembuatan web series selanjutnya. Penempatan 
produk dalam adegan yang mirip dapat membuat audiens merasa bosan. Hal itu dikarenakan web 
series ͟SŽƌe͟ daŶ ͟JaŶũi͟ memiliki kesamaan scene yang dapat dengan mudah diidentifikasi oleh 
penonton. Untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian persepsi masyarakat tentang product 
placement dalam web series untuk mengetahui bagaimana penempatan produk yang efektif. 
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sub judul. Judul artikel menggunakan dua bahasa, Inggris dan Indonesia; judul bahasa 
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Abstrak merupakan intisari artikel yang memuat tujuan, metode, temuan penelitian         
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6. Tata cara pemuatan formula, gambar, grafik, dan tabel. 

1) Pemuatan Formula atau Rumus 

Setiap rumus atau formula harus diberi nomor secara berurutan dan ditulis di akhir rumus 
atau formula. Contoh: 

! = #! + #"%" + ##%# +⋯+ #$%$ + u ……….. 1) 

Di mana: 

Y : ….. 

X : … 

 

2) Pemuatan Gambar dan Grafik 

Resolusi gambar minimal 600 pixel atau 90 dpi, harus dapat terbaca dan tercetak jelas. 
Grafik termasuk gambar. Setiap gambar harus diberi nomor dan judul gambar yang 
berurutan. Contoh: Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dst. Sumber gambar dicantumkan 
setelah judul gambar, dalam tanda kurung. Nomor dan judul gambar ditulis di bawah 
gambar pada posisi di tengah (centered justified). 

3) Pemuatan Tabel 

Setiap tabel harus diberi nomor dan judul. Nomor dan judul diletakkan di atas tabel pada 
posisi di tengah (centered justified). Tabel disajikan tanpa garis vertikal. Sumber tabel 
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7. Tata cara pengutipan dan penulisan daftar pustaka 
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termasuk sumber acuan primer adalah jurnal, prosiding, tesis, disertasi, dan laporan 
penelitian. Buku, bagian dari buku, peraturan, dan berita tidak termasuk dalam sumber 
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2) Kutipan dan penulisan Daftar Pustaka menggunakan gaya Chicago Manual Style (CMS) 
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pengutipan dan penulisan daftar pustaka seperti Mendeley, EndNote, Zotero, dan 
sebagainya. 

3) Penulisan kutipan dalam bodynote mengikuti ketentuan (nama belakang penulis, tahun 
terbit, dan khusus untuk buku ditambahkan nomor halaman). Contoh penulisan kutipan 
adalah sebagai berikut (Wang, 2012) untuk satu penulis; (Wang and Liu, 2011) untuk dua 
penulis; (Wang et al., 2012) untuk tiga penulis atau lebih. Contoh untuk buku (Wang, 2012: 
10).  

4) Penulisan Daftar Pustaka merujuk pada CMS. Acuan gaya penulisan CMS dapat dirujuk 
pada http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html. 
Contoh penulisan untuk berbagai sumber acuan sebagai berikut: 

 

Daftar Pustaka diketik menggunakan font Calibri, size 11 pt, spasi tunggal. Daftar Pustaka 
menggunakan fomat Chicago Manual Style (CMS).  Acuan gaya penulisan CMS 
dapat dirujuk pada 
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-
2.html. Gunakan aplikasi reference manager untuk memudahkan proses 
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